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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai 

satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun da n Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.  

Pasal 263 Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan 

amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen 

RPJMD. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat 

tujuan, sasaran, st rategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan 

keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Renc ana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Berdasarkan Pasal 263 Undang -Undang Nomor 23 tahun 

2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) 

paling lama 6 (enam) bulan setelah ke pala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 

Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan  

Evaluasi  Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pe mbangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerint ah 

Daerah setelah pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

Tenggang waktu penetapan RPJMD yang disediakan pasca 
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pelantikan selama 6 bulan, namun proses penyusunan RPJMD sejak 

dari pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi, 

penjaringan gagasan, penyusunan Rancangan awal, pembahasan dan 

seterusnya sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Daerah 

tentang RPJMD membutuhkan waktu yang relatif panjang. Oleh 

karena itu Bappeda Kota Salatiga memandang perlu melakukan 

kegiatan persiapan lebih dini, berupa penyusunan RPJMD 

Teknokratik Kota Salatiga, dengan output dokumen Rancangan 

Teknokratik RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 -2029.  

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen 

perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah 

Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik 

sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain 

itu, Instruksi Me nteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025 -2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasio nal Nomor: 600.1/176/SJ 

dan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 

mengamanahkan bahwa RPJPD Tahun 2025 -2045 dijadikan 

pedoman dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, serta 

sebagai acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dalam penyusunan visi, misi dan program pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2024. Secara teknis, penyusunan Rancangan 

Teknokratik RPJMD Kota Salatiga Tahun 202 5-2029 sesuai Pasal 42 

Permendagri No. 86 tahun 2017, mencakup analisis gambaran umum 

kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan 

permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen 

perencanaan lainnya, dan perumusan isu strategis Daerah.  

 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan Penyusunan Rancangan 

Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No.6633); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634); 

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan 

beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas  

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 3); 

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/ 

4075/Bangda Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik 

RPJMD Tahun 2025-2029. 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Pasal 42 Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa 

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling 

lambat sebelum penetapan Kepala Daerah&wakil Kepala Daerah 

terpilih. Selanjutnya pada Pasal 43 Teknokratik RPJMD di dalamnya 

mencakup analisis ga mbaran umum kondisi daerah, perumusan 

gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan 

pembangunan daerah, penelahaan dokumen perencanaan lainnya 

dan perumusan isu strategis daerah. Mengacu pada Surat Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 000.8.2.2/4075/Bangda Tang gal : 12 Juni 

2024, pada tahun 2024 ini Pemerintah Daerah agar segera menyusun 

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029.  

Dokumen Rancangan Teknnokratik RPJMD Kota Salatiga 

Tahun 2025 -2029 ini memiliki nilai strategis dalam yahapan proses 

perencanaan pembangunan di daerah. Hal tersebut karena 

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 -2029 menjadi salah satu 
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acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon 

kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024. Dalam penyusunan 

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Salaitiga tidak terlepas dari 

beberapa dokumen lainnya yang saling berkaitan dalam proses 

penyu sunannya.  

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Salatiga disusun 

berdasarkan hasil evaluasi RPJMD termasuk di dalamnya hasil 

evaluasi Renstra. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam 

menggambarkan kondisi daerah dari berbagai sektor serta gambaran 

pengelolaan keuanga n daerah. Permasalahan pembangunan daerah 

pada setia sektor/ urusan dirumuskan berdasarkan hasil analisis 

terhadap kinerja pembangunan pada tahun -tahun sebelumnya. 

Dukungan dalam merumuskan permasalahan juga dengan 

memperhatikan permasalahan pembangunan ja ngka panjang daerah, 

termasuk data spasial yang tertuang dalam RTRW. Selain itu, 

perumusan permsalahan dan isu strategis juga dengan 

memperhatikan isu yang tertuang dalam RPJMD Provinsi, RJMN dan 

sektoral lainnya yang ada keterkaitan dengan pembangunan ke depan 

Kota Salaiga.  

Gambaran singkat mengenai keterkaitan antara Rancangan 

Teknokratik RPJMD Tahun 2025 -2029 dengan RPJPD 2025 -2045 

dengan RTRW serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 

dapat dilihat pada bagan berikut.  

 
Gambar 1. 1. Keterkaitan Rancangan Teknokratik RPJMD terhadap Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga 

Tahun 2025 - 2029 adalah untuk menyediakan dokumen teknokratik 

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 -2029 yang memuat analisis 
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gambaran umum Kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan 

Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, dan 

perumusan isu strategis Daerah di Kota Salatiga.  

Tujuan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga 

Tahun 2025 - 2029 adalah :  

1.  Menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kota Salatiga dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 -2023);  

2.  Menyajikan analisis kemampuan pembiayaan daerah dalam 

pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 

2025 -2029;  

3.  Menyajikan analisis permasalahan atau isu strategis 

pembangunan jangka menengah daerah periode 2025 -2029.  

 

1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 

Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Salatiga 

Tahun 2025 ð 2029 adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab 1 memuat uraian latar belakang penyusunan, dasar 

hukum, hubungan antar dokumen maksud dan tujuan, dan 

sistematika laporan dokumen. 

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Pada bab 2 menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, 

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan 

aspek pelayanan umum. 

3. Bab III Gambaran Keuangan Daerah 

Pada bab 3 menguraikan tentang gambaran ringkas kondisi 

keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan 

daerah lima tahun ke depan. 

4. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis 

Pada bab 4 menguraikan tentang permasalahan dan isu strategis 

daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029. 

5. Bab V Rekomendasi 

Pada bab rekomendasi menguraikan tentang berbagai 

rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

6. Bab VI Penutup 

 

 

 

  



 

 
Rancangan Teknokratik 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1. Geografi 

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah 

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak pada koordinat antara 110027õ56,81ó dan 

110032õ.4,64ó Bujur Timur dan antara 007017õ dan 007017õ23ó, 

dengan luas total wilayah Ñ 54,98 km2. Kota Salatiga terletak pada 

jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang 

dan Surakarta.  

 
Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga 
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Kota Salatiga  berada  di tengah Kabupaten Semarang, adapun 

batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah: 

Sebelah Utara Á Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, 

Kauman Lor dan Pejaten) 

Á Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan 

Watu Agung) 

Sebelah Timur Á Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, 

Sukoharjo dan Glawan) 

Á Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal 

Waton dan Nyamat) 

Sebelah Selatan Á Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, 

Samirono, Jetak) 

Á Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan 

Karang Duren) 

Sebelah Barat Á Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, 

Jombor, Sraten dan Gedangan) 

Á Kecamatan Getasan (Desa Polobogo) 

 

Secara administratif Kota Salatiga terbagi dalam 4 (empat) 

kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Adapun jumlah RT 

dan RW yang ada di 23 Kelurahan adalah 1.127 RT dan 207 RW. 

Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan 

Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km2 dan memiliki presentase 

sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. 

Gambaran wilayah kecamatan, kelurahan, RT dan RW selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. 1. Data Jumlah RT/RW dan Luas Wilayah Kota Salatiga Berdasarkan 

Kecamatan dan Kelurahan 

No Kecamatan/Kelurahan  
Luas Wilayah 

(km 2) 

Jumlah 

RW 
Jumlah RT 

  Kecamatan Sidorejo  15,61 60 314 

1 Kelurahan Salatiga 2,05 12 81 

2 Kelurahan Bugel 2,54 6 21 

3 Kelurahan Sidorejo Lor 2,6 16 95 

4 Kelurahan Blotongan 4,2 15 72 

5 Kelurahan Pulutan 2,13 5 20 

6 Kelurahan Kauman Kidul 2,09 7 25 

  Kecamatan Sidomukti  10,80 39 235 

1 Kelurahan Mangunsari 2,96 16 96 

2 Kelurahan Dukuh 3,64 10 74 

3 Kelurahan Kecandran 3,48 6 26 
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No Kecamatan/Kelurahan  
Luas Wilayah 

(km 2) 

Jumlah 

RW 
Jumlah RT 

4 Kelurahan Kalicacing 0,72 7 39 

  Kecamatan Tingkir  10,43 49 301 

1 Kelurahan Kalibening 0,97 3 9 

2 Kelurahan Sidorejo Kidul 2,75 9 37 

3 Kelurahan Kutowinangun Lor 1,98 6 91 

4 Kelurahan Kutowinangun Kidul 1,04 8 70 

5 Kelurahan Gendongan 0,58 5 38 

6 Kelurahan Tingkir Tengah 1,38 10 32 

7 Kelurahan Tingkir Lor 1,73 8 24 

  Kecamatan Argomulyo  18,14 58 277 

1 Kelurahan Ledok 1,93 14 71 

2 Kelurahan Cebongan 1,5 6 22 

3 Kelurahan Tegalrejo 1,96 9 62 

4 Kelurahan Randuacir 3,93 9 41 

5 Kelurahan Kumpulrejo 5,63 10 44 

6 Kelurahan Noborejo 3,19 10 37 
Sumber : Bag Pemerintahan Kota Salatiga 

 

a. Ketinggian  

Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan 

letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, 

Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian 

tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan 

wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah 

sebesar 15.61 km2 atau 28,60 persen dari keseluruhan total 

wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah 

kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga 

terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel 

dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-

541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar 

ketiga yaitu dengan luas sebesar 10.80 km2 atau 20,18 persen 

dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Tingkir 

merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu 

sebesar 10.43 km2 atau 18,58 persen dari keseluruhan total 

wilayah di Kota Salatiga. 
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Sumber: Analisis DEM Kota Salatiga, 2021 

Gambar 2. 2. Peta Ketinggian Tempat (mdpl) Kota Salatiga 

 

b. Kemiringan 

Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu 

datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-

40 %), dan sangat curam (Ó 40 %). Berdasarkan dari kelerengan 

lahan di Kota Salatiga maka kelerengan wilayah Kota Salatiga 
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didominasi dengan kelerengan datar hingga landau. Kota Salatiga 

berada pada ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut 

(mdpl) dan dikelilingi beberapa gunung (Merbabu, Telomoyo dan 

Gajah Mungkur) menyebabkan Kota Salatiga memiliki tingkat 

kesuburan tanah dan potensi alam. Berdasarkan aspek topografi, 

wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 

Á Daerah Bergelombang Ñ 65%, terdiri dari Kelurahan: Dukuh, 

Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, 

Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul. 

Á Daerah Miring Ñ 25%, terdiri dari Kelurahan: Tegalrejo, 

Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, 

Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan 

Cebongan. 

Á Daerah Datar Ñ 10%, terdiri dari: Kelurahan: Kalicacing, 

Noborejo, Kalibening dan Blotongan. 

 
Sumber: Analisis DEM Kota Salatiga 2021 

Gambar 2. 3. Peta Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga 
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Kecamatan Argomulyo memiliki klas kelerengan beragam 

dari <8 % (datar) hingga 15-25 % (agak curam). Kecamatan 

Sidomukti memiliki kemiringan lahan dari <8 % (datar) sampai 25-

40 % (uram). Kecamatan Sidorejo memiliki kemiringan lereng 

beragaman  mulai  <8  %  (datar)  hingga  >40  %  (sangat  curam).  

Kecamatan  Tingkir memiliki kemiringan lereng beragaman mulai 

<8 % (datar) hingga >40 % (sangat  curam). 

 

Tabel 2. 2.  Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga 

Kecamatan  Klas Kelerengan -% Luas (Ha) 
Persentase 

(%) 

Kecamatan 

Argomulyo 

< 8 % (Datar) 1,210.03 22.17 

8 -15 % (Landai) 491.91 9.01 

15 - 25 % (Agak Curam) 77.95 1.43 

Kecamatan 

Sidomukti 

< 8 % (Datar) 783.89 14.36 

8 -15 % (Landai) 264.82 4.85 

15 - 25 % (Agak Curam) 63.11 1.16 

25 - 40 % (Curam) 2.34 0.04 

Kecamatan 

Sidorejo 

< 8 % (Datar) 790.32 14.48 

8 -15 % (Landai) 458.12 8.39 

15 - 25 % (Agak Curam) 200.68 3.68 

25 - 40 % (Curam) 84.14 1.54 

> 40 % (Sangat Curam) 22.52 0.41 

Kecamatan 

Tingkir 

< 8 % (Datar) 646.28 11.84 

8 -15 % (Landai) 252.92 4.63 

15 - 25 % (Agak Curam) 93.84 1.72 

25 - 40 % (Curam) 14.92 0.27 

> 40 % (Sangat Curam) 0.09 0.0017 

Sumber: Analisis Primer dari Digital Elevation Model Kota Salatiga 2021 

 

c. Iklim 

Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka 

panjang (>30 tahun). Kota Salatiga berada pada ketinggian tempat 

antara 445-831 mdpl dan dikelilingi gunung Merbabu, Telomoyo 

dan Gajah Mungkur sehingga kondisi geomorfologi demikian 

mempengaruhi tipe iklim terutama pada unsur suhu udara dan 

curah hujan. 

1) Suhu udara 

Suhu udara menunjukkan derajat panas dan dingin udara di 

atmosfer dan suhu udara bervariasi menurut tempat dan dari 

waktu ke waktu di permukaan bumi. Suhu udara di Kota 

Salatiga tergolong memiliki suhu yang sejuk, rata-rata suhu 

dalam setahun berkisar pada angka 26-27,5 derajat celcius 



 II-7 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

dan suhu dengan temperatur tersebut merata ke empat 

kecamatan di Kota Salatiga. Untuk selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel dan gambar di bawah ini. 

 

Tabel 2. 3.  Suhu Udara di Kota Salatiga 

Kecamatan  Suhu oC LUAS (HA) 

Kecamatan Argomulyo 25 - 26 oC 1,584.72 

 27 - 27.5 oC 232.25 

Kecamatan Sidomukti 25 - 26 oC 101.48 

 26 - 27 oC 920.99 

 27 - 27.5 oC 101.39 

Kecamatan Sidorejo 26 - 27 oC 969.78 

 27 - 27.5 oC 626.79 

Kecamatan Tingkir 26 - 27 oC 147.16 

 27 - 27.5 oC 898.04 

Sumber: Analisis DEM dan Ketinggian Tempat, Tahun 2022 

 

2) Curah Hujan 

Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di 

permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu (harian, 

mingguan, bulanan, atau tahunan). Berdasarkan data 10 

tahun (2010-2020) maka Kota Salatiga memiliki rata- rata 

curah hujan tahunan berkisar pada nilai 2300-2700 

mm/tahun. 

 

Tabel 2. 4.  Curah Hujan Tahunan di Kota Salatiga 

Kecamatan  
Curah Hujan Tahunan  

(mm/Tahun)  
Luas (Ha) 

Kecamatan Argomulyo 2300 - 2400 mm/thn 854.53 

 2400 - 2500 mm/thn 397.93 

 2500 - 2600 mm/thn 564.50 

Kecamatan Sidomukti 2300 - 2400 mm/thn 69.88 

 2400 - 2500 mm/thn 294.75 

 2500 - 2600 mm/thn 365.41 

 2600 - 2700 mm/thn 393.82 

Kecamatan Sidorejo 2300 - 2400 mm/thn 411.77 

 2400 - 2500 mm/thn 551.46 

 2600 - 2700 mm/thn 633.34 

Kecamatan Tingkir 2300 - 2400 mm/thn 1,045.19 

 

Secara spasial, sebaran rata-rata curah hujan tahunan di Kota 

Salatiga dapat dilihat melalui gambar berikut ini. 
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Sumber: Analisis Data Curah Hujan 2010-2020 

Gambar 2. 4. Peta Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga 

 

d. Geologi 

Kondisi geologi di Kota Salatiga yaitu satuan morfologi 

gunung api yang berupa puncak Gunung Merbabu dan Gunung 
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Telomoyo dengan ketinggian tempat umumnya lebih dari 1400 

mdpl. Sementara itu satuan morfologi tubuh gunung api yaitu 

berada pada ketinggian antara 400-1400 mdpl dan kemiringan 

lereng antara 10o-50o yang menempati dari tenggara ke barat laut 

sepanjang lereng Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dan 

menempati bagian kecil di barat laut sebagai sedimen tersier, 

sungai-sungai yang mengalir di daerah ini umumnya memiliki pola 

aliran sub-dendritik dan radial yang konvergen di Rawa Pening. 

Jika dilihat dari kondisi tanah Kota Salatiga didominasi oleh tanah 

Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat tua. Jenis tanah tersebut 

menyebabkan Kota Salatiga cocok untuk ditanami beberapa 

tanaman karena tekstur tanahnya remah dan konsentrasinya 

gembur. 

Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga, maka Kota 

salatiga secara regional merupakan bagian dari peta geologi 

Pegunungan Kendeng bagian barat (Sukardi dan T. Budhitrisna, 

1992) dengan kelompok batuan sedimen atau endapan vulkanik. 

Oleh karena itu Kota Salatiga memiliki 3 jenis batuan yaitu 1. 

Endapan Kolokium, Rombakan dari Breksi Volkanik Tufa; 2. 

Endapan Volkanik Muda yang terdiri dari Tufa Lahan Breksi dan 

Lava; 3. Tufa, Batu Pasir, Breksi Volkanik dengan Sisipan Napal. 

Batuan induk tersebut akan menentukan jenis tanah. 
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Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043 

Gambar 2. 5. Peta Batuan Geologi Kota Salatiga 
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e. Jenis Tanah 

Jenis tanah di Kota Salatiga terdiri dari Aluvial Coklat 

Kekelabuan, Andosol Coklat, Latosol Coklat Asosiasi Andosol 

Coklat dan Latosol Coklat Kemerahan. 

 

Tabel 2. 5.  Jenis Tanah Kota Salatiga 

 

No 

 

Kecamatan/  

Kelurahan  

Luas (Ha) 

Aluvial  

Coklat  

Kekelabuan  

Andosol  

Coklat  

Asosiasi  Andosol  

Coklat  & Latosol  

Coklat  Kemerahan  

Latosol  

Coklat  

 

Jumlah  

I Kecamatan  Argomulyo  

1 Noborejo - - 99,74 207,57 307,31 

2 Cebongan 3,00 - 2,59 148,48 154,07 

3 Randuacir - - 26,55 382,99 409,53 

4 Ledok 24,67 - - 164,60 189,27 

5 Tegalrejo 5,65 - - 190,09 195,74 

6 Kumpulrejo - 187,02 - 372,49 559,51 

 Jumlah  33,32 187,02 128,88 1.466,21 1.815,43 

II Kecamatan Sidomukti  

1 Kecandran 99,13 - 254,41 - 353,54 

2 Dukuh 16,46 45,25 305,35 3,28 370,34 

3 Mangunsari 77,82 4,80 2,99 202,72 288,33 

4 Kalicacing - - - 69,75 69,75 

 Jumlah  193,40 50,05 562,75 275,75 1.081,96 

III Kecamatan  Sidorejo  

1 Pulutan 174,19 - - 38,27 212,46 

2 Blotongan 18,77 - - 405,15 423,92 

3 Sidorejo Lor 38,51 - - 219,20 257,70 

4 Salatiga 2,10 - - 202,94 205,04 

5 Bugel 13,71 - - 236,12 249,83 

6 Kauman Kidul 91,11 - - 118,82 209,93 

 Jumlah  338,40 - - 1.220,48 1.558,88 

IV Kecamatan  Tingkir  

1 Tingkir Tengah 34,23 - - 105,27 139,50 

2 Tingkir Lor 19,63 - - 154,53 174,16 

3 Kalibening 30,94 - - 64,95 95,89 

4 Sidorejo Kidul 66,56 - - 210,18 276,74 

5 Gendongan - - - 57,17 57,17 

6 Kutowinangun Kidul 29,25 - - 68,52 97,77 

7 Kutowinangun Lor 50,95 - - 149,87 200,82 

 Jumlah  231,56 - - 810,50 1.042,06 

 Jumlah  Total  796,67 237,07 691,63 3.772,94 5.498,32 

Sumber:  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah 

Antara Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dan 

Perhitungan Interpretasi Pemetaan RTRW Kota Salatiga, Diolah, 2022 

 

Jenis tanah di Kota Salatiga secara spasial dapat dilihat 

pada Peta Jenis Tanah Kota Salatiga berikut. 
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Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043 

Gambar 2. 6. Peta Jenis Tanah Kota Salatiga 

 

f. Geohidrologi dan Hidrologi 

Kota Salatiga merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening yang merupakan bagian dari 

area kerja DAS Jratunseluna. Hidrologi di Kota Salatiga dibagi 

menjadi air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk 

memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air 

permukaan berupa air sungai dan mata air. Sedangkan air bawah 
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tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. 

Mata air dan sungai memiliki potensi tingggi untuk dikembangkan 

atau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih penduduk baik 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mata air Kota Salatiga 

tersebut  adalah  Kali  Senjoyo,  Kali  Tengah,  Kali  Sraten,  Kali  

Kedawung,  Kali Buntang, Kali Ajiawur, Kali  Londo. Dengan  

adanya aliran-aliran sungai dan  mata air tersebut sangatlah 

cukup dan potensial untuk dilakukan suatu pengembangan 

sebagai salah satu sumber air yang sangat bermanfaat untuk 

kecukupan air di Kota Salatiga. 

 
Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2023-2043 

Gambar 2. 7. Peta Sebaran Sungai di Kota Salatiga 
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Sumber-sumber air baku dari mata air yang dapat 

dimanfaat sebagai sumber air bersih antara lain: 

(1) Mata  air  Senjoyo  melayani  Kelurahan:  Tingkir  Lor,  Tingkir  

Tengah,  Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Kalicacing, Kecandran, 

Sidorejo Lor, Pulutan dan Mangunsari; 

(2) Mata air Kaligojek melayani Kelurahan: Kalibening, Sidorejo 

Kidul, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Salatiga; 

(3) Mata air Kaligethek, Kalitaman dengan debit 18 (delapan belas) 

liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepeluh) 

liter per detik melayani Kelurahan: Kuntowinangun Lor, Bugel, 

Salatiga, Sidorejo Lor dan Blotongan; 

(4) Sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan:  

Kalicacing,  Mangunsari dan Kecandran; 

(5) Sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan: Ledok dan 

Tegalrejo; 

(6) Sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan: Kalibening dan 

Sidorejo Kidul; 

 

Sedangkan untuk aliran sungai yang dapat dimanfaatkan 

yaitu: 

(1) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, 

Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; 

(2) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul; 

(3) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, 

Ledok, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun 

Kidul; 

(4) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, 

Tegalrejo, Ledok, Gendongan, Kutowinangun Lor dan 

Kutowinangun Kidul; 

(5) Sungai Nanggulan di Kelurahan: Kutowinangun Lor dan 

Kutowinangun Kidul; 

(6) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan 

Mangunsari; 

(7) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, 

Kelurahan Dukuh dan Kecandran; 

(8) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan 

Kecandran; 

(9) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran. 

 

g. Penggunaan Lahan 

Luas tutupan lahan berdasarkan hasil pemetaan RTRW 

Kota Salatiga Tahun 2021 seluas 5.498,2 hektar dengan luas 
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terbesar sebagai fungsi tegalan/ladang seluas 1.950,87 hektar dan 

bangunan permukiman seluas 1.808,07 hektar. 

 
Sumber: Hasil Olah Pemetaan Tahun 2021 dengan dasar Foto Udara Kota Salatiga 

Tahun 2019 -2020 

Gambar 2. 8. Peta Penggunaan Lahan Kota Salatiga 
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2.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

berdasarkan KLHS 

a. Daya Dukung Lahan 

Informasi daya dukung lahan dapat dianalisis 

menggunakan kemampuan lahan. Kemampuan lahan 

merupakan karakteristik lahan yang mencakup  sifat tanah (fisik 

dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup 

lain. Analisis kemampuan lahan dalam tingkat kelas dilakukan 

dengan teknik overlay peta dengan  menggunakan  data  fisik  

alam  dalam  bentuk  peta  yaitu  topografi/ kemiringan lereng, 

jenis tanah, drainase dan lahan kritis. Data tersebut dianalisis 

menggunakan overlay peta untuk menghasilkan klasifikasi kelas 

lahan. 

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung 

Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Salatiga tahun 2021, kelas 

kemampuan lahan Kota Salatiga berada pada kelas kemampuan 

I sampai dengan Kelas VII. Luas sebaran berdasarkan kelas 

kemampuan lahan yang ada di Kota Salatiga yaitu Kelas I seluas 

491,21 Ha, Kelas II seluas 3.738,83 Ha, Kelas  III seluas  707,98  

Ha, Kelas IV seluas 339,62 Ha,  Kelas V seluas 181,30 Ha, Kelas 

VI seluas 13,25 Ha, Kelas VII seluas 26,36 Ha. Adapun Potensi 

kemampuan lahan Kota Salatiga dapat dlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. 6.  Potensi Kemampuan Lahan Kota Salatiga 

No Kecamatan  Kelurahan  
Potensi  Kemampuan  Lahan (Dalam Ha) Jumlah  

(Ha) Rendah Sedang  Tinggi  

1 Kec. 

Argomulyo 

Kel. Cebongan - 1,42 152,65 154,07 

Kel. Kumpulrejo - 143,02 416,49 559,51 

Kel. Ledok - 0,95 188,32 189,27 

Kel. Noborejo - 7,31 300,00 307,31 

Kel. Randuacir - 24,46 385,16 409,63 

Kel. Tegalrejo - 19,42 176,32 195,74 

Jumlah  - 196,59 1.618,94 1.815,53 

2 Kec. 

Sidomukti 

Kel. Dukuh - 56,52 313,82 370,34 

Kel. Kalicacing - - 69,75 69,75 

Kel. Kecandran - 22,89 330,64 353,53 

Kel. Mangunsari - 4,33 284,00 288,33 

Jumlah  - 83,74 998,21 1.081,95 

3 Kec. 

Sidorejo 

Kel. Blotongan 13,35 108,86 301,71 423,92 

Kel. Bugel 18,52 62,25 169,23 250,00 

Kel. Kauman Kidul 1,65 11,54 196,74 209,93 

Kel. Pulutan - - 212,46 212,46 

Kel. Salatiga - 1,09 203,95 205,04 

Kel. Sidorejo Lor 0,11 15,76 241,83 257,70 
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No Kecamatan  Kelurahan  
Potensi  Kemampuan  Lahan (Dalam Ha) Jumlah  

(Ha) Rendah Sedang  Tinggi  

Jumlah  33,63 199,50 1.325,92 1.559,05 

4 Kec. Tingkir Kel. Gendongan - - 57,17 57,17 

Kel. Kalibening - - 95,89 95,89 

Kel. Kutowinangun Kidul - 1,56 96,22 97,77 

Kel. Kutowinangun Lor 5,98 39,17 155,67 200,82 

Kel. Sidorejo Kidul - 0,36 276,37 276,74 

Kel. Tingkir Lor - - 174,16 174,16 

Kel. Tingkir Tengah - - 139,47 139,47 

Jumlah  5,98 41,09 994,95 1.042,03 

Jumlah  39,61 520,92 4.938,02 5.498,56 

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021 

 

Hasil  analisis  potensi  kemampuan  lahan,  dapat  

diketahui  bahwa  Kota Salatiga mempunyai potensi kemampuan 

lahan tinggi untuk dikembangkan dalam mendukung 

pembangunan daerah, sedangkan pada wilayah yang termasuk 

dalam potensi sedang dan rendah perlu memperhatikan 

beberapa faktor fisik guna lahan yang dapat sebagai penghambat 

untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil 

kegiatan pembangunan tersebut. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan dalam mendukung potensi kemampuan lahan Kota 

Salatiga diantaranya: 

1) Pengembangan kawasan terbangun diupayakan tidak 

dikembangkan pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 

25%. 

2) Tidak mendirikan bangunan pada kawasan sempadan dan 

kawasan lindung. 

3) Reboisasi pada lahan kritis dan rawan longsor. 

 

Kondisi potensi kemampuan lahan tinggi, sedang dan 

rendah menunjukkan kemampuan daya dukung lahan Kota 

Salatiga dalam mendukung pembangunan daerah juga 

mempunyai daya dukung tinggi, sedang dan rendah. 

Analisis Daya Dukung Lahan berdasarkan Dokumen 

Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 

(DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan melalui analisis 

perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 

Tahun 2009 tentang pedoman Penentuan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup dalam Penataan ruang Wilayah. Daya dukung 

lahan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2. 7.  Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Kota Salatiga 
 

Ketersediaan  

Lahan (LS) 

Kebutuhan 

Lahan (DL) 

Daya Dukung 

Lahan 

Keterangan  

 

18.623 Ha 

 

46.215 Ha 

 

SL < DL 

Defisit atau 

terlampaui 

Kondisi tersebut berarti 

bahwa daya dukung lahan 

Kota Salatiga  tidak mampu 

memenuhi kebutuhan 

standart 

hidup layak penduduk 

Sumber: Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 

(DDDTLH) Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (LS) 

dan kebutulahan lahan (DL) didapatkan bahwa Status Daya 

Dukung Lahan : SL (18.623 Ha) < DL (46.251 Ha), hal ini berarti 

bahwa daya dukung lahan pada tahun 2020 dinyatakan defisit 

atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung 

lahan Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar 

hidup layak penduduk. 

Hasil analisis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Salatiga disimpulkan bahwa daya dukung lahan 

sampai dengan tahun 2042 memiliki kondisi defisit karena nilai 

SL < DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan 

setempat sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan akan 

produksi hayati di wilayah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan ketersediaan lahan diantaranya 

meningkatkan produktivitas lahan dengan melakukan 

intensifikasi lahan pertanian, menekan laju alih fungsi lahan 

pertanian serta mengembangan irigasi teknis pada sawah tadah 

hujan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 

komoditas pertanian. 

 

b. Daya Dukung Pangan 

Status daya dukung pangan Kota Salatiga, berdasarkan 

Dokumen Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan 

Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 yang dilakukan memlalui analisis 

sistem grid, didapatkan hasil bahwa status daya dukung pangan 

pada status defisit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

ketersediaan pangan yang ada di Kota Salatiga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan aktivitas kehidupan. 
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Tabel 2. 8.  Status Daya Dukung Pangan Kota Salatiga 

No Kecamatan  Kelurahan  
Ketersediaan  

Pangan (Ha) 

Kebutuhan  

Pangan (Ha) 

Status Daya 

Dukung 

Pangan 

1  Argomulyo  Kel. Cebongan  86 593 Defisit  

Kel. Kumpulrejo  681 995 Defisit  

Kel. Ledok 94 1.281 Defisit  

Kel. Noborejo  304 812 Defisit  

Kel. Randuacir  448 813 Defisit  

Kel. Tegalrejo  101 1.430 Defisit  

Jumlah 1.715 5.924 Defisit  

2  Sidomukti  Kel. Dukuh  197 1.709 Defisit  

Kel. Kalicacing 0 697 Defisit  

Kel. Kecandran  258 876 Defisit  

Kel. Mangunsari  86 2.033 Defisit  

Jumlah 541 5.316 Defisit  

3  Sidorejo  Kel. Blotongan  85 388 Defisit  

Kel. Bugel 64 109 Defisit  

Kel. Kauman  Kidul  48 129 Defisit  

Kel. Pulutan  45 143 Defisit  

Kel. Salatiga 9 431 Defisit  

Kel. Sidorejo  Lor 23 405 Defisit  

Jumlah 273 1.606 Defisit  

4  Kec. Tingkir  Kel. Gendongan  5 704 Defisit  

Kel. Kalibening  60 306 Defisit  

Kel. Kutowinangun  Kidul  23 1.074 Defisit  

Kel. Kutowinangun  Lor 78 1.734 Defisit  

Kel. Sidorejo  Kidul  170 1.077 Defisit  

Kel. Tingkir  Lor 119 675 Defisit  

Kel. Tingkir  Tengah 74 775 Defisit  

Jumlah 529 6.346 Defisit  

 Jumlah  3.057 19.192 Defisit  

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Tahun 2021 

 

Status daya dukung pangan defisit ini, berarti bahwa Kota 

Salatiga tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah 

pendudukanya telah melampaui jumlah  penduduk  optimal.  

Kondisi  Kota  Salatiga yang  mengalami  defisit  dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketidak 

mampuan swasembada pangan menjadi permasalahan yang 

perlu diatasi. Kota Salatiga dapat bekerja sama dengfan Bulog 

dalam penyediaan beras, dapat pula melalui program-program 

yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas 

tanaman, misalnya melalui program intensifikasi tanaman 

pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman. 
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Sumber: Dokumen KLHS-RPJPD Kota Salatiga 

Gambar 2. 9. Peta Status Daya Dukung Air Kota Salatiga 

 

2.1.1.3. Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk 

melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis 

kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai 

dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan 

kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu : 
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1) Peta penggunaan lahan. 

2) Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit 

pengelolaan. 

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau 

pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan 

yang terindikasi berpengaruh terhadap lingkungan hidup. 

Berdasarkan hasil analisis dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian 

lahan Kota Salatiga didominasi oleh kondisi sesuai/cocok, adapun 

kondisi kesesuaian lahan lainnya yaitu sesuai/cocok dengan 

rekomendasi. Karakteristik kondisi evaluasi kesesuaian lahan di 

Kota Salatiga, yaitu: 

1) Sesuai/cocok: merupakan kawasan dengan hasil evaluasi 

kesesuaian dengan kondisi cocok, dengan beberapa parameter 

karakteristik, sebagai berikut: 

Á Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan 

lahan. 

Á Tidak terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian 

lahannya. 

Á Jika terdapat faktor penghambat dapat diatasi (tidak 

berpengaruh negatif). 

2) Sesuai/cocok dengan rekomendasi: merupakan kawasan dengan 

hasil evaluasi kesesuaian kondisi cocok dengan rekomendasi, 

dengan beberapa parameter karakteristik, sebagai berikut: 

Á Kondisi penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan 

lahan 

Á Terdapat faktor penghambat dalam kesesuaian lahannya, 

namun bisa diatasi dengan alternatif penggunaan lahan 

lainnya. 

 

Tabel 2. 9.  Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga 

No Kecamatan  Kelurahan  

Hasil Evaluasi Kesesuaian 

(Dalam Ha)  

Jumlah  (Ha) Sesuai Sesuai dengan 

Rekomendasi  

1 Kec. Argomulyo Kel. Cebongan 154,07 - 154,07 

Kel. Kumpulrejo 559,51 - 559,51 

Kel. Ledok 189,27 - 189,27 

Kel. Noborejo 307,31 - 307,31 

Kel. Randuacir 409,63 - 409,63 

Kel. Tegalrejo 195,74 - 195,74 

Jumlah  1.815,53 - 1.815,53 

2 Kec. Sidomukti Kel. Dukuh 370,34 - 370,34 

Kel. Kalicacing 69,75 - 69,75 

Kel. Kecandran 353,53 - 353,53 
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No Kecamatan  Kelurahan  

Hasil Evaluasi Kesesuaian 

(Dalam Ha)  

Jumlah  (Ha) Sesuai Sesuai dengan 

Rekomendasi  

Kel. Mangunsari 288,33 - 288,33 

Jumlah 1.081,95 - 1.081,95 

3 Kec. Sidorejo Kel. Blotongan 411,11 12,81 423,92 

Kel. Bugel 241,77 8,23 250,00 

Kel. Kauman Kidul 209,93 - 209,93 

Kel. Pulutan 212,46 - 212,46 

Kel. Salatiga 201,06 3,97 205,04 

Kel. Sidorejo Lor 251,06 6,64 257,70 

Jumlah 1.527,40 31,65 1.559,05 

4 Kec.Tingkir Kel. Gendongan 57,17 - 57,17 

Kel. Kalibening 95,89 - 95,89 

Kel. Kutowinangun 

Kidul 

91,64 6,14 97,77 

Kel. Kutowinangun Lor 178,81 22,01 200,82 

Kel. Sidorejo Kidul 267,42 9,32 276,74 

Kel. Tingkir Lor 174,16 - 174,16 

Kel. Tingkir Tengah 139,47 - 139,47 

Jumlah 1.004,56 37,47 1.042,03 

Jumlah  Total  5.429,43 69,12 5.498,56 
Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021 

 

Hasil evaluasi kesesuaian lahan dapat diketahui bahwa  hasil  

evaluasi  kesesuaian lahan Kota Salatiga dengan kategori òsesuaió 

seluas kurang lebih 5.429,43 Ha dan òsesuai dengan rekomendasió 

seluas kurang lebih 69,12 Ha. Kategori òsesuaió paling banyak 

terdapat di Kecamatan Argomulyo seluas 1.815,53 Ha. 
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Sumber: Dokumen KLHS-RPJPD Kota Salatiga  

Gambar 2. 10. Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kota Salatiga 

 

2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Salatiga 

pada tahun 2023 adalah 58,37 menurun 2,91 poin apabila 

dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Nilai IKLH 58,37 

menunjukkan bahwa indek kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga 

berada pada kategori sedang (50< 58,37 <70). Berikut adalah grafik 

perkembangan IKLH Kota Salatiga. 
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2017-2023 

Gambar 2. 11. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota 

Salatiga Tahun 2017-2023 

 

2.1.1.5. Indeks Risiko Bencana 

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari 

berbagai macam bencana yang terdapat di Kota Salatiga. Adapun 

bencana yang terjadi selama tahun 2022 di Kota Salatiga meliputi 

bencana kekeringan, longsor (talud longsor, tanah longsor), endapan 

lumpur, luapan air, pohon tumbang. Kejadian bencana selama satu 

tahun 2022 yang disajikan pada grafik berikut. 

 
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Salatiga, 2022 

Gambar 2. 12. Kejadian Bencana Kota Salatiga tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil kajian kebencanaan serta Indeks Rasio 

Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 disebutkan, indeks ratio 
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bencana per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga 

memiliki tingkat kelas risiko sedang dengan skor 90,89, sedangkan 

di tahun 2023 pada skor 83,98. Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki 

tingkat kelas risiko sedang dengan skor 90,89, sedangkan di tahun 

2023 pada skor 83,98. 

 

2.1.1.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang 

digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap 

berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk 

bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan 

faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan 

perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan 

dan kesiapsiagaan daerah. IKD Kota Salatiga tahun 2023 yakni 5,6. 

Adapun kondisi IKD Kota Salatiga berada di atas IKD Provinsi Jawa 

Tengah (3,65). 

 

2.1.1.7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 

Hasil perhitungan IKP 2022 berdasarkan sembilan indikator 

untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota 

yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan 

gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu 

wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. 9 indikator Indeks 

Ketahanan Pangan (IKP): 

a) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 

b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 

c) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk 

pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 

d) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 

e) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 

f) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 

g) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat 

kepadatan penduduk 

h) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar 

(stunting) 

i) Angka harapan hidup pada saat lahir 

Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat 

kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek 

ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP 

mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam 
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penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang 

digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu 

dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk 

indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. 

Khusus  untuk   analisis   wilayah   perkotaan   hanya   

digunakan   delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan 

pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat 

perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah 

sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena 

itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih 

adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek 

ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek 

ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator 

lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. 

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah 

dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point 

IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah 

kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang 

lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, 

sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota 

yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah cut off 

point IKP. 

 

Tabel 2. 10.  Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan 

 
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023 

 

Tahun 2023 Kota Salatiga memiliki IKP dengan peringkat lima 

teratas di antara kota-kota di Indonesia. Berdasarkan peringkat IKP 

Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (95,80), 

Salatiga (94,20), Bekasi (93,55), Solok (92,87) dan Madiun (92,49). 

Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kota Salatiga yang 

meningkat/positif, yakni sebesar 95,51. Kondisi IKP Kota Salatiga 

(94,20) secara relatif berada di atas Provinsi Jawa Tengah (84,80). 
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2.1.1.8. Indeks Ketahanan Energi (IKE) 

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup energy 

system performance, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke 

sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan  dan  inklusif.  

Berdasarkan  buku  ketahanan  energi  tahun  2019 dijelaskan 

bahwa pada tahun 2018 Energy Transition Index (ETI) Indonesia 

berada pada peringkat 53 dengan nilai 55,5. World Economi  Forum

 (WEF) mengkatagorikan Indonesia sebagai negara dengan potensial 

challenges. 

Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 

4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh 

expert. Aspek 4A terdiri dari, Availability (ketersediaan energi), 

Accessibility (kemampuan akses),  Affordability (harga terjangkau), 

Acceptability  (ramah  lingkungan).  Skala  hasil  penilaian Ketahanan 

Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi 

lima tingkatan kondisi, yaitu: 

Á òSangat Tahanó (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai 

indikator masing- masing aspek semakin membaik secara 

signifikan dalam 2 tahun terakhir. 

Á òTahanó (Nilai 6 - 7, 99) dengan pertimbangan nilai indikator 

masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir. 

Á òKurang Tahanó (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai 

indikator masing- masing aspek agak membaik dalam 2 tahun 

terakhir. 

Á òRentanó (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator 

masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir. 

Á òSangat Rentanó (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada 

regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun 

terakhir 

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia 

menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat dari 2014 yang 

terkategori dengan kondisi tahan. Berikut adalah perkembangan 

ketahanan energi Indonesia. 
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Sumber: Dewan Energi Nasional, 2024 

Gambar 2. 13. Perkembangan Ketahanan Energi Indonesia tahun 2014-2022 

 

2.1.2. Demografi 

2.1.2.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk 

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa 

Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus 

Penduduk pada tahun 2023 mencatat penduduk Kota Salatiga pada 

tahun 2022 sebanyak 195.065 jiwa. Persebaran penduduk Kota 

Salatiga tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah 

penduduk sebanyak 52.536 jiwa atau sekitar 26,93% dari total 

jumlah penduduk Kota Salatiga, selanjutnya disusul Kecamatan 

Argomulyo sebesar 50.800 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan 

Tingkir (46.791 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Sidomukti 

sebanyak 44.938 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Kota 

Salatiga dapat dikatakan merata. Persebaran penduduk Kota 

Salatiga selama 6 tahun dari tahun 2017 hingga 2022 terlihat pada 

tabel di bawah mengalami peningkatan selama 3 tahun dari 2017-

2020. Akan tetapi, tahun 2021 jumlah penduduk di Kota Salatiga 

mengalami penurunan diakibatkan adanya Covid-19 yang banyak 

menyebabkan kematian. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2023, 

jumlah penduduk yang tersebar di Kota Salatiga mengalami 

kenaikan. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota 

Salatiga tahun 2017-2023 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2. 11.  Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga 

Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023 

NO KECAMATAN KELURAHAN 
PENDUDUK (JIWA) SEX 

RATIO L P JUMLAH 

1 SIDOREJO BLOTONGAN 6.568 6.576 13.144 99,88 

2 
 

SIDOREJO LOR 7.146 7.483 14.629 95,50 

3 
 

SALATIGA 7.167 7.385 14.552 97,05 

4 
 

BUGEL 1.826 1.817 3.643 100,50 

5 
 

KAUMAN KIDUL 2.122 2.220 4.342 95,59 

6 
 

PULUTAN 2.382 2.401 4.783 99,21  
TOTAL SIDOREJO 27.211 27.882 55.093 97,59 

7 TINGKIR KUTOWINANGUN KIDUL 4.017 4.240 8.257 94,74 

8 
 

GENDONGAN 2.655 2.773 5.428 95,74 

9 
 

SIDOREJO KIDUL 3.936 4.037 7.973 97,50 

10 
 

KALIBENING 1.243 1.174 2.417 105,88 

11 
 

TINGKIR LOR 2.580 2.619 5.199 98,51 

12 
 

TINGKIR TENGAH 2.775 2.749 5.524 100,95 

13 
 

KUTOWINANGUN LOR 6.570 6.738 13.308 97,51  
TOTAL TINGKIR 23.776 24.330 48.106 97,72 

14 ARGOMULYO NOBOREJO 3.447 3.486 6.933 98,88 

15 
 

LEDOK 5.642 5.667 11.309 99,56 

16 
 

TEGALREJO 6.397 6.277 12.674 101,91 

17 
 

KUMPULREJO 4.302 4.320 8.622 99,58 

18 
 

RANDUACIR 3.597 3.563 7.160 100,95 

19 
 

CEBONGAN 2.670 2.677 5.347 99,74  
TOTAL ARGOMULYO 26.055 25.990 52.045 100,25 

20 SIDOMUKTI KECANDRAN 3.750 3.682 7.432 101,85 

21 
 

DUKUH 7.254 7.466 14.720 97,16 

22 
 

MANGUNSARI 8.786 8.944 17.730 98,23 

23 
 

KALICACING 3.040 3.203 6.243 94,91  
TOTAL SIDOMUKTI 22.830 23.295 46.125 98,00 

KOTA SALATIGA 99.872 101.497 201.369 98,40 

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2017-2023 

 

2.1.2.2. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau 

cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat 

kategori yakni sangat lambat, lambat, cepat dan sangat cepat. 

Adapun pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju 

pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan 

pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan 

penduduk antara 1-2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk 

kategori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2-3 

persen pertahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan sangat 

cepat dengan pertumbuhan penduduk besar dari 3 persen per tahun. 
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Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, 

dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir 

tahun 2023, jumlah  penduduk Kota Salatiga adalah sebesar 

201.369 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 195.065 jiwa atau tumbuh sebesar 3,23%. 

Pertumbuhan penduduk pernah mengalami pemabatan ditahun 

ditahun 2021 hingga -1,3%. Apabila dibanding tahun 2018, 

pertumbuhan penduduk Kota Salatiga naik yakni sebesar 3,47%.. 

Berikut grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk 

Kota Salatiga. 

 
Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2024 (diolah) 

Gambar 2. 14. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota 

Salatiga Tahun 2018-2023 

 

2.1.2.3. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk 

menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang 

ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa 

pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan 

pusat suatu peradaban (Mutaõali, 2015). Kepadatan penduduk pada 

dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan 

luas wilayah. 

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada akhir tahun 2023 

adalah 201.369 jiwa, jumlah tersebut naik dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya (2022) yaitu naik sebesar 6.304 menjadi 195.065 

jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sidorejo 

dengan jumlah penduduk sebanyak 55.093 jiwa atau sekitar 27,36% 
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dari total jumlah penduduk Kota Salatiga. Kepadatan penduduk Kota 

Salatiga akhir tahun 2023 adalah sebesar 3.663 jiwa per kilometer 

persegi. Kecamatan terpadat terdapat ada di Kecamatan Tingkir 

sebesar 4.612 jiwa/kmİ. Berikut tabel kepadatan penduduk Kota 

Salatiga. 

 

Tabel 2. 12.  Kepadatan Penduduk Kota Salatiga tahun 2023 

No Kecamatan  Luas Penduduk  Kepadatan  

(Jiwa/km²) km² % Jiwa  % 

1 Argomulyo 18,14 32,99 52.0450 25,85 2869 

2 Tingkir 10,43 18,97 48.106 23,89 4612 

3 Sidomukti 10,80 19,64 46.125 22,91 4271 

4 Sidorejo 15,61 28,39 55.093 27,36 3529 

Kota  Salatiga  54,98 100 201.369 100 3663 

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2024 

 

2.1.2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang 

berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi 

sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah 

penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. 

Komposisi penduduk Kota Salatiga masih didominasi oleh penduduk 

dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas 

yaitu sekitar 70,26% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan 

untuk kategori anak-anak berkisar 21,26%. Berdasarkan kategori 

umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori umur 35-

39 tahun. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan 

kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir 

tahun 2022. 

 

Tabel 2. 13.  Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 

2023 

Kelompok Jenis Kelamin 
Penduduk 

Umur Laki-Laki Perempuan 

00-04 6400 5904 12.304 

05-09 7397 6858 14.255 

10-14 8107 7775 15.882 

15-19 7986 7476 15.462 

20-24 7498 7258 14.756 

25-29 7517 7453 14.970 

30-34 7368 7338 14.706 

35-39 7438 7645 15.083 

40-44 8484 8586 17.070 

45-49 7228 7290 14.518 

50-54 6354 6873 13.227 

55-59 5532 6173 11.705 

60-64 4512 5233 9.745 
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Kelompok Jenis Kelamin 
Penduduk 

Umur Laki-Laki Perempuan 

65-69 3601 3926 7.527 

70-74 2290 2486 4.776 

>=75 2160 3223 5.383 

JUMLAH 99.872 101.497 201.369 

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2023 

 

Jumlah penduduk di Kota Salatiga mayoritas didominasi oleh 

penduduk perempuan di seluruh kecamatannya. Hal tersebut juga 

ditunjukan dengan besarnya sex ratio di Kota Salatiga yang 

menunjukan sebagian besar kecamatan memiliki nilai sex ratio 

kurang dari 100, artinya di Kota Salatiga jumlah penduduk laki-laki 

lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 

2023. 

 

Tabel 2. 14.  Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per 

Kecamatan Tahun 2023 

No Kecamatan  
Jenis  Kelamin  

Jumlah  Sex Ratio  
Laki -Laki  Perempuan  

1. Argomulyo 26.055 25.990 52.045 100,25 

2. Tingkir 23.776 24.330 48.106 97,72 

3. Sidomukti 22.830 23.295 46.125 98,00 

4. Sidorejo 27.211 27.882 55.093 97,59 

Kota Salatiga  99.872 101.497 201.369 98,40 

Sumber: Data Konsolidasi Bersih KEMENDAGRI semester II Tahun 2023 

 

Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur 

kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan 

mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang 

terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat 

piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan 

menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil 

proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini 

merupakan piramida penduduk Kota Salatiga Tahun 2023. 
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Gambar 2. 15. Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023 

 

Berdasarkan gambar piramida  penduduk,  proporsi usia 

penduduk Kota Salatiga menunjukkan proporsi penduduk usia 

produktif (usia 15 ð 64 tahun) semakin meningkat dan disisi lain 

proporsi penduduk usia belum produktif (0 ð 14 tahun) mengalami 

penurunan dan penduduk usia di atas 65  tahun  semakin  

bertambah sejalan dengan usia harapan hidup Kota Salatiga yang 

semakin meningkat.  

Bentuk piramida penduduk Kota salatiga adalah stasioner 

menuju ke  piramida  tua.  Ciri lainnya adalah rendahnya angka 

kelahiran dan kematian. Bukti rendahnya angka kelahiran dapat 

dilihat dari pendeknya sayap piramida penduduk usia <1 tahun. 

Berdasarkan data  dari  DP3APPKB,  disebutkan  bahwa  Angka  

Kelahiran/Total Fertility Rate (TFR) Kota Salatiga tahun mulai dari 

tahun 2019 sampai 2023 berada dibawah 2,0. Artinya bahwa TFR 

Kota Salatiga berada dibawah TFR nasional (2,18 persen).  

Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Kota Salatiga tahun 2023 

sebesar 77,93 lebih besar dari tahun 2022 sebesar 77,72. Selain itu, 

dilihat dari piramida penduduk juga  jelas  terlihat  bahwa  sayap  

piramida  pada  usia  60+  tergolong  panjang. Panjangnya sayap ini 

menunjukkan jumlah penduduk lansia di Kota Salatiga semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian 

terkait dengan kondisi ini adalah masalah jaminan kesehatan dan 

kepedulian terhadap pelayanan kesehatan lansia. 
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat diketahui dengan 

menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor 

produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. Selama tahun 2010-2023 

terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang 

fluktuatif. Dalam kurun waktu 13 tahun nilai laju pertumbuhan 

PDRB ADHK Kota Salatiga mengalami pertumbuhan rata-rata 

sebesar 4,98%. Dengan laju pertumbuhan paling rendah terjadi pada 

tahun 2020 yakni sebesar -1,68%, yang artinya terjadi penurunan 

nilai PDRB ADHK pada tahun tersebut. Penurunan nilai tersebut 

disebabkan oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang 

mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami 

guncangan. Meski demikian nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK 

Kota Salatiga pada tahun tersebut masih lebih tinggi daripada nlai 

laju pertumbuhan PDRB untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, 

yakni -2,65% untuk Provinsi Jawa Tengah dan -2,07% untuk 

Nasional. Pada tahun 2021 nilai laju pertumbuhan mulai mengalami 

peningkatan karena kondisi pandemi COVID-19 yang mulai 

membaik. Banyak program pemerintah terkait penanganan COVID-

19 telah dijalankan, masyarakat sudah mulai beradaptasi, sehingga 

perlahan-lahan laju pertumbuhan PDRB di Kota Salatiga, Provinsi 

Jawa Tengah, serta Nasional mulai membaik. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2024 

Gambar 2. 16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, 

dan Nasional Tahun 2019-2023 
 

2019 2020 2021 2022 2023

Kota Salatiga 5,19 -1,68 3,35 5,53 5,34

Jawa Tengah 5,36 -2,65 3,33 5,31 4,98

Nasional 5,02 -2,07 3,7 5,31 5,1
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Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga ditahun 2023 

menunjukkan lebih tinggi dari rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa 

Tengah. Namun jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa 

Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga terendah kedua setelah 

Kota Tegal. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 17. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga 

Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 

2023 

 

2.2.1.2. Indeks Gini 

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu  

indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. 

Indeks Gini  adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang 

angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan 

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau 

mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakian mendekati 

0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati 

pemerataan sempurna. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini 

dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), 

sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4). 

Secara garis besar Indeks Gini Kota Salatiga masih berada di 

atas Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hanya pada 

periode tahun 2014-2015 dan periode tahun 2019 nilai Indeks Gini 

Kota Salatiga berada di bawah Indeks Gini Nasional maupun Provinsi 

Jawa Tengah. Gambaran nilai indeks Gini Kota salatiga dalam lima 

tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik beirkut. 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019-2023 

Gambar 2. 18. Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa 

Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 

 

Indeks Gini Kota Salatiga pada tahun 2023, selain lebih tinggi 

dari rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan 

kota lainnya juga berada posisi tertinggi kedua setelah Kota 

Magelang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 19. Posisi Relatif Indeks Gini Kota Salatiga Dibandingkan Dengan 

Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2023 

 

2.2.1.3. Angka Kemiskinan 

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat 

digunakan unutk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi keutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang 

2019 2020 2021 2022 2023

Kota Salatiga 0,36 0,4 0,41 0,45 0,417

Jawa Tengah 0,36 0,36 0,37 0,37 0,369

Nasional 0,376 0,376 0,379 0,379 0,388

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46



 II-37 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

diukur dari sisi pengeluaran. Persentase  Penduduk   Miskin   di   

Kota   Salatiga   tahun   2019-2023 menunjukkan kondisi yang 

fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019, persentase 

penduduk miskin Kota Salatiga sebesar 4,76%, menurun menjadi 

4,66% ditahun 2023. Kenaikan persentase penduduk miskin yang 

terjadi pada tahun 2020- 2021 disebabkan karena adanya pandemi 

COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi 

masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Pada 

tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, fenomena ini 

menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik karena 

masyarakat sudah mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi dan 

program pemerintah berjalan dengan baik. Kondisi fluktuatif nilai 

persentase penduduk miskin di Kota Salatiga sejalan dengan 

kenaikan dan penurunan nilai persentase penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 20. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Salatiga, 

Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2005-2023 

 

 

Persentase penduduk miskin di Kota Salatiga pada tahun 2023 

terlihat paling rendah kedua dibanding kota lainnya di Jawa Tengah 

setelah Kota Semarang. Kondisi kemiskinan Kota Salatiga juga 

berada jauh lebih rendah dibandingkan Nasional dan Jawa Tengah. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 21. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga 

Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 

2023 

 

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase 

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk 

usia kerja ð 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan 

besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum 

termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS 

meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari 

pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak 

mungkin  mendapat  pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi 

belum mulai bekerja. 

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota 

Salatiga pada tahun 2019-2022 mengalami tren yang fluktuatif.. 

Pada tahun 2023, TPT Kota Salatiga adalah sebesar 4,57% menurun 

dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,58%. Namun jika dilihat kondisi 

tahun 2019, TPT Kota Salatiga ditahun 2023 masih lebih tinggi. Pada 

periode tahun 2020- 2022, saat masa pendemi COVID-19 TPT Kota 

Salatiga naik signifikan pada tahun 2020 menjadi 7,44%, namun 

kemudian nilai TPT kembali mengalami penurunan menjadi 5,58 

pada tahun 2022 dan 4,57 pada tahun 2023. Hal  ini  menujukan 

bahwa kebijakan yang dikeluarakan pemerintah untuk menangani 

mengatasi masalah ketenagakerjaan selama pandemi COVID-19 

mampu menekan angka pengangguran. Secara garis besar nilai TPT 

Kota Salatiga mampu turun menyamai nilai TPT Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 22. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota 

Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2007-2023 

 

TPT Kota Salatiga pada tahun 2023 termasuk kategori rendah 

walaupun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Rendahnya 

TPT di Kota Salatiga dapat dapat dilihat dari hasil perbandingan 

dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah seperti yang termuat pada 

Grafik di bawah ini. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 23. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga 

Dibandingkan Dengan Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 

2023 
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2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian 

hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi 

dasar pembangunan yaitu: umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimana dimensi umur 

panjang dan hidup sehar diwakili oleh indikator angka harapan 

hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup 

layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita. BPS 

mengelompokan capain IPM menjadi empat kategori yaitu Rendah 

(IPM < 60), Sedang (60 Ò IPM Ò 70), Tinggi (70 Ò IPM Ò 80), dan Sangat 

Tinggi (IPM Ó 80). 

Sejak tahun 2019, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Dimana pada tahun 2019 nilai IPM Kota Salatiga sebesar 83,12 terus 

meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 84,99. Dalam kurun 

waktu lima tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 1,87 poin. 

Perkembangan ini menunjukan semakin membaiknya pembangunan 

secara umum di Kota Salatiga. Dengan capaian ini status 

pembangunan manusia di Kota Salatiga sudah berada pada level 

sangat tinggi (IPM Ó 80). 

Perkembangan IPM di Kota Salatiga sejalan dengan 

perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara 

keseluruhan nilai IPM Kota Salatiga berada di atas nilai IPM Provinsi 

Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2023, IPM Kota Salatiga sebesar 

84,99. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 24. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota 

Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2019-2023 
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 IPM Kota Salatiga termasuk paling tinggi di Jawa Tengah. 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik perbandingan dengan 

wilayah Kota Lainnya di Jawa Tengah. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 25. Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Dibandingkan Dengan Nasional, 

Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2023 

 

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya 

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat 

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan 

bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan 

fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian 

Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat 

(IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan 

untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga 

sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat 

> 0,80, IKS Prasehat 0,50 ð 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Ada 12 

indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program 

Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas 

kesehatan, bayi mendapatkam  imunisasi  dasar  lengkap,  bayi  

mendapatkan  ASI  ekslusif,  balita mendapatkan pemantauan 

pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai 

standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 

penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak 

ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga 

sudah menjadi  anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga 

mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. 
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 Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga pada tahun 

2020 adalah 0,310 yang artinya sebanyak 31% keluarga yang telah 

terdata tergolong sehat. Nilai IKS Kota Salatiga selama periode tahun 

2020-2022 menunjukkan perkembangan yang positif, diman pada 

tahun 2022 nilainya meningkat menjadi 0,390 yang artinya 

sebanyak 39% keluarga yang telah terdata tergolong sehat. Meski 

demikian, Kota Salatiga masih masuk dalam Kota Tidak Sehat 

karena masih rendahnya nilai IKS. Apabila dibandingkan dengan 

nilai IKS Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, nilai IKS Kota Salatiga 

berada jauh di atas nilai IKS Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. 

Dimana pada tahun 2020 nilai IKS Nasional sebesar 0,220 dan nilai 

IKS Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,250. 

 
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022 

Gambar 2. 26. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa 

Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2022 

 

2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga 

Menurun Permen PPPA Nomr 7 Tahun 2022 tentang 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlingungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) 

merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK 

menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan 

pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan 

Hak Anak di tingkay pusat, daerah provinsi, dan daerah 

kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 

dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak 

Anak), IKK 50 ð 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan 
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IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar 

atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas 

Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan 

Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK 

untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis 

adalah IKK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada 

tahun 2020 nilai IKK Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,84 yang 

kemudian mengalami pertumbuhan sebesar menjadi 76,37 dan pada 

tahun 2022 menjadi 79,71. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi 

Jawa Tengah termasuk kedalam kategori wilayah yang responsif 

terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi 

pada skala  nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami 

pertumbuhan dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada 

tahun 2021 dan naik lagi pada tahun 2022 menjadi 77,38. 

Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia termasuk kedalam 

kategori wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. 

 
Sumber: Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022 

Gambar 2. 27. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional Tahun 2020-2022 

 

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak 

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang 

digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan 

anak di Indonesia. IPA dibentuk  dari  Indeks  Perlindungan  Hak  

Anak  (IPHA)  dan  Indeks  Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang 

berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. 

Lima klaster yang menjado dasar membentukan IPA adalah Hak Sipil 
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dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 

Kesehatan Dasar dan Kesejahuteraan; Pendidikan, Pemanfaatan 

Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. 

Data IPA untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis 

adalah IPA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

 Nilai IPA Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 

menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2018-

2020 nilai IPA Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan 

positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Nilai IPA 

tertinggi Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 yakni 

sebesar 70,72 yang kemudian turun menjadi 63,20 pada tahun 

2021. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA 

Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2018-2020 

yakni sebesar 66,89 di tahun 2020 namun turun menjadi 61,38 di 

tahun 2021. Penurunan nilai IPA Provinsi dan Nasional ini salah 

satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada 

tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2022 nilai IPA Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional mengalami sedikit peningkatan. Nilai IPA 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 64,99 sedangkan 

Nilai IPA Nasional sebesar 63,30. 

 
Sumber: Kemen PPPA, 2020-2022 

Gambar 2. 28. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional Tahun 2018-2022 

 

2.2.2.4. Kesetaraan Gender 

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh 

penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya 

perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis 

gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender  
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(IPG)  dan  Indeks  Pembedayaan  Gender  (IDG).  Selain  itu 

digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator 

pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender. 

a. Indeks Pembangunan Gender 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran 

langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam 

pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu 

perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM 

laki-laki. Adapaun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG 

dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara 

perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan unutk 

menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan 

nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 

PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu 

kategori rendah (IPG < 90,00) dan tinggi (IPG > 90,00). 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga 

menunjukkan perkembangan meningkat. Pada tahun 2019, nilai 

IPG Kota Salatiga sebesar 95,00, setiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023 nilai IPG Kota 

Salatiga sebesar 95,44 dan masuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan apabila dibandingkan dengan IPG Nasional dan 

Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Salatiga berada jauh di atas IPG 

Nasional dan Provinsi.  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 29. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga, Provinsi 

Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 

 

Pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga jauh 

berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 
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Namun jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Jawa Tengah, 

Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga berada pada posisi 

terendah kedua setelah Kota Tegal.  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 30. Posisi Relatif PG Kota Salatiga Dibandingkan Dengan 

Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2023 

 

b. Indeks Pemberdayaan Gender 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan 

kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. 

IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang 

dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan 

dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan 

sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana 

kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi 

perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 
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Gambar 2. 31. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Salatiga, Provinsi 

Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga 

menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan 

kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, nilai IDG Kota 

Salatiga sebesar 76,19, sempat mengalami penurunan ditahun 

2020 menjadi 76,07. Namun tahun berikutnya nilainya terus 

mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 nilai IDG Kota 

Salatiga sebesar 79,48. Penurunan nilai ini juga terjadi pada 

penurunan nilai beberapa indikator pembentuk IDG, yaitu pada 

keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan 

pendapatan perempuan juga. Apabila dibandingkan dengan nilai 

IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, secara keseluruhan 

nilai IDG Kota Salatiga berada di atas IDG Nasional dan Provinsi. 

Sementara itu, IDG Kota Salatiga jika dibandingkan dengan kota 

lainnya di Jawa Tengah berada pada posisi tertinggi ketiga 

setelah Kota Surakarta dan Magelang. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 32. Posisi Relatif IDG Kota Salatiga Dibandingkan Dengan 

Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2023 

 

c. Indeks Ketimpangan Gender 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan 

kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan 

manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari 

aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga 

kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah 

dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian 
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pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan 

yang lebih tepat. 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga pada tahun 

2019-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai 

IKG Kota Salatiga pada tahun 2022 sempat mengalami 

penurunan menjadi 0,133 dibandingkan kondisi tahun 2021 

sebesar 0,149, namun kembali mengalami perbaikan dengan 

kondisi meningkat menjadi 0,143 ditahun 2023. IKG Kota 

Salatiga dalam lima tahun terakhir tertinggi ditahun 2020 yaitu 

sebesar 0,166. Apabila dibandingkan dengan nilai IKG Nasional 

dan Provinsi Jawa Tengah, nilai IKG Kota Salatiga berada di 

bawah nilai IKG Nasional dan Provinsi. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 33. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga, Provinsi 

Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 

 

Sementara itu, indeks kesetaraan gender jika dibandingkan 

dengan Kota lainnya di Jawa Tengah berada di posisi kedua 

terendah setelah Kota Magelang. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Grafik di bawah ini. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 34. Posisi Relatif IKG Kota Salatiga Dibandingkan Dengan 

Nasional, Prov Jawa Tengah dan Kota Lainnya tahun 2023 

 

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda 

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen 

untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di 

Indonrsia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan 

berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, 

pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi 

dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang  dipetakan  dalam  5  

domain dengan 15 indikator penyusunnya. Data IPP untuk Kota 

Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IPP Provinsi 

Jawa Tengah dan Nasional. 

Kondisi IPP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2023, 

mengalami perkembangan yang fluktuatif namun memiliki tren yang 

cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan. 

Pada tahun 2015 nilai IPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,33 

dimana kemudian nilainya terus naik hingga mencapai 54,40 pada 

tahun 2019. Namun pada periode tahun 2020-2021 nilainya turun 

menjadi 50,67 di tahun 2021 dan pada tahun selanjutnya nilainya 

mampu naik menjadi 53,33 di tahun 2022. Kondisi yag serupa juga 

terjadi pada nilai IPP Nasional, dimana nilai IPP Nasional mengalami 

peningkatan meskipun tidak signifikan dan nilainya sempat turun 

pada tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan 

nilai IPP baik di tingkat Nasional maupun Provinsi adalah terjadinya 

pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. 
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Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2015-2023 

Gambar 2. 35. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional Tahun 2015-2023 

 

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen 

yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai 

basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan 

dalam koorfinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan 

kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelomopokkan ke 

dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuah dimensi 

tersebut mecakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan 

sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi  dan  gender.  Kriteria  

capain  IPK  adalah IPK  Ò  20 (Kurang),  20 <  IPK  Ò  40 (Sedang), 40 

< IPK Ò 60 (Cukup), 60 < IPK Ò 80 (Baik), 80 < IPK Ò 100 (Amat Baik). 

Data IPK untuk Kota Salatiga tidak tersedia, sehingga yang dianalisis 

adalah IPK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

Nilai IPK Provinsi pada periode tahun 2018-2022 mengalami 

perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai IPK Provinsi Jawa 

tengah sebesar 60,05 dan masuk dalam kriteria cukup, pada tahun 

selanjutnya nilainya naik sebesat 0,89 poin menjadi 60,94. Namun 

karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020- 2021 nilai 

IPK Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup 

signifikan menjadi 55,24 pada tahun 2021. Kondisi serupa juga 

terjadi pada nila IKK Nasional, dimana pada tahun 2018 nilai IKK 

Nasional sebesar 53,74 yang kemudian turun menjadi 51,9 pada 

tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IPK Nasional dan Provinsi Jawa 
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Tengah menunjukkan pertumbuhan pertumbuhan yang positif 

menjadi 59,43 untuk IPK Provinsi dan 55,13 untuk IPK Nasional. 

 
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2018-2022 

Gambar 2. 36. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 

 

2.3. Aspek Daya Saing 

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah 

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi 

suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB 

menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan 

nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB 

dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas 

harga konstan. PDRB  ADHB  Kota  Salatiga  pada  tahun  2010  

hingga  tahun  2023  terus mengalami peningkatan. Nilainya 

meningkat sebesar 186,94% dalam kurun waktu 13 tahun, dimana 

pada tahun 2010 PDRB ADHB Kota Salatiga sebesar Rp5.845,48 

miliar naik menjadi Rp16.773,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2020 

hingga 2023 terjadi peningkatan nilai PDRB ADHB yang cukup 

signifikan. Hanya dalam waktu 2 tahun nilai PDRB ADHB Kota 

Salatiga bertambah lebih dari Rp2.000 miliar dari tahun 2020 

sebesar Rp13.271,84 miliar. 

Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 

tahun 2010, 2015, 2020 dan 2023. 
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Tabel 2. 15.  Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga 
Lapangan  Usaha/Industry  Nilai  PDRB ADHB (Miliar  Rupiah)  

2010 2015 2020 2023 

 
A 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan/Agriculture, Forestry, and 

Fishing 

 
325,15 

 
491,59 

 
602,19 

 
727.26 

B Pertambangan     dan Penggalian/ Mining and 

Quarring 

4,76 4,88 5,44 5.15 

C Industri Pengolahan/Manufacturing 1.609,65 3.065,35 4.272,67 5.551.82 

D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 13,76 17,50 24,71 28.73 

 
E 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, 

dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, 

Waste Management and 

Remediation Activities 

 
6,34 

 
7,09 

 
9,06 

 
10.32 

F Konstruksi/Constraction 850,87 1.364,04 1.850,35 2.282.64 

 
G 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail 

Trade; Repair of Motor Vehicles and 

Motorcycles 

 
876,84 

 
1.278,49 

 
1.704,86 

 
2.136.24 

H Tranportasi dan Pergudangan/ Transportatin and 

Storage 

182,21 300,23 304,90 600,03 

 
I 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum/Accommodation and Food Service 

Activities 

 
451,67 

 
732,78 

 
944,91 

 
1.317,09 

J Informasi dan Komunikasi/ Informatin and 

Communication 

224,75 277,84 510,45 593,00 

K Jasa Keuangan  dan  Asuransi/ Financial and 

Insurance Activities 

217,03 331,86 471,77 567,51 

L Real Eastate/Real Estate Activities 296,94 458,12 612,78 725,00 

M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 57,87 104,73 167,00 210,37 

 
O 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and 

Defence; Compulsory Social Security 

 
387,54 

 
549,15 

 
690,22 

 
777,71 

P Jasa Pendidikan/Education 204,35 492,46 733,79 806,626 

 
Q 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial/Human Health and Social Work 

Activities 

 
72,81 

 
148,61 

 
239,51 

 
272,01 

R,S,T, 

U 

Jasa Lainnya/Other Services Activities 62,94 90,14 127,24 161,49 

Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas Dasar Harga  

Berlaku  (PDRB ADHB) 

5.845,48 9.714,87 13.271,84 16.773,09 

Sumber: BPS Kota Salatiga (2010, 2015, 2020, 2024) 

 

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian 

Kota Salatiga sudah tidak bergantung pada sektor primer, melainkan 

sudah bergeser pada sektor sekunder. Selama tahun 2010-2023,

 Sektor Industri Pengolahan; Sektor Konstruksi; serta Sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan 

menjadi sektor unggulan di Kota Salatiga. 

 

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan 

bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang 
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berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per 

Kapita. PDRB Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata 

penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah 

penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB Per Kapita 

adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan 

ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil 

pembangunan. 

Nilai PDRB Per Kapita Kota Salatiga dalam kurun waktu 

tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat 

yaitu sebesar Rp50,43 juta pada tahun 2019 terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp54,89 juta pada tahun 

2023. Kondisi PDRB Per Kapita Kota Salatiga sejalan dengan kondisi 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang cenderung mengalami 

peningkatan tiap tahunnya hinga tahun 2023. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Diolah 

Gambar 2. 37. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Salatiga dengan Provinsi 

Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 

 

Untuk membandingkan nilai PDRB Per Kapita Kota Salatiga 

dengan kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan analisis tipologi 

klassen. Namun tipologi klassen tidak hanya menggunakan basis 

data PDRB Per Kapita tapi juga menggunakan data pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga analisis ini mampu mengidentifikasi tingkat 

perkembangan suatu wilayah. Hasil tipologi klassen merupakan 

klasifkasi wilayah. 

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi menjadi 

empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan 

cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan 
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pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata 

kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi 

tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi 

tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata 

kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah 

berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata 

kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran VI) wilayah relatif 

tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan 

kabupaten/kota di provinsi. 

Berdasarkan analisis tipologi klassen pada kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2023 Kota Salatiga berada di Kuadran I, dimana 

Kuadran I merupakan wilayah cepat maju dan cepat tumbuh. Selain 

Kota  Salatiga, kota lain yang  berada di Kuadran I antara lain Kota 

Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Semarang. 

Sementara itu hanya ada satu kota yang berada di Kuadran II, yaitu 

Kota Pekalongan. Sedangkan untuk Kuadran IV, tidak ada kota di 

Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kuadran IV. 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah) 

Gambar 2. 38. Tipologi Klassen Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 

 

2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif 

Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi 

Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau 

sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada 

level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tujuan 

menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan 
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masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta 

mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks 

Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur iklusivitas pembangunan 

dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan 

kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria capaian IPEI 

adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 8-

10 (sangat memuaskan). 

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Salatiga 

pada tahun 2011- 2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. 

Selama peridoe tahun 2011-2021 tercatat nilai IPEI tertinggi terjadi 

pada tahun 2012 sebesar 6,60 dan nilai IPEI terendah terjadi pada 

tahun 2013 yakni sebesar 5,94. Hal ini menujukkan bahwa selama 

periode tahun terseut IPEI Kota Salatiga berada pada kategoru 

memuaskan yang bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan 

ekonomi inklisif di Kota Salatiga mencapai hasil yang memuaskan.  

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2011-2021 

Gambar 2. 39. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Salatiga Tahun 

2011-2021 

 

Capaian dari masing-masing pilar pembentuk IPEI di Kota 

Salatiga menunjukkan angka yang memuaskan. Pada tahun 2023, 

capain IPEI Kota Salatiga sebesar 6,45 dengan capaian pilar 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebesar 5,78; pilar 

pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebesar 6,74; 

serta pilar perluasan akses dan kesempatan sebesar 7,69. 
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

Gambar 2. 40. Nilai Pilar Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 

Kota Salatiga Tahun 2021 

 

Apabila dibandingkan dengan IPEI kota di Provinsi Jawa 

Tengah, nilai IPEI Kota Salatiga pada tahun 2021 berada diperingkat 

3 dengan capaian IPEI sebesar 6,45 dan masuk dalam kategori 

memuaskan. Kota di Jawa Tengah dengan nilai IPEI tertinggi adalah 

Kota Magelang sebesar 6,74 dan masuk dalam katero memuaskan, 

sedangkan kota dengan nilai IPEI terendah adalah Kota Pekalongan 

sebesar 6,15.  

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

Gambar 2. 41. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2021 
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2.3.2. Daya Saing SDM  

2.3.2.1. Indeks Pendidikan 

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil 

pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan 

strategis, mengingt kualitas sumber daya manusia yang tercermin 

didalamnya sangat menentukan produktivistas suatu bangsa. 

Indeks Pendidikan sendiri merupakan salah satu dimensi penyusun 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau 

tingkat pendidikan. Indeks Pendidikan. Sebelum tahun 2010 

Indikator yang menyusun Indeks Pendidikan adalah Angka Melek 

Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, namun setelah tahun 2010 

indikator Angka Melek Huruf diganti deangan Harapan Lama 

Sekolah. 

Indeks Pendidikan Kota Salatga dihitung meggunakan 

indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS). Perkembangan Indeks Pendudukan Kota Salatiga pada tahun 

2010-2022 menunjukan perkembangan yang positif, dimana 

nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 

2010, Indeks Pendidikan Kota Salatiga sebesar 0,70. Dalam kurun 

waktu 13 tahun nilainya meningkat 0,09 poin dengan rata-rata laju 

pertumbuhan sebesar 1,06%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kota 

Salatiga semakin membaik dan terjadi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia.  

 
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2010-2022 (diolah) 

Gambar 2. 42. Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2010-

2022 

 

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan kota di 

Provinsi Jawa Tengah, Indeks Pendidikan Kota Salatiga cenderung 
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tinggi. Pada tahun 2022, Indeks Pendidikan Kota Salatiga adalah 

0,79 dan berada di peringkat pertama bersama dengan Kota 

Semarang. Pada peringkat kedua ada Kota Surakarta dengan nilai 

Indeks Pendidikan sebesar 0,78 dan peringkat ketiga Kota Magelang 

dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,76. Kota Pekalongan dan 

Kota Tegal pada peringkat terakhir dengan nilai Indeks Pendidikan 

sebesar 0,66. 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah) 

Gambar 2. 43. Indeks Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 

 

2.3.2.2. Angka Literasi/Numerisasi 

Angka literasi/numerisasi atau Angka Melek Huruf (AMH) 

adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat 

membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus 

mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Setelah tahun 2010 Angak 

Melek Huruf (AMH) sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator 

untuk menyusun Indeks Pendidikan pada dimensi 

pengetahuan/tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Angak Melek Huruf sudah tidak relevan dalam 

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat 

menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka 

Melek Huruf di sebagaian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak 

dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. 

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga tahun 

2007-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. 

Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1,28. Pada 

tahun 2015, AMH Kota Salatiga sebesar 95,21 nilanya meningkat 

signifikan menjadi 98,74 di tahun 2023. Kondisi ini menujukkan 
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bahwa hampir 99 dari 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu 

membaca dan menulis. 

 
Sumber: BPS Kota Salatiga. 2007-2024 

Gambar 2. 44. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga Tahun 2007-

2023 

Keterangan: 

*  : Data tidak tersedia 

 

Apabila dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

pada  tahun 2023 AMH Kota Salatiga berada diperingkat ke dua dari 

enam kota di Provinsi Jawa Tengah. Dimana AMH Kota Salatiga pada 

tahun 2023 sebesar 98,74. Peringkat pertama adalah  Kota  

Magelang  dengan  AMH  sebesar  100  sedangkan  peringkat 

terakhir adalah Kota Tegal dengan AMH sebesar 97,58. 

  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2. 45. Angka Melek Huruf (AMH) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2023 
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2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan 

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas 

sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman 

seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang 

diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan 

perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk 

mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur 

pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan 

perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga 

perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah pepustakaan ber-

SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan 

anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokan nilai 

IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-

49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi 

(80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100). 

Kota Salatiga pada tahun 2023, memiliki nilai Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 94,48 dan masuk 

dalam kategori sangat tinggi. Dari 7 Unsur Pembangunan Literasi 

Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga tahun 2023, 6 UPLM bernilai 

sempurna dengan skor 1. Sedangkan UPLM terendah adalah UPLM 

2 yaitu unsur ketercukupan koleksi perpustakaan dengan nilai 

0,6138. 

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023 

Gambar 2. 46. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kota Salatiga 

Tahun 2023 
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Keterangan:  

UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan  UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP 

UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan  UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam 

Kegiatan Sosialiasi dan Promosi  UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan  

UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari  UPLM 7 : Anggota Perpustakaan 

 

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat (IPLM) kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IPLM 

Kota Salatiga paling tinggi dengan nilai 94,48. Sedangkan peringkat 

kedua dan seterusnya diduduki Kota Magelang, Kota Surakarta, 

Kota Pekalongan, Kota Semarang dan yang terakhir Kota Tegal. Di 

Provinsi Jawa Tengah, kota dengan IPLM yang masuk kategori 

sangat tinggi adalah Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sedangkan 

Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Semarang memiliki nilai IPLM 

sedang. 

 

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023 

Gambar 2. 47. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2023 

 

2.3.2.4. Indeks Literasi Digital 

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan 

masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, 

seperti alat komunikasi, jarigan internet dan lainnya. Indeks Literasi 

Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital Skill, Digital Ethics, 

Digital Safety, dan Digital Culture. 

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 

3,54 dengan Pilar Digital Culture menjadi pilar yang memiliki nilai 

tertinggi (3,84), dan Pilar Digital Safety merupakan pilar dengan nilai 
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indeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital 

Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,61 dimana Pilar Digital Culture 

menjadi pilar dengan nilai tertinggi (3,91) dan Pilar Digital Safety 

menjadi pilar dengan nilai terendah (3,23) 

 

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023 

Gambar 2. 48. Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional Tahun 2023 

 

Data Indeks Literasi Digital untuk Kota Salatiga tidak tersedia 

karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional 

dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarakan menggambarkan 

kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan 

digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital. 

 

2.3.2.5. Indeks Masyarakat Digital 

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran 

tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam 

penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-sehari 

maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan 

sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital 

dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivits yang 

dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi 

suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi 

dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan 

teknologi digital, di mana semua ini kehidupannya sangat 

bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan 

penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar 

utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu 
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Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta 

Pekerjaan. 

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga pada tahun 

2023 termasuk dalam 5 Kota Se-Indonesia dengan IMD paling tinggi 

dengan nilai 51,93. Nilai  tersebut  berasal  dari  rata-rata  skor  4  

pilar  yaitu  pilar  infrastruktur  dan ekosistem (45,75), pilar 

keterampilan digital (71,26), pilar pemberdayaan (25,12) dan pilar 

pekerjaan (47,09). Secara lebih rinci, pilar keterampilan digital 

memiliki poinpaling tinggi yang artinya sebagian besar dari 

masyarakat Kota Salatiga telah memiliki keterampilan digital atau 

memiliki penguasaan teknologi yang baik. Sedangkan nilai terendah 

ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi 

informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam 

kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kota Salatiga 

memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum 

memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari. 

 

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023 

Gambar 2. 49. Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga Tahun 

2023 

 

Apabila dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa 

Tengah, nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota Salatiga paling 

tinggi. Nilai IMD Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 51,93 diikuti 

oleh Kota Semarang dengan nilai 51,49 lalu Kota Surakarta dengan 

nilai 51,04, Kota Tegal dengan nilai 49,28, Kota Magelang dengan 

nilai 48,58 dan yang terakhir Kota Pekalongan dengan nilai 48,43. 
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Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2023 

Gambar 2. 50. Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2023 

 

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan 

gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam 

kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar nutk 

mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari 

pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian 

dari penduduk usia kerja  yang  sesungguhnya  terlibat,  atau  

berusaha  untuk  terlibat dalam kegiatan produktif. BPS 

mengelompokkan nila TPAK menjadi 3 yaitu tinggi (TPAK Ó 70), 

sedang (50 < TPAK < 70), rendah (TPAK Ò 50). 

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota 

Salatiga tahun 2007-2023 mengalami tren yang fluktuatif namun 

cenderung naik. Pada tahun 2008, TPAK Kota Salatiga sebesar 

65,20%. Pada periode tahun 2008-2013, secara bergantian nilainya 

mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2013 nilai 

TPAK Kota Salatiga sebesar 67,96%. Pada periode tahun 2014-2015, 

nilai TPAK Kota Salatiga mengalami penurunan yang cukup 

signifikan menjadi 62,70%. Pada 2017-2018, nilai TPAK mampu naik 

hingga angka 72,15%. Pada tahun 2019, nilainya kembali turun 

menjadi 66,96%. Namun pada tahun selanjutnya nilai TPAK Kota 

Salatiga kembali mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 

nilanya menjadi 72,09%. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008-2024 

Gambar 2. 51. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota 

Salatiga Tahun 2008-2023 

 

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) kota di Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kota Salatiga 

cenderung tinggi. Pada tahun 2023, nilai TPAK Kota Salatiga sebesar 

72,09% dan berada di peringkat kedua. Peringkat Pertama adalah 

Kota Pekalongan dengan nilai 73,95%. Kota Salatiga dan Kota 

Pekalongan dengan nilai TPAK lebih dari 70% berada pada ketegori 

kota dengan TPAK tinggi. Sedangkan Kota Semarang, Kota Tegal, 

Kota Surakarta, dan Kota Magelang masuk dengan kategori sedang 

dengan nilai TPAK secara berurutan  

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Gambar 2. 52. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2023 
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2.3.2.7. Angka Ketergantungan 

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan 

salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya 

persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya 

beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk 

membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak 

produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang 

semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang 

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk 

yang belum produktif dan tidak produktif lagi. 

Angka ketergantungan Kota Salatiga pada tahun 2019-2023 

menunjukkan perubahan ke arah meningkat. Angka ketergantungan 

menunjukkan tren meningkat signifikan ditahun 2023 hingga 

diangka 49,17 dibandingkan kondisi tahun 2022 sebesar 42,34  yang 

artinya pada tahun 2023 sebanyak 100 penduduk usia produktif 

harus menanggung sekitar 49 penduduk usia tidak produktif. 

 
Gambar 2. 53. Angka Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 

 

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 

2.3.3.1. Indeks Infrastruktur 

Indeks Infrastrutur merupakan salah satu indikator yang 

membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index 

(CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan 

persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas 

dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah 

akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. 
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Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukka bahwa tingkat 

pembangunan disuatu kota semakin baik. 

Kota  Salatiga  memiliki  panjang jalan 384,64 Km, dengan 

kondisi baik sepanjang 366,02 Km atau 95,16% dari panjang jalan. 

Prioritas pembangunan infrastruktur didukung dengan kebijakan 

Wali Kota Salatiga untuk pembangunan Infrastuktur dan penataan 

wajah kota. Per bulan Juli 2023 kendaraan bermotor berdasarkan 

data Dinas Perhubungan Kota Salatiga tercatat 165.382 kendaraan 

atau 0,23% rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor 

di Kota Salatiga. Infrastruktur lainnya berupa peningkatan akses air 

bersih, pada tahun 2022 persentase rumah tangga berakses air 

minum layak sebesar 56.805 rumah tangga atau 98,04%. Sementara 

penggunaan tenaga listrik tahun 2022 berjumlah 57.936 rumah 

tangga atau 99,9% dari 57.941 rumah tangga se Kota Salatiga. 

Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kota 

Salatiga belum tersedia. 

 

2.3.3.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi 

pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunnan 

infrastruktur yag sudah berjalan. Indeks Kulitas Layanan 

Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks 

Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi 

perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif da kredibel, 

baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. 

Secara lebih lengkap data Indeks Kualitas Layanan 

Infrastruktur untuk Kota Salatiga belum tersedia.  

 

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi 

2.3.4.1. Indeks Demokrasi 

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat  ukur  kuantitatif yang  

digunakan  untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan 

penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian 

IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek 

demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga 

demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada 

tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data Indeks Demokrasi 

untuk Kota Salatiga belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan 

menggunakan data IDI Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. 
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Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021-

2022 menunjukkan kinerja yang baik. Dimana pada tahun 2021, IDI 

Provinsi  Jawa Tengah sebesar 81,15 kemudian mengalami 

peningkatan sebesar 3,64 poin menjadi 84,79 pada tahun 2022. 

Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI 

Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2022 

Gambar 2. 54. Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 

2021-2022 

 

2.3.4.2. Indeks Rasa Aman 

Rasa merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang 

kemudian pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

karena rasa aman berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 

Karena rasa aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah maka diperlukam alat ukur 

yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan 

masyarakat. Oleh karena itu disusunlah suatu indeks mengenai 

keamaan manusai, yang kemudian disebut dengan Indeks Rasa 

Aman (IRA). Indeks Rasa Aman disusun dengan tujuan mampu 

menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengemabilan keputusan. 

Secara lebih lengkap data Indeks Rasa Aman untuk Kota Salatiga 

belum tersedia. 

 

2.3.4.3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban 

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen 

pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas 

keamana suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut 
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berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti 

demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketentraman 

masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter 

yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman 

modal disuatu daearh. Secara lebih lengkap Indeks Ketentraman dan 

Ketertiban Kota Salatiga belum tersedia. 

 

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Indeks  Kerukunan  Umat  Beragama  (IKUB)  merupakan  

instrumen  utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi 

capaian program-program kerukunan. IKUB  diukur dengan 

mengacu pada tiga dimensi  utama yaitu toleransi,  kesetaraan, dan 

kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat  Rendah  (0-

20),  IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-

80), IKUB Sangat Tinggi (80- 100). Data IKUB untuk Kota Salatiga 

tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional. 

Nilai IKUB Nasional pada tahun 2015-2023 menunjukkan 

perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami 

penurunan. Pada tahun 2015, IKUB Nasional sebesar 75,36 dan 

masuk kedalam kategori IKUB Tinggi. Kemudian nilainya mengalami 

penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, dimana nilai 

IKUB Nasional turun menjadi 67,46. Kemudian pada tahun 2021 

nilainya kembali naik cukup signifikan menjadi 72,39 dan terus naik 

pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 76,02. Secara keseluruhan nilai 

IKUB Nasional masuk dalam kategori IKUB Tinggi. 

 

Sumber: Kementerian Agama, 2015-2023 

Gambar 2. 55. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional Tahun 2015-

2023 
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2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah 

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen 

pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalalah untuk memperoleh suatu 

ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat 

merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran 

IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu 

lingkungan pendukung,  sumber daya manusia, pasar, dan 

ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 

pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh 

pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi 

makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar 

kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar 

pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran 

pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme 

bisnis dan kapabilitas inovasi. 

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77. 

Dengan rincian nilai pilar pada komponen lingkungan pendukung 

sebesar 4,58 pada pilar 1, 3,39 pada pilar 2, 4,98 pada pilar 3, dan 

3,42 pada pilar 4. Nilai setiap pilar pada komponen sumber daya 

manusia sebesar 4,45 pada pilar 5 dan 4,53 pada pilar 6. Nilai setiap 

pilar pada komponen pasar sebesar 3,33 pada pilar 7, 3,37 pada pilar 

8, 1,09 pada pilar 9 dan 4,12 pada pilar 10. Kemudian besarnya nilai 

setiap pilar pada komponen ekosistem inovasi sebesar 3,2 pada pilar 

11 dan 4,78 pada pilar 12. 

 

 
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023 

Gambar 2. 56. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kota 

Salatiga Tahun 2023 
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Keterangan :  

Pilar 1 : Instansi  Pilar 7 : Pasar Produk 

Pilar 2 : Infrastruktur  Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja  

Pilar 3 : Adopsi TIK Pilar 9 : Sistem Keuangan  

Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro  Pilar 10 : Ukuran Pasar 

Pilar 5 : Kesehatan Pilar 11 : Dinamisme Bisnis  

Pilar 6 : Keterampilan  Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi 

 

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah 

(IDSD) kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai IDSD Kota Salatiga 

cenderung rendah. Pada tahun 2023, nilai IDSD Kota Salatiga 

sebesar 3,77 dan berada di posisi tiga terendah bersama Kota Tegal 

(3,63) dan Kota Pekalongan (3,60). Nilai IDSD tertinggi dimiliki oleh 

Kota Surakarta sebesar 4,08 disusul oleh Kota Semarang (3,95) dan 

Kota Magelang (3,81). Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IDSD 

sebesar 3,89 sehingga hanya Kota Semarang dan Kota Surakarta 

yang memiliki nilai IDSD lebih besar dari provinsi. 

 
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023 

Gambar 2. 57. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2023 

 

2.4. Aspek Pelayanan Umum 

Kondisi aspek pelayanan umum digambarkan berdasarkan 

beberapa indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat umum 

dan berdasarkan masing -masing urusan pemerintah daerah. Secara 

umum, kinerja aspek pelayanan umum digambarkan melalui indikator 

Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elekttonik (SPBE), Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pelayanan Publik 

(IPP). Uraian  capaian kinerja pada masing -masing indikator 

disampaikan di bawah ini.  
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1.  Indeks Reformasi Birokrasi  

Pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi Kota Salatiga 

menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Tahun 

2018, level peilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 

sebesar 58,22 dan sedikit demi sedikit mengalami peningkatan ke 

63,39 di tahuan 2019 dan 64,99 di tahun 2020, serta kembali 

naik di tahun 2021 menjadi 66 dan pada tahun 2022 menjadi 

66,85, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 

64,93. Gambaran pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota 

Salatiga dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. 

 
Gambar 2. 58. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga 

Tahun 2019-2023 

 

2.  Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttonik (SPBE)  

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-

Government Index) adalah sebuah indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. 

Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah 

telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik 

yang efisien dan terbuka. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 

2023 menunjukkan bahwa Indeks SPBE Kota Salatiga terkategori 

baik, yakni mencapai nilai 3,26. Namun, nilai tersebut berada di 

bawah nilai indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah (4,26). Posisi 



 II-73 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

relatif nilai indeks SPBE Kota Salatiga terdapat kota di Provinsi 

Jawa Tengah berada pada peringkat terbawah. 

 

3.  Indeks Inovasi Daerah  

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang 

digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu 

daerah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari 

indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah 

telah berhasil dalam mengembangkan inovasi dalam berbagai 

aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan 

pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya 

untuk memahami dan mempromosikan inovasi dalam 

pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, 

Indeks Inovasi Daerah Kota Salatiga memiliki kondisi 

perkembangan yang baik. Tahun 2019 indeks inovasi Kota 

Salatiga terkategori kurang inovatif, namun tahu 2020 hingga 

2023 meningkat terkategori inovatif. Berikut adalah tabel Indeks 

Inovasi Daerah di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah tahun 

2019-2023. 

 

Tabel 2. 16.  Indeks Inovasi Daerah di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2019-2023 

 
Sumber: SK Menteri Dalam Negeri 

 

Selain itu, Inovasi daerah juga merupakan salah satu pilar 

dalam menentukan Indeks daya saing daerah (IDSD). Indeks ini 

merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam 

mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui 

peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik 

domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi 
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dan berkelanjutan. Tahapan pencapaian kesejahteraan dan 

keberlanjutan pembangunan daerah perlu mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah. 

Pembentuk daya saing daerah dapat dihitung dari empat 

aspek yaitu Faktor Penguat/ Enabling Environment, Faktor 

Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar dan Faktor Ekosistem 

Inovasi. Aspek Ekosistem Inovasi pada tahun 2023 adalah 

sebesar 3,781, yang ditunjukkan dengan tiga pilar pendukung 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2. 17.  Skor Aspek Ekosistem Inovasi Kota Salatiga Tahun 2023 

 
 

Pengembangan ekosistem inovasi saat ini sebagai langkah 

strategis dalam meningkatkan daya saing serta pelayanan umum 

kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

keberlanjutan. Kemampuan inovasi bertumpu pada lembaga 

penelitian dan pengembangan untuk menyokong ekosistem 

inovasi. 

Berdasarkan aspek ekosistem inovasi tersebut maka dibagi 

ke dalam beberapa pilar, yaitu : 

a. Pilar Dinamika Bisnis 

Dalam pengembangan ekosistem inovasi memiliki sarana 

seperti : Krenova, dan SIDa, berkaitan dengan tujuan 

menciptakan iklim daerah yang kondusif. Pengembangan SIDa 

diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2019. 

b. Pilar Kapasitas Inovasi 

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga 

dalam meningkatkan kapasitas inovasi adalah dengan 

pendekatan kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas 

inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi 

dan kapasitas jaringan pendukung inovasi. 

c. Pilar Kesiapan Teknologi 
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Implementasi tata kelola e-government di Pemerintah Kota 

Salatiga memungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara 

pelaksanaan dan perencanaannya. Kesenjangan itu menjadi 

hambatan dalam mewujudkan kesempurnaan tata kelola e-

government. Dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam 

penyusunan e-government dan koordinasi antar perangkat 

daerah pengampu e-government. Oleh karena itu dilakukan 

tata kelola yang terstruktur dengan baik mulai dari 

perencanaan sampai penerapannya oleh dinas terkait. 

Disamping itu melakukan penerapan IPTEK dan inovasi 

daerah juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga 

kelitbangan dan Perguruan Tinggi khususnya di bidang 

kelitbangan. 

 

4.  Indeks Pelayanan Publik (IPP)  

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 

2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik atau PEKPPP adalah upaya pengukuran 

sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu 

guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.  

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan 

antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, 

transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek 

penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan 

pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, 

profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan 

inovasi pelayanan.  

Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga memilik dua indeks, 

yaitu IPP yang dievaluasi oleh Ombudsman dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KEMENPANRB). Adapun IPP Kota Salatiga yang dievaluasi 

Ombudsman pada tahun 2023 mencapai nilai 95,78 yang 

termasuk zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dengan 

kategori A yang merupakan opini kualitas tertinggi. IPP tersebut 

dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 2. 59. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga 

berdasarkan Ombudsman Tahun 2016-2023 

Keterangan :  

Tahun 2019 dan 2020 tidak dinilai karena tahun 2018 telah masuk zona hijau 

Sumber: Ombudsman, 2016-2023 

 

Sedangkan IPP Kota Salatiga yang dievaluasi Kementrian 

PAN RB pada tahun 2023 mendapat nilai sebesar 4,33 yang 

termasuk pada kategori A- atau sangat baik. IPP tersebut dapat 

dilihat pada grafik berikut. 

 

 
Sumber: Kementrian PAN RB, 2018-2023 

Gambar 2. 60. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Salatiga 

berdasarkan Kementrian PAN RB Tahun 2018-2023 

 

2016 2017 2018 2019* 2020* 2021 2022 2023

IPP 53,1 55,09 92,97 66,06 90,09 95,78
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2.4.1. Urusan  Pemerintahan  Wajib Yang  Berkaitan Dengan  

Pelayanan  Dasar 

2.4.1.1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pendidikan 

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam 

pembangunan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan 

Kota/Kabupaten terkait urusan pendidikan terbagi dalam 5 sub 

urusan, yaitu: Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan 

Sastra. 

Perkembangan beberapa indikator penting dalam 

pembangunan urusan pendidikan di Kota Salatiga di antaranya 

terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah 

(APtS), Profesionalisme Pendidik, serta Kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan. APK mengukur proporsi anak-anak pada usia 

tertentu yang terdaftar di jenjang pendidikan tertentu tanpa 

memandang usianya. Nilai APK PAUD selama lima tahun (2019-

2023) cenderung fluktuatif dan pada tahun 2023 nilainya 46,84%. 

APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2023 

sebesar 113,81% dan 130,92%. Nilai APK yang lebih dari 100% 

menunjukkan bahwa ada siswa yang berusia di luar rentang usia 

resmi yang ikut terdaftar di jenjang pendidikan tersebut. 

Angka putus sekolah (APtS) adalah indikator yang mengukur 

persentase siswa yang keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan 

jenjang pendidikan tertentu dalam periode waktu tertentu. Angka ini 

mencerminkan jumlah siswa yang berhenti bersekolah pada jenjang 

pendidikan yang seharusnya mereka selesaikan. Angka putus 

sekolah yang tinggi menunjukkan bahwa ada banyak siswa yang 

tidak menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, yang bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah ekonomi, masalah 

keluarga, lingkungan sosial, atau kurangnya minat dan motivasi 

untuk bersekolah. APtS SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga 

selama tahun 2019-2023 capaiannya sudah cukup baik yaitu di 

bawah 1%. APtS SD/MI pada tahun 2023 sebesar 0,04%, sementara 

pada SMP/MTs mencapai 0,03%.  

Profesionalisme Pendidik dapat dilihat dari persentase 

pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 pada jenjang 

pendidikan tertentu. Persentase pendidik di Kota Salatiga yang telah 

memenuhi kualifikasi minimal S1 pada jenjang PAUD, SD, dan SMP 

selama tahun 2019-2023 capaiannya cenderung terus meningkat. 

Persentase pendidik pada tahun 2023 yang telah memenuhi 
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kualifikasi minimal S1 pada jenjang PAUD sebesar 88,15%, jenjang 

SD sebesar 97,95%, dan jenjang SMP sebesar 98,19%. Secara rinci 

capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

 

Tabel 2. 18.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pendidikan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 APK (Angka Partisipasi 

Kasar) SD/MI/Paket A 

% 107,81 110,37 113,46 114,72 113,81 

2 APK (Angka Partisipasi 

Kasar) SMP/MTs/Paket B 

% 138,14 127,66 130,81 128,47 130,92 

3 Angka Putus Sekolah 

SD/MI 

% 0,01 0,01 0,005 0,015 0,04 

4 Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 

% 0,04 0,08 0,44 0,07 0,03 

5 Persentase Ruang Kelas 

Dalam Kondisi Baik SD/MI 

% 82,35 80,68 87,28 88,40 91,98 

6 Persentase Ruang Kelas 

Dalam Kondisi Baik 

SMP/MTs 

% 95,48 97,38 97,70 98,62 97,10 

7 Rata-rata kemampuan 

literasi SD berdasarkan 

Asesmen Nasional 

Nilai tad tad tad tad 2,73 

8 Rata-rata kemampuan 

numerasi SD 

berdasarkan Asesmen 

Nilai tad tad tad tad 2,22 

9 Rata-rata kompetensi 

literasi SMP berdasarkan 

Asesmen Nasional 

Nilai tad tad tad tad 2,72 

10 Rata-rata kompetensi 

numerasi SMP 

berdasarkan Asesmen 

Nasional 

Nilai tad tad tad tad 2,14 

11 Persentase Jumlah 

Sekolah yang memenuhi 

kriteria minimun AKM 

Jenjang SD/MI 

% tad tad tad tad 96,77 

12 Persentase Jumlah 

Sekolah yang memenuhi 

kriteria minimun AKM 

Jenjang SMP/MTs 

% tad tad tad tad 91,43 

13 APK PAUD % 48,36 42,64 38,33 40,08 46,84 

14 Presentase Sekolah TK 

yang memenuhi 

standar Holistik Integratif 

dengan kategori sedang 

% tad tad tad tad 77,39 

15 Persentase Kondisi Kelas 

PAUD dalam Kondisi Baik 

% 84,21 82,22 87,33 80,17 92,45 

16 Kondisi Sarpras 

Pendidikan Kesetaraan 

baik 

% tad tad tad tad 100,00 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

17 Persentase Sekolah yang 

telah menerapkan 

kegiatan yang dapat 

dikembangkan menjadi 

kurikulum mulok jenjang 

SD/MI 

% tad tad tad tad 74,19 

18 Persentase Sekolah yang 

telah menerapkan 

kegiatan yang dapat 

dikembangkan menjadi 

kurikulum mulok jenjang 

SMP/MTs 

% tad tad tad tad 62,86 

19 Persentase sekolah yang 

menerapkan kegiatan 

yang dapat dikembangkan 

menjadi kurikulum mulok 

jenjang PKBM 

% tad tad tad tad 75,00 

20 Persentase Guru 

bersertifikat pendidik 

Jenjang TK/RA 

% tad tad tad tad 34,83 

21 Persentase Guru 

bersertifikat pendidik 

Jenjang SD 

% tad tad tad tad 48,25 

22 Persentase Guru 

bersertifikat pendidik 

jenjang SMP 

% tad tad tad tad 57,23 

23 Persentase Pendidik yang 

telah memenuhi kualifikasi 

Minimal S1 jenjang PAUD 

% 79,82 82,33 84,95 86,91 88,15 

24 Persentase Pendidik yang 

telah memenuhi kualifikasi 

Minimal S1 jenjang SD 

% 95,53 96,35 97,30 97,39 97,95 

25 Persentase Pendidik yang 

telah memenuhi kualifikasi 

Minimal S1 jenjang SMP 

% 96,96 97,48 96,43 97,63 98,19 

26 Persentase TK/RA yang 

terakreditasi 

% 89,47 86,96 86,09 85,47 86,21 

27 Persentase Pusat 

Kegiatan dan Belajar 

Masyarakat (PKBM) yang 

Terakreditasi 

% 72,72 66,67 58,33 83,33 83,33 

28 Persentase lembaga 

Kursus dan Pelatihan yang 

berijin 

% tad tad tad tad 92,31 

29 Persentase Sekolah yang 

memiliki ijin operasional 

jenjang SD/MI 

% tad tad tad tad 100,00 

30 Persentase Sekolah yang 

memiliki ijin operasional 

jenjang SMP/MTs 

% tad tad tad tad 100,00 

31 Persentase Sekolah yang 

mengembangkan model 

% tad tad tad tad 20,43 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

pembelajaran bahasa jawa 

jenjang SD/MI 

32 Persentase Sekolah yang 

mengembangkan model 

pembelajaran bahasa jawa 

jenjang SMP/MTs 

% tad tad tad tad 40,00 

33 Persentase PKBM yang 

sudah memasukkan 

pembelajaran Bahasa 

Jawa pada mata pelajaran 

yang diberikan ke siswa 

% tad tad tad tad 66,67 

 IKK       

1 Tingkat partisipasi warga 

negara usia 5-6 tahun 

yang 

Berpartisipasi dalam 

PAUD 

% 93,85 94,42 84,81 89,61 96,88 

2 Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-12  tahun 

yang berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar 

% 133,25 98,91 99,22 99,23 99,30 

3 Tingkat partisipasi warga 

negara usia 1315 tahun 

yang berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah 

pertama 

% 143,93 99,18 96,72 90,56 96,80 

4 Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7- 18 tahun 

yang belum 

menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 

% tad 34,88 61,95 63,92 65,56 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga.2024 

 

Indikator lainnya yaitu terkait Kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan. Capaian persentase ruang kelas dalam kondisi baik 

pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs tahun 2023 semuanya 

sudah melebihi 90%. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik 

pada jenjang PAUD tahun 2023 sebesar 92,45%, jenjang SD/MI 

sebesar 91,98%, dan jenjang SMP/MTs sebesar 97,10%. 

 

2.4.1.2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kesehatan 

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan 

merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu 

tujuan pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang 

kesehatan yang dilakukan Pemerintah, kewenangannya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah. Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam urusan 

kesehatan mencakup 4 sub urusan, yaitu: Upaya Kesehatan; 

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan. Indikator-indikator yang digunakan untuk 

memantau dan mengevaluasi kinerja serta keberhasilan program-

program kesehatan di Kota Salatiga dijabarkan sebagai berikut. 

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan jumlah kematian ibu 

selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari setelah 

melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup (KH) dalam suatu periode 

waktu tertentu. AKI digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan 

kesehatan ibu dan anak serta akses terhadap layanan kesehatan 

yang memadai. Capaian AKI di Kota Salatiga selama 2019-2023 

fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. AKI pada tahun 

2021 sebesar 429,55 per 100.000 KH, turun menjadi 133,69 per 

100.000 KH tahun 2022, dan menjadi sebesar 89,05 per 100.000 KH 

tahun 2023. Secara umum, semakin rendah Angka Kematian Ibu, 

semakin baik kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta 

semakin baik kondisi kesehatan ibu di wilayah tersebut. Selain AKI, 

capaian angka kematian bayi (AKB) di Kota Salatiga juga 

menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana AKB tertinggi terjadi pada 

tahun 2021 sebesar 13,75 per 1.000 KH, dan menurun pada tahun 

2023 menjadi sebesar 12,47 per 1.000 KH. 

Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah sebuah indikator 

kesehatan yang menunjukkan persentase anak balita (usia di bawah 

lima tahun) yang mengalami gizi buruk dalam suatu populasi pada 

periode waktu tertentu. Gizi buruk pada balita dapat diukur dengan 

menggunakan parameter antropometri seperti berat badan terhadap 

umur (underweight), tinggi badan terhadap umur (stunting), dan 

berat badan terhadap tinggi badan (wasting). Prevalensi Balita Gizi 

Buruk di Kota Salatiga cenderung menurun selama tiga tahun 

terakhir, pada tahun 2021 sebesar 0,09%, menurun menjadi 0,05% 

tahun 2022, dan sebesar 0,04% pada tahun 2023. Semakin rendah 

prevalensi balita gizi buruk, semakin baik status gizi dan kesehatan 

anak di wilayah tersebut. Penurunan prevalensi gizi buruk biasanya 

menjadi salah satu tujuan utama dalam program kesehatan anak 

dan gizi di berbagai negara. 

Stunting diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi 

berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai pada masa 

awal kehidupan. Stunting menunjukkan adanya masalah kesehatan 

dan gizi yang serius pada anak-anak, dan dapat berdampak jangka 

panjang pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan 
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produktivitas di masa depan. Angka prevalensi stunting pada balita 

di Kota Salatiga tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,02%, 

kemudian membaik menjadi 5,92% di tahun 2023. Masih 

ditemukannya balita stunting di Kota Salatiga tahun 2023 

disebabkan antara lain karena kurang optimalnya program Pil 

Cantik pada remaja, kurang optimalnya skrining kesehatan calon 

pengantin, dan masih adanya ibu hamil KEK dan ibu hamil anemia. 

KEK (Kekurangan Energi Kronis) pada ibu hamil adalah 

kondisi di mana seorang wanita hamil mengalami kekurangan 

asupan energi dan gizi dalam jangka waktu yang lama. Ini biasanya 

ditandai dengan berat badan yang kurang atau indeks massa tubuh 

(IMT) yang rendah, serta lingkar lengan atas (LILA) yang kurang dari 

standar yang ditetapkan (biasanya di bawah 23,5 cm). Kondisi KEK 

pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan 

bagi ibu dan janin, termasuk risiko kelahiran prematur, bayi dengan 

berat lahir rendah, serta masalah perkembangan fisik dan kognitif 

pada anak. KEK juga dapat meningkatkan risiko komplikasi 

kehamilan dan persalinan. Persentase ibu hamil KEK tahun 2019-

2023 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2019 sebesar 6,90% 

dan meningkat menjadi 13,62% tahun 2023. Masih adanya ibu hamil 

KEK disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang gizi 

seimbang. Secara rinci capaian kinerja urusan kesehatan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 19.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesehatan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

 IKU 

1 Angka Kematian 

Ibu 

/100.000 

KH 

78,68 121,50 429,55 133,69 89,05 

2 Angka Kematian 

Bayi 

/1000 KH 10,62 10,53 13,75 10,25 12,47 

3 Pravelensi Balita 

Gizi Buruk 

% 0,02 0,01 0,09 0,05 0,04 

4 Success Rate TB % 91,20 96,70 92,00 89,81 89,65 

5 Prevalensi 

Hipertensi 

Penduduk di atas 

usia 18 tahun  

% 0,72 0,60 0,72 0,81 0,71 

6 Persentase 

Akreditasi 

Puskesmas 

Strata Utama 

% 50 50 50 50 100 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

7 Peringkat 

Kelulusan 

Akreditasi RSUD 

 

 

 

 

Peringkat Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 

 INDIKATOR PROGRAM 

  

1 Nilai kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

Rumah Sakit 

% 83,23 84,41 86,04 87,80 87,86 

2 Cost Recovery % 125 119 123,0 92 101,3 

3 Angka Kematian 

balita (AKABA) 

per 1.000 

KH 

11 11 13 11 14 

4 Angka 

Penemuan kasus 

baru TBC/ Case 

Notifikasi Rate 

(CNR) 

/100.000 

pddk 

418 93 192 479 403 

5 Angka 

Penemuan 

Pneumonia Balita 

% 90 22 30 56 54 

6 Cakupan   rumah 

yang  memenuhi 

syarat kesehatan 

% 90,0 89,1 90,0 88,6 78,6 

7 Cakupan bayi 

baru lahir yang  

mendapat Inisiasi 

Menyusu Dini 

(IMD) 

% 88 80 85 83 82 

8 Cakupan Bayi 

Usia Kurang  6  

Bulan Mendapat 

ASI Eksklusif 

% 61 70,3 77,28 79,56 87 

9 Cakupan BIAS 

Campak Rubela 

% NA 99,17 98,84 98,79 98,79 

10 Cakupan Ibu 

Hamil yang  

Mendapat Tablet 

Tambah Darah 

(TTD) Minimal 90  

Tablet Selama 

Masa Kehamilan 

% NA 51,31 99,30 84,31 99,87 

11 Cakupan ibu 

nifas mendapat 

kapsul Vitamin A 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 Cakupan 

kepesertaan JKN 

% 88,33 88,61 91,36 95,84 97,86 

13 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan balita 

% 100,00 75,52 72,98 96,32 100,00 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

14 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan bayi 

baru lahir 

% 100,00 98,06 98,20 100,00 100,00 

15 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan ibu 

bersalin 

% 99,90 99,89 100,00 100,00 100,00 

16 Cakupan 

pelayanan 

kesehatan ibu 

hamil 

% 95,20 96,73 97,53 100,00 100,00 

17 Cakupan 

Pelayanan 

kesehatan Ibu 

Nifas (KF3) 

% 98,20 98,59 79,64 99,96 100,00 

18 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan Lansia 

% 75,17 85,34 70,88 91,68 100,00 

19 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang  

dengan 

Gangguan Jiwa 

Berat 

% 100,00 59,18 73,52 100,00 100,00 

20 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang  

dengan Resiko 

Terinfeksi HIV 

% 90,04 50,60 77,09 100,00 100,00 

21 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan Orang  

Terduga TB 

% 37,87 13,99 33,43 100,00 100,00 

22 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Pendidikan 

Dasar 

% 100,00 32,11 25,15 100,00 100,00 

23 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan pada 

Usia Produktif 

% 56,23 20,13 26,62 91,36 100,00 

24 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Diabetes Melitus 

% 85,12 48,73 67,71 92,30 100,00 

25 Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi 

% 63,66 27,11 33,71 91,47 97,69 



 II-85 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

26 Cakupan Remaja 

Putri yang  

mendapat Tablet 

Tambah Darah 

(TTD) 

% 80,20 51,31 93,30 68,33 97,73 

27 Cakupan TTU 

yang  memenuhi 

syarat higiene 

sanitasi 

% 92,70 93,17 93,17 94,06 91,70 

28 Deteksi Dini 

Hepatitis 

% 62,93 54,80 100,00 83,02 102,65 

29 Imunisasi Dasar 

Lengkap (IDL) 

% NA 118,51 115,64 98,10 100,36 

30 Incident Rate 

DBD per 100.000  

penduduk 

100  rb 

penduduk 

24,50 13,29 6,12 30,00 12,45 

31 Kasus HIV/ AIDS   

baru ditemukan 

yang  memulai 

pengobatan ARV 

% 100,00 56,00 66,00 88,00 89,53 

32 Nilai kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

Dinas Kesehatan 

% NA NA 78,73 84,90 86,80 

33 Persentase Bayi 

dengan Berat 

Badan Lahir 

Rendah (Berat 

Badan kurang  

dari 2500  gram) 

% 6,22 4,50 4,76 6,90 7,65 

34 Persentase Ibu 

hamil KEK 

% 6,90 8,06 0,09 11,52 13,62 

35 Persentase Ibu 

Hamil yang  

Anemia 

% 18,91 12,76 12,32 11,14 11,24 

36 Prevalensi 

Stunting pada 

Balita 

% 10,78 9,58 11,02 6,21 5,92 

37 Prosentase 

ketersediaan 

BHP di 

Puskesmas dan 

KPM 

% 89,80 96,88 97,33 92,75 85,94 

38 Prosentase 

ketersediaan 

obat esensial di 

puskesmas dan 

KPM 

% 96,10 99,02 96,72 81,39 124,58 

39 Rasio daya 

tampung RS 

terhadap jumlah 

penduduk 

% 0,41 0,41 0,40 0,41 0,41 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

40 Persentase 

tenaga 

kesehatan yang  

sudah mengikuti 

pelatihan sesuai 

kompetensinya 

% 30,30 36,36 42,40 30,00 73,91 

41 Prosentase 

sarana produksi 

IRTP  yang  

memenuhi 

ketentuan 

% NA 53,33 55,00 58,00 56,25 

42 Prosentase 

pangan IRT yang  

memenuhi syarat 

% NA 83,00 86,00 89,74 90,53 

43 Prosentase SPP-

IRT yang  

diterbitkan sesuai 

ketentuan 

% 68,20 85,00 74,67 65,00 60,00 

44 Cakupan TPM 

yang  memenuhi 

syarat higiene 

sanitasi 

% 56,50 55,98 91,11 79,57 84,20 

45 Cakupan PHBS 

tatanan rumah 

tangga strata 

paripurna 

% 93,05 93,05 94,94 97,55 98,69 

46 Cakupan PHBS 

tatanan institusi 

pendidikan strata 

paripurna 

% 89,78 91,08 100,00 95,51 95,65 

47 Cakupan PHBS 

tatanan tempat 

kerja sehat 

% 87,24 93,3 94,94 92,54 92,05 

48 Cakupan PHBS 

tatanan tempat 

umum sehat 

 

% 86,90 88,9 93,37 93,63 95,08 

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Salatiga.2024 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi/sesuai standar 

dapat memberikan layanan kesehatan yang aman, efektif, dan 

berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Beberapa elemen penting yang menjadi 

bagian dari standar fasilitas pelayanan kesehatan yaitu SDM, 

infrastruktur dan fasilitas, layanan kesehatan, manajemen dan 

administrasi, kebersihan dan sanitasi, keselamatan pasien, 

aksesibilitas dan keterjangkauan. Capaian presentase fasilitas 

pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Kota Salatiga 

selama kurun waktu 2019-2023 sudah mencapai 100%. 
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Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah 

sebuah kelurahan yang telah berhasil menerapkan program STBM 

dengan baik. STBM adalah pendekatan untuk mencapai kondisi 

sanitasi yang sehat melalui perubahan perilaku higienis dan sanitasi 

masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengandalkan bantuan 

pihak luar secara terus-menerus. STBM terdiri atas lima pilar utama 

yaitu: 1) stop buang air besar sembarangan (BABS); 2) cuci tangan 

pakai sabun (CTPS); 3) pengelolaan air minum dan makanan rumah 

tangga (PAMM-RT); 4) pengelolaan sampah rumah tangga (PSRT); 

dan pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLCRT). Cakupan 

kelurahan di Kota Salatiga yang melaksanakan STBM dengan lima 

pilar tersebut selama tahun 2019-2023 sudah mencapai 100%. 

Seluruh kelurahan artinya telah menunjukkan komitmen dan 

keberhasilan dalam meningkatkan sanitasi dan kesehatan 

lingkungan melalui partisipasi aktif masyarakat. 

 

2.4.1.3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pekerjaan  Umum Dan  

Penataan  Ruang 

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah terbagi dalam 11 sub urusan, yaitu: Sumber Daya Air (SDA); 

Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; 

Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; 

Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang. 

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

(PUPR) di tingkat kota melibatkan berbagai indikator penting untuk 

memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana 

dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa 

indikator penting dalam pembangunan bidang PUPR di Kota 

Salatiga. 

Ketersediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, 

drainase dan pengendalian banjir. Tingkat kemantapan jalan 

merupakan suatu ukuran atau parameter yang digunakan untuk 

menilai kondisi dan kualitas permukaan jalan, terutama dalam hal 

kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pengukuran ini 

mencakup beberapa aspek seperti kondisi permukaan, keseragaman 

permukaan, daya dukung, drainase, tanda dan rambu lalu lintas. 

Capaian tingkat kemantapan jalan Kota Salatiga pada tahun 2019-

2023 cenderung fluktuatif, tahun 2019 capaiannya sebesar 86,58%, 

dan tahun 2023 capaiannya naik menjadi sebesar 96,94%. 
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Drainase dan pengendalian banjir merupakan aspek penting 

dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam 

konteks urbanisasi dan penataan ruang. Capaian rasio luas kawasan 

permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) Kewenangan Kab/Kota, 

khususnya di Kota Salatiga pada tahun 2019-2023 selalu mencapai 

angka 100%. Beberapa komponen utama infrastruktur pengendalian 

banjir yaitu bendungan, tanggul, kanal banjir, sumur resapan, 

polder, stasiun pompa, sistem drainase perkotaan, dan lain 

sebagainya. Secara rinci capaian kinerja urusan pekerjaan umum 

dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 20.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi 

% 92,90 92,60 92,51 92,15 92,15 

2 Persentase jumlah rumah  

tangga yang mendapatkan  

akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 

jaringan  perpipaan 

terlindungi  terhadap rumah 

tangga di seluruh kabupaten 

/ kota 

% 83,23 82,09 81,87 91,55 98,44 

3 Persentase jumlah rumah 

tangga yang memperoleh  

layanan pengolahan air 

limbah domestik 

% 93,73 94,71 93,75 94,37 94,61 

4 Prosentase jaringan 

drainase kondisi baik 

% 97,73 98,19 98,55 99,00 96,72 

5 Rasio kepatuhan PBG % NA 100,00 75,07 71,72 82,87 

6 Persentase Penataan 

Bangunan dan Lingkungan 

% NA NA NA NA NA 

7 Prosentase jalan yang 

menjadi kewenangan dalam 

SK jalan kondisi mantap 

% 86,58 94,46 93,47 95,66 96,94 

8 Prosentase jumlah jembatan 

kabupaten/kota dalam 

kondisi baik 

% 2,70 2,20 2,20 2,20 1,30 

9 Rasio tenaga operator/ 

teknisi/ analisis yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi 

% NA 79,41 84,38 100,00 100,00 

10 Tingkat ketaatan terhadap 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

% NA 94,00 94,50 93,84 96,00 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

11 Rasio luas kawasan 

permukiman rawan banjir 

yang terlindungi oleh  

infrastruktur pengendalian 

banjir di WS Kewenangan 

Kab/Kota 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 Rasio luas kawasan 

permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan 

Kab/Kota 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13 Rasio  proyek  yang menjadi  

kewenangan 

pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 Prosentase rumah tangga 

perkotaan terhadap air siap 

minum perpipaan 

% NA NA NA NA 63,83 

15 Prosentase rumah tangga 

perkotaan dengan akses 

sanitasi aman 

% NA 7,10 7,75 8,37 10,07 

        

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.2024 

 

Ketersediaan dan kualitas layanan dasar meliputi air bersih, 

listrik, dan sanitasi. Akses terhadap air bersih, termasuk air minum 

yang aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dibedakan menjadi dua jenis 

utama: melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. 

Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat 

memiliki akses terhadap air minum yang aman. SPAM jaringan 

perpipaan adalah sistem distribusi air minum yang menggunakan 

pipa untuk mengalirkan air dari sumber ke konsumen. Sistem ini 

biasanya terdiri dari sumber air (misalnya, sungai, danau, atau 

sumur), instalasi pengolahan air, jaringan distribusi pipa, dan titik 

sambungan rumah atau komunitas. SPAM bukan jaringan 

perpipaan mencakup berbagai metode penyediaan air minum yang 

tidak menggunakan jaringan pipa terpusat. Ini dapat mencakup 

sumber air seperti sumur, mata air, pompa tangan, air hujan yang 

ditampung, dan waduk air komunitas. 

Capaian  Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Salatiga pada tahun 

2019-2023 angkanya cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi sebesar 

98,44% terjadi di tahun 2023. Pemerintah, komunitas, dan penyedia 
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layanan perlu terus bekerja sama untuk memastikan semua orang 

memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau. 

 

2.4.1.4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perumahan  Dan 

Kawasan  Permukiman 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi 

kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 

Pemerintah Kota/Kabupaten. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) 

Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Beberapa indikator pembangunan yang tercantum dalam 

bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Salatiga 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Indikator-

indikator tersebut dijabarkan seperti berikut. 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi perumahan yang tidak 

memenuhi standar minimum kelayakan untuk ditinggali. Rumah-

rumah ini seringkali memiliki berbagai masalah yang membuatnya 

tidak aman, tidak nyaman, dan tidak sehat bagi penghuninya. 

Beberapa aspek yang biasanya dipertimbangkan dalam 

mendefinisikan RTLH yaitu struktur bangunan, kesehatan dan 

ventilasi, keamanan dan kenyamanan, serta lingkungan. Capaian 

indikator jumlah unit RTLH di Kota Salatiga tahun 2019-2023 sudah 

cukup baik karena jumlahnya berkurang setiap tahun. Walaupun 

demikian pada tahun 2023 masih ditemukan RTLH sebesar 7,34% 

yang belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Permasalahan 

tersebut dikarenakan masih ada bukti kepemilikan lahan yang 

belum jelas. 

Penanganan kawasan permukiman kumuh, terutama yang 

berukuran di bawah 10 hektar juga merupakan langkah penting 

untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga keberlanjutan 

lingkungan, dan memperbaiki tata kota. Melalui upaya yang 

terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, 

permukiman kumuh dapat ditingkatkan menjadi lingkungan yang 

layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Persentase kawasan 

permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang 

ditangani, khususnya di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 

capaiannya justru mengalami penurunan. Capaian pada tahun 
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2019-2022 di atas 50%, namun justru di tahun 2023 capaiannya 

turun menjadi 4,97%. Penurunan capaian persentase kawasan 

permukiman kumuh di bawah 10 ha salah satunya disebabkan oleh 

rendahnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 

yang sudah di tata oleh Dinas PKP Kota Salatiga. Secara rinci capaian 

kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 21.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Penyediaan dan Rehabilitasi 

rumah layak huni korban 

bencana/relokasi kab/kota 

% NA 100 100,00 100,00 100,00 

2 Fasilitasi Penyediaan rumah 

layak huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi 

program pemerintah 

kab/kota 

% NA NA NA NA 14,00 

3 Luasan Kawasan Kumuh 

Perkotaan 

% 2,21 1,9 1,94 1,84  

4 Berkurangnya jumlah unit 

RTLH (Rumah Tidak Layah 

Huni) 

% 91,70 93,34 91,95 98,22 7,34 

5 Persentase rumah yang di 

dukung oleh PSU 

% NA NA NA NA 12,47 

6 Terfasilitasinya 

pengembangan atau 

perluasan TPU dan 

meningkatnya kapasitas 

TPU 

% NA NA NA NA 25,48 

7 Cakupan lingkungan yang  

sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU 

% 96,16 58,71 75,37 85,38 NA 

8 Persentase Penyelesaian 

sengketa tanah garapan 

dalam daerah kota 

% 70 33 95,8 100 NA 

9 Permukiman yang tertata % NA NA NA NA 6,34 

10 Persentase  kawasan 

permukiman  kumuh 

dibawah 10 ha di 

kabupaten/kota yang 

ditangani 

% NA 57,00 58,02 58,81 82,97 

11 Jumlah perumahan yang 

sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, sarana dan 

Utilitas Umum) 

% NA 100,00 100,00 36,92 47,69 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.2024 
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Lingkungan permukiman yang sehat sangat bergantung pada 

keberadaan dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

(PSU). Beberapa elemen PSU yang mendukung terciptanya 

lingkungan permukiman yang sehat antaralain: Prasarana dasar 

(jalan dan aksesibilitas, sistem drainase, penerangan jalan utama); 

Sarana dasar (air bersih, sanitasi dan limbah, fasilitas kesehatan); 

Utilitas umum (listrik dan energi, telekomunikasi); Fasilitas umum 

dan sosial (ruang terbuka hijau, fasilitas pendidikan, fasilitas 

olahraga dan rekreasi), dan lain sebagainya. Capaian cakupan 

lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU di Kota Salatiga 

selama tahun 2019-2023 angkanya cukup fluktuatif, tertinggi terjadi 

di tahun 2019 mencapai 96,2%, namun di tahun 2023 turun menjadi 

47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh terbatasnya lahan untuk 

fasilitasi PSU di kawasan kumuh yang akan dikembangkan oleh 

Pemkot, dan sulitnya izin dari ahli waris yang menggunakan sistem 

tumpang. 

 

2.4.1.5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Ketenteraman Dan  

Ketertiban  Umum  Serta Perlindungan Masyarakat 

Kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan ketenteraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi 

menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, 

bencana, dan kebakaran. Kinerja terkait ketenteraman dan 

ketertiban umum dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran 

peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat 

penyelesaiannya. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) 

dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), serta persentase 

gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2019-2023 

di Kota Salatiga telah mencapai 100%. Sosialisasi yang baik, 

pemantauan yang konsisten, dan tindakan tegas terhadap 

pelanggaran merupakan kunci untuk memastikan bahwa aturan-

aturan tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat 

yang diharapkan bagi masyarakat.  

Kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah penanganan 

kebakaran, yang dilayani oleh unit pemadam kebakaran. 

Penanganan kebakaran perlu memperhatikan tingkat waktu tanggap 

(respon time) yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan 

pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Waktu 

yang dibutuhkan dalam respon time penanganan kebakaran dapat 

bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti lokasi kejadian, 

infrastruktur, dan kesiapan tim pemadam kebakaran. Namun, ada 
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standar umum yang sering digunakan untuk menilai efisiensi respon 

time pemadam kebakaran. Permen PU No. 20/PRT/M/2009 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Perkotaan mencantumkan bahwa unit 

pemadam kebakaran harus mampu mencapai lokasi dalam waktu 15 

menit di daerah yang lebih padat. Capaian indikator tingkat waktu 

tanggap (respon time) penanganan kebakaran di Kota Salatiga pada 

tahun 2019-2022 sudah mencapai 100%, namun terjadi penurunan 

pada tahun 2023 menjadi 88%.  

Ketersediaan sarana dan prasarana Damkar yang memadai 

pada tahun 2019-2023 baru mencapai 75%. Mobil kendaraan 

khusus Damkar (Ransus) di Kota Salatiga hanya ada 3 unit dengan 

kapasitas 3000-5000 liter. Mobil Ransus ini usianya sudah tua, perlu 

ada peremajaan dengan unit baru. Sudah ada nota kesepakatan 

dinas untuk pengadaan Ransus namun belum ada anggarannya.  

Secara rinci capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban 

umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 22.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol 

PP) Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Prosentase Penegakan Perda dan 

Per Ka Da 
%  100   100  100   100   95 

2 
Persentase gangguan Trantibum 

yang  dapat diselesaikan 
%  100   100   100   100  100  

3 
Presentase ketersediaan Sarana 

Prasarana Damkar yang memadai 
%  75   75  75  75   75 

4 
Tingkat Waktu Tanggap Daerah 

Layanan Wilayah Kebakaran 
%  81,81   52,60   64,16   78   88  

5 

Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran 

%  100   100  100   100   100  

6 

Persentase pelayanan 

penyelamatan  dan evakuasi  

korban kebakaran 

%  75   75  75  75   75 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.2024 

 

Kinerja penanganan bencana terlihat dari beberapa indikator 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian indikator persentase 

warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 

pada tahun 2023 di Kota Salatiga sudah mencapai 100%. Indikator 

lainnya yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan persentase 

warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi 
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korban bencana, pada tahun 2023 capaiannya juga sudah mencapai 

100%. 

 

Tabel 2. 23.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub 

Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Prosentase Warga Negara 

yang  memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 

(SPM) 

%  100   100   100   100   100  

  orang       37.703  37.863  

2 

Prosentase warga negara 

yang  memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana (SPM) 

%  100   100   100   100   100  

  orang NA NA NA 394  754  

 3 

Prosentase warga negara 

yang  memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

(SPM) 

%   100 

  100   100   100 

 100  

  orang       3.709  4.609  

4 

Prosentase Kecukupan 

Sarana dan Prasarana, 

peralatan pendukung 

penanggulangan bencana 

dan logistik 

%   NA    NA   NA     NA  30  

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.1.6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Sosial 

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat 

kota/kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan 

Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, 

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan 

Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Beberapa kewenangan 

tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan dapat 

diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator. 

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi sebuah pekerjaan rumah 

yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. PPKS 

merupakan individu atau kelompok yang memerlukan bantuan dan 

dukungan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial. Mereka 

dapat berasal dari berbagai latar belakang dan menghadapi berbagai 



 II-95 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

jenis masalah yang menghambat kemampuan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kualitas hidup yang lebih 

baik. Kategori utama dari PPKS menurut Permensos Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

antaralain: anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang 

berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan 

kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan 

atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan 

khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, 

gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas 

warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban 

trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah 

sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, 

perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah 

sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. 

Capaian persentase PPKS yang dibina di Kota Salatiga pada 

tahun 2023 sudah cukup baik yaitu sebesar 93,02%. Lebih lanjut, 

persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, yang 

memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, tahun 2023 capaiannya 

sudah sebesar 100%. Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian 

upaya yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok 

yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali berfungsi secara 

optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa komponen 

penting dalam rehabilitasi sosial untuk PPKS yaitu: asesmen 

kebutuhan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, layanan 

psikososial, pemulihan sosial, bimbingan dan konseling, penyuluhan 

dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuan utama dari 

rehabilitasi sosial adalah membantu PPKS mencapai kesejahteraan 

sosial yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan 

mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Secara rinci 

capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 24.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Sosial Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Persentase Terbentuknya 

Lembaga Puskesos 
% NA   NA  NA    NA  89,36 

2 
Persentase LKS/LKSA yang  

telah mengikuti Assesment 
% NA    NA   NA  NA   37,04 

3 Persentase PPKS yang  dibina % NA NA NA NA 93,02 
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 

Presentase Warga Negara 

penyandang  disabilitas terlantar 

yang memperoleh rehabilitasi 

sosial di luar panti 

% 

NA NA NA NA 

100 

5 

Presentase anak terlantar yang  

memperoleh rehabilitasi sosial di 

luar panti 

% 

NA NA NA NA 

100 

6 

Presentase Warga Negara lanjut 

usia terlantar yang  memperoleh 

rehabilitasi sosial di luar panti 

% NA NA 100 100 100 

7 

Presentase Warga Negara Tuna 

Sosial (gelandangan dan 

pengemis) yang memperoleh 

rehabilitasi sosial di luar panti 

sosial 

% NA NA 100 100 100 

8 
Persentase Data Fakir Miskin 

yang  divalidasi 
% NA NA NA NA 96,81 

9 

Presentase Warga Negara 

korban bencana kabupaten/kota 

yang memperoleh perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat 

dan setelah bencana bagi 

korban bencana kabupaten/kota 

% NA NA 100 100 100 

10 

Presentase Warga Negara 

korban bencana kabupaten/kota 

yang memperoleh perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat 

dan setelah tanggap darurat 

bencana bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

% NA NA 100 100 100 

11 
Cakupan Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 
% NA NA NA NA 100 

Sumber: Dinas Sosial Kota Salatiga.2024 

 

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan 

adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial secara lebih dekat dan efektif kepada 

masyarakat di lingkungan kelurahan. Puskesos berfungsi sebagai 

pusat pelayanan terpadu yang memudahkan akses masyarakat 

terhadap berbagai bentuk bantuan dan dukungan sosial. Capaian 

indikator persentase terbentuknya Lembaga Puskesos tahun 2023 di 

Kota Salatiga sebesar 89,36%. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pergantian pengurus atau anggota Puskesos tingkat kelurahan.  

Puskesos tingkat kelurahan berperan penting dalam mendekatkan 

layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, memastikan 

bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan meningkatkan 

kualitas hidup warga di lingkungan kelurahan. 
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2.4.2. Urusan Pemerintahan  Wajib Yang  Tidak Berkaitan  Dengan  

Pelayanan  Dasar 

2.4.2.1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Tenaga Kerja 

Kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten terkait dengan 

Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga 

kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 

berdasarkan klaster kompetensi dirancang untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dalam bidang tertentu 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Klaster kompetensi 

mengelompokkan keterampilan berdasarkan jenis pekerjaan atau 

industri, sehingga pelatihan lebih terfokus dan relevan dengan 

pekerjaan yang akan dijalani. Capaian persentase pendidikan dan 

pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster 

kompetensi tahun 2023 di Kota Salatiga sebesar 100%. Melalui 

adanya pendidikan dan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, 

pencari kerja dapat lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan 

memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai dengan keahlian mereka. 

Lebih lanjut, tenaga kerja bersertifikat kompetensi tidak dapat 

diremehkan karena memberikan manfaat yang signifikan baik bagi 

individu maupun organisasi. Capaian indikator tenaga kerja yang 

bersertifikat kompetensi tahun 2023 sebesar 100%. Tenaga kerja 

bersertifikat kompetensi sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme, kepercayaan dan kredibilitas, 

keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktivitas, dan 

daya saing di pasar kerja. 

Kewenangan lain dalam bidang ketenagakerjaan oleh 

Pemerintah Kota Salatiga yaitu terkait penyelesaian kasus 

perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian kasus perselisihan 

hubungan industrial merupakan proses atau mekanisme yang 

digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau 

perselisihan yang terjadi antara pihak pekerja (atau serikat pekerja) 

dengan pihak pengusaha dalam konteks hubungan kerja di suatu 

perusahaan atau industri. Perselisihan ini bisa mencakup berbagai 

isu, seperti kondisi kerja, upah, hak-hak pekerja, pemutusan 

hubungan kerja (PHK), dan lain-lain. Capaian persentase 

penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial di Kota 

Salatiga pada tahun 2022 sebesar 66,67%, namun capaiannya 

kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 100%. 
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Secara rinci capaian kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. 25.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator 
Satu

an 

Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Pendidikan 

dan Pelatihan 

Keterampilan bagi 

Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster 

Kompetensi 

% 100 100 25 87,5 100,00 

2 Persentase Tenaga 

Kerja yang  bersertiĜkat 

kompetensi 

% NA 0,03 0,03 0,27 100,00 

3 Persentase Realisasi 

Kegiatan Bursa Tenaga 

Kerja 

% NA NA NA 126,67 160,00 

4 Persentase 

penyelesaian kasus 

perselisihan hubungan 

industrial 

% NA 100,00 100,00 66,67 100,00 

5 Prosentase Perusahaan 

yang  menerapkan tata 

kelola yang  layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta 

BPJS Ketenagakerjaan) 

% NA 100,00 41,58 22,72 90,29 

6 Persentase  kegiatan 

yang dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana 

tenaga kerja 

% NA 44,44 46,15 100,00 100,00 

7 Persentase Tenaga 

Kerja  BersertiĜkal 

Kompetensi 

% NA 0,03 0,03 0,27 100,00 

8 Tingkat  Produktivitas 

Tenaga Kerja 

 
tad 93.119.849,49 94.444.936,00 9.059.639.520,00 10.095.036.011,80 

9 Persentase Tenaga 

kerja yang  ditempatkan 

(dalam dan luar negeri) 

melalui  mekanisme 

layanan Antar Kerja 

dalam  wilayah 

kabupaten / kota 

% 31,70 96,15 95,71 96,76 75,15 

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pemberdayaan 

Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak 

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah memiliki 6 sub urusan yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Enam sub urusan 

tersebut adalah: (1) Kualitas Hidup Perempuan; (2) Perlindungan 

Perempuan; (3) Kualitas Keluarga; (4) Sistem Data Gender dan Anak; 

(5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan (6) Perlindungan Khusus Anak. 

Indikator-indikator yang secara umum menggambarkan 

keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan 

Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan juga 

menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Selain indikator utama tersebut, pengukuran keberhasilan urusan 

ini juga dapat dilihat dari indikator-indikator 

pembentuk/pendukung indikator utama. 

Kota Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas 

kehidupan dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan 

perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan 

kesetaraan gender menjadi arus utama. Capaian kinerja indikator 

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih rendah, 

terlihat dari persentase perempuan di lembaga legislatif sebesar 24% 

pada tahun 2021-2023. 

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, masih 

terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan. Rasio kekerasan 

terhadap perempuan di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 

cukup fluktuatif, namun dua tahun terakhir angkanya justru naik 

menjadi 14,13% (tahun 2022) dan 19,78% (tahun 2023). Kekerasan 

terhadap perempuan tersebut sering terjadi karena masalah ekonomi 

pada keluarga kurang mampu. 

Pemenuhan hak anak terlihat dari indikator skor capaian Kota 

Layak Anak (KLA). Hak-hak anak mencakup berbagai aspek 

kehidupan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan 

mereka secara holistik seperti: Hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup, dan perkembangan; Hak untuk perlindungan; Hak untuk 

partisipasi; Hak sipil dan kebebasan. Kota Layak Anak (KLA) 

merupakan suatu konsep dan inisiatif yang bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah, aman, dan 

mendukung perkembangan anak-anak. Konsep ini menekankan 

pentingnya peran pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai 

pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan bahwa hak-hak 

anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi di tingkat lokal. Skor 

capaian KLA di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 cenderung 

mengalami kenaikan, tahun 2019 memperoleh skor 606,50 dan 

tahun 2023 memperoleh skor 611. Implementasi KLA yang efektif 
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memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang 

terlibat. 

Secara rinci capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2. 26.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023   

No Indikator  
Satu

an 

Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Kelembagaan 

PUG Aktif 

% 100,00  100,00  100,00  100,00   100,00  

2 Persentase ARG pada 

belanja langsung APBD 

%  -  4,24   3,70   3,80   4,24  

3 Persentase Perangkat 

Daerah yang 

melaksanakan PPRG 

% 100,00  100,00  00,00  100,00   100,00  

4 Persentase perempuan di 

lembaga legislative 

%  20,00   20,00   24,00   24,00   24,00  

5 Persentase perempuan 

korban kekerasan yang 

ditangani sesuai standart 

% 100,00  100,00  100,00  100,00   100,00  

6 Rasio Kekerasan terhadap 

perempuan 

%  0,01   26,70   14,13   14,13   19,78  

7 Persentase Perangkat 

Daerah yang berkontribusi 

dalam sistem data gender 

dan anak 

% 100,00  100,00  100,00  100,00   100,00  

8 Persentase anak yang 

terlibat dalam kegiatan 

anak 

% - - - -  6,79  

9 Persentase anak korban 

kekerasan 

%  0,02   0,02   0,04   0,02   0,02  

10 Score capaian Anugerah 

Parahita Ekapraya (APE) 

kateg

ori 

madya madya madya -  nindya 

11 Score capaian Kota Layak 

Anak (KLA) 

nilai 606,50  - 607,35  607,35   611,00  

 IKK       

1 Persentase ARG pada 

belanja langsung APBD 

% - - 4,001 7,156 4,236 

2 Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani  

instansi terkait kabupaten 

% 100 100 100 100 100 

3 Rasio kekerasan terhadap  

perempuan, termasuk 

TPPO (per 100.000  

penduduk perempuan) 

% 0,005 0,01 0,01 0,02 26,70 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.2024 
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2.4.2.3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan, yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun 

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan 

baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki 

kewenangan dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan 

adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan 

lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka 

stabilisasi pasokan dan harga. 

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan 

pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi 

pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi 

pangan yang aman beragam, bergizi dan seimbang, serta 

meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam 

mendukung ketahanan pangan. 

Pangan Segar Aman merujuk pada produk pangan yang dalam 

kondisi segar dan telah melalui proses yang memastikan 

keamanannya untuk dikonsumsi. Ini berarti pangan tersebut bebas 

dari kontaminan fisik, kimia, dan biologi yang dapat membahayakan 

kesehatan konsumen. Memastikan pangan segar yang aman 

melibatkan berbagai langkah mulai dari produksi, penanganan, 

penyimpanan, hingga distribusi. Capaian persentase Pangan Segar 

Aman di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 nilainya fluktuatif, 

namun cenderung mengalami kenaikan. Persentase Pangan Segar 

Aman pada tahun 2019 sebesar 74,69%, kemudian naik menjadi 

85% pada tahun 2023. Keamanan pangan adalah tanggung jawab 

bersama antara produsen, pemerintah, dan konsumen. 

Secara rinci capaian kinerja urusan Pangan di Kota Salatiga 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 27.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pangan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Indeks Ketahanan 

Pangan (IKP) 

% 84,79 82,64 85,55 87,39 94,2 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

2 Prevalensi 

Ketidakcukupan 

Konsumsi Pangan 

skor 

PoU 

5,79 6,54 6.89 5,97 5,83 

3 Penyediaan 

Infrastruktur Pangan 

% NA NA NA NA 100 

4 Ketersediaan dan 

penyaluran pangan 

pokok  dan pangan 

lainnya 

% 100 100 100 100 100 

5 Persentase Pangan 

segar aman 

% 74,69 64 70 85 85 

6 Persentase 

ketersediaan pangan  

(Tersedianya 

cadangan beras/ 

jagung sesuai 

kebutuhan) 

% 31,3 20,6 19,2 95 100 

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pertanahan 

Kewenangan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 

Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian 

dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, 

serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 

dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang 

lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah 

tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan 

pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) 

Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan 

tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. 

Secara rinci capaian kinerja urusan pertanahan di Kota 

Salatiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 28.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pertanahan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase bidang  tanah yang  terdata 

dan terpetakan 

% NA NA NA NA 70 

2 Persentase data rupa bumi yang  tersedia % NA NA NA NA 200 

3 Persentase pensertiĜkatan tanah hasil 

pengadaan, PSU, dan TPU 

% NA NA NA NA 47 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=978328e9affd208fJmltdHM9MTcyMTc3OTIwMCZpZ3VpZD0yOTE0NTViMS05NzEyLTYzZjUtMTU2Ni00MWZmOTY0NDYyNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=291455b1-9712-63f5-1566-41ff96446259&psq=prevalence+of+undernourishment+pou+adalah&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL2lkL3N0YXRpc3RpY3MtdGFibGUvMi9NVFEzTXlNeS9wcmV2YWxlbnNpLWtldGlkYWtjdWt1cGFuLWtvbnN1bXNpLXBhbmdhbi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=978328e9affd208fJmltdHM9MTcyMTc3OTIwMCZpZ3VpZD0yOTE0NTViMS05NzEyLTYzZjUtMTU2Ni00MWZmOTY0NDYyNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=291455b1-9712-63f5-1566-41ff96446259&psq=prevalence+of+undernourishment+pou+adalah&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL2lkL3N0YXRpc3RpY3MtdGFibGUvMi9NVFEzTXlNeS9wcmV2YWxlbnNpLWtldGlkYWtjdWt1cGFuLWtvbnN1bXNpLXBhbmdhbi5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=978328e9affd208fJmltdHM9MTcyMTc3OTIwMCZpZ3VpZD0yOTE0NTViMS05NzEyLTYzZjUtMTU2Ni00MWZmOTY0NDYyNTkmaW5zaWQ9NTE4Mg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=291455b1-9712-63f5-1566-41ff96446259&psq=prevalence+of+undernourishment+pou+adalah&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL2lkL3N0YXRpc3RpY3MtdGFibGUvMi9NVFEzTXlNeS9wcmV2YWxlbnNpLWtldGlkYWtjdWt1cGFuLWtvbnN1bXNpLXBhbmdhbi5odG1s&ntb=1
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 Cakupan ketersediaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum 

% NA NA NA NA 275 

5 Persentase peningkatan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

% NA NA NA NA 45 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Lingkungan  Hidup 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi 

kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ 

Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan 

Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 

4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 

B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) 

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan 

lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) 

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan 

Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kualitas lingkungan hidup di sebuah wilayah adalah Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH adalah salah satu cara untuk 

mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas 

lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk 

membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah 

dengan wilayah lain. IKLH Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 

capaiannya fluktuatif. Capaian IKLH tertinggi terjadi pada tahun 

2022 sebesar 61,34%, namun menurun di tahun 2023 menjadi 

58,37%. Penyebab penurunan ini karena tidak proporsionalnya 

pertumbuhan kegiatan/usaha penghasil polusi udara/emisi 

terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas RTH;  Peningkatan 

jumlah usaha penghasil limbah cair yang sebagian pengelolaan 

limbahnya belum dilakukan dengan baik dan benar. 

Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat di bidang 

lingkungan hidup, capaian indikator Persentase pengaduan 

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan  

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, sudah mencapai 100% dari 

tahun 2019-2023. Namun demikian, persentase ketaatan 
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan 

lingkungan di tahun 2023 masih rendah yaitu sebesar 56,31%. 

Ketaatan terhadap persetujuan lingkungan adalah aspek kunci 

dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Ini 

melibatkan komitmen untuk mematuhi semua regulasi yang 

berlaku, menerapkan praktik-praktik manajemen lingkungan yang 

baik, dan secara aktif memantau serta melaporkan dampak 

lingkungan dari kegiatan usaha. Dengan demikian, penanggung 

jawab usaha tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga 

memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. 

Capaian penanganan sampah di Kota Salatiga selama tahun 

2019-2023 memang mengalami kecenderungan meningkat, tetapi 

angkanya masih di bawah 80%. Persentase penanganan sampah 

pada tahun 2019 sebesar 74,12% dan tahun 2023 meningkat 

menjadi 77,54%. Lebih lanjut, pengurangan sampah perkotaan 

merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang 

dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Ini penting untuk 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat 

sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Beberapa 

strategi dan langkah yang dapat diambil untuk mengurangi sampah 

perkotaan antaralain: pengurangan di sumbernya, daur ulang dan 

pemisahan sampah, pengolahan sampah organik, pengurangan 

sampah plastik, dan lain sebagainya. Capaian persentase 

pengurangan sampah perkotaan di Kota Salatiga masih tergolong 

rendah, pada tahun 2019 sebesar 17,81% dan sedikit meningkat di 

tahun 2023 menjadi 19,70%. Kesadaran masyarakat dalam 

mengelola sampah masih kurang. 

Secara rinci capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 29.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 IKPLHD Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 KLHS Dokumen 1,00 - - - 2,00 

3 Pemantauan Status 

Mutu Air 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Ketersediaan laboratorium 

Penelitian Lingkungan 

unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Persentase peningkatan 

sarana prasarana 

laboratorium 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 Presentase Konservasi 

Lahan 

% - - - - 5,00 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

7 Persentase Konservasi 

Sumber Mata Air 

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

8 Persentase ruang terbuka 

hijau 

% 15,70 15,72 15,75 17,00 17,00 

9 Persentase penyimpanan 

limbah 

% 45,24 69,05 45,00 50,00 100 

10 Persentase penyimpanan 

dan atau pengangkutan 

limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan 

% 64,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11 Persentase kegiatan 

penegakan hukum 

lingkungan 

% 100,00 81,00 - 100,00 42,85 

12 Persentase Ketaatan 

penanggung jawab 

usaha dan atau kegiatan 

terhadap persetujuan 

% - - 47,54 5,66 56,31 

13 Persentase pengaduan 

masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan 

/atau perusakan 

lingkungan hidup yang 

ditindaklanjuti 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 Persentase tersusunnya 

dokumen IGRK 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15 Jumlah Penghargaan 

lingkungan hidup tingkat 

kabupaten 

buah 25 29 30 48 54 

16 Persentase penghargaan 

lingkungan tingkat 

kabupaten/kota 

% 15,6 18,00 18,75 30,625 34,375 

17 Persentase penerima 

penghargaan tingkat 

Kabupaten/ Kota yang 

difasilitasi untuk 

penghargaan tingkat 

Provinsi 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

18 Peningkatan Kapasitas 

Pemahaman Lingkungan 

Hidup 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

19 Persentase Pengurangan 

Sampah Perkotaan 

% 17,81 17,76 17,76 18,90 19,70 

20 Persentase Penanganan 

Sampah 

% 74,12 70,24 72,03 77,53 77,54 

21 Persentase Pengangkutan 

Sampah 

% 74,12 70,24 72,03 77,53 77,54 

 IKK       

1 Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) Kab/Kota 

Nilai 60,33 60,88 58,65 61,34 58,37 

2 Terlaksananya 

pengelolaan sampah 

% 90,39 88,50 89,78 96,44 96,8 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

di wilayah Kab/Kota 

3 Ketaatan 

penanggung jawab 

usaha dan/atau 

kegiatan terhadap 

izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

% - 76.67 41,54 5,66 7,69 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Administrasi 

Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil 

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hak asasi 

penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum. 

Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk 

membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. 

Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan 

adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun 

disalahgunakan. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. 

Perubahan tersebut merupakan perubahan yang mendasar di bidang 

Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan 

kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan 

ketunggalan NIK. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota 

dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah meliputi 4 sub urusan, yaitu: 

Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan; dan Profil Kependudukan. 

Capaian persentase perekaman KTP elektronik di Kota Salatiga 

selama tahun 2019-2023 sudah cukup baik. Perekaman KTP 

elektronik tahun 2019 sebesar 95,60 dan di tahun 2023 mencapai 

99,22%. Capaian tersebut memang belum mencapai 100% 

dikarenakan ada beberapa penduduk pindah domisili tidak 

mencabut dokumen Adminduk, tetapi di tempat baru membuat 
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dokumen penduduk baru, ini terjadi sebelum SIAK Terpusat tahun 

2020. 

Pemerintah mempunyai Program Percepatan Kepemilikan Akta 

Kelahiran untuk mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melaksanakan berbagai 

upaya dan inovasi layanan. Kepemilikan akta kelahiran 

membuktikan secara hukum keberadaan anak dalam suatu negara. 

Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu 

program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta 

kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung 

percepatan terkait cakupan kepemilikan akta kelahiran di daerah 

dalam mencapai standar nasional terkait kepemilikan akta 

kelahiran. Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Salatiga 

selama tahun 2019-2023 sudah cukup baik dan cenderung 

mengalami peningkatan. Kepemilikan akta kelahiran tahun 2019 

sebesar 93,60% dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 99,08%. 

Database kependudukan adalah sistem yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait penduduk 

suatu wilayah atau negara. Data ini mencakup informasi demografis 

yang penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

pelayanan publik. Ketersediaan database kependudukan yang 

akurat dan dikelola dengan baik menjadi fondasi penting bagi tata 

kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang efisien, dan 

perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengatasi 

tantangan dalam pengelolaannya, pemerintah dapat memastikan 

bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar 

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Capaian ketersediaan database kependudukan di Kota 

Salatiga selama tahun 2019-2023 sudah mencapai 100%. 

Secara rinci capaian kinerja urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2. 30.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cakupan penduduk  

perekaman KTP-el 

% 95,60 97,56 94,32 96,26 99,22 
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

2 Persentase penerbitan KIA 

0-5  th 

% - - - - 99,68 

3 Persentase penerbitan akta 

kelahiran 0-5  th 

% - - - - 99,68 

4 Persentase Akta 

Perkawinan non muslim 

% 100 100 100 100 100 

5 Ketersediaan database 

kependudukan 

% 100 100 100 100 100 

6 Persentase anak usia 0-17 

tahun kurang 1 (satu) hari 

yang memiliki KIA 

% - 76,22 75,12 81,74 83,84 

7 Kepemilikan akta kelahiran % 93,60 98,51 97,63 99,07 99,08 

8 Jumlah OPD yang telah 

memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan 

perjanjian kerjasama 

% 33,33 33,33 3,33 3,125 40,63 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.7. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pengendalian Penduduk  

Dan  Keluarga Berencana 

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan urusan 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota terbagi dalam 3 

sub urusan, yaitu: Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana 

(KB); dan Keluarga Sejahtera. 

Pengendalian penduduk merupakan upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola pertumbuhan 

dan distribusi penduduk guna mencapai kesejahteraan masyarakat 

dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mengukur efektivitas program 

dan kebijakan pengendalian penduduk, pemerintah biasanya 

menggunakan beberapa indikator seperti yang dijabarkan di bawah 

ini. 

Angka Kelahiran Khusus atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 

untuk kelompok usia 15 sampai 19 tahun merupakan indikator 

demografis yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup yang terjadi 

pada wanita dalam kelompok usia tersebut per 1.000 wanita. ASFR 

membantu dalam memahami pola kesuburan dalam berbagai 

kelompok usia dan sering digunakan untuk mengidentifikasi tren 

dan kebutuhan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. ASFR usia 

15-19 tahun di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 cenderung 

mengalami kenaikan, angka ASFR tertinggi terjadi di tahun 2022 

sebesar 9 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Dengan 

memahami dan memantau ASFR untuk kelompok usia 15-19 tahun, 
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pembuat kebijakan dan penyedia layanan dapat merancang 

intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi kehamilan remaja 

dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan remaja 

perempuan. 

Unmetneed atau kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah 

istilah dalam konteks kesehatan reproduksi yang merujuk pada 

perempuan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan 

tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mengatur atau 

membatasi kelahiran yang tidak tercapai karena berbagai alasan. 

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak 

terpenuhi atau Unmetnned di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 

cukup fluktuatif, dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 

yaitu sebesar 15,34%. Capaian Unmetnned tahun 2023 menurun 

menjadi 14,19%. Penyebab masih terdapat Unmetnned tersebut 

karena masih banyak masyarakat Kota Salatiga yang menggunakan 

KB tradisional seperti KB kalender, pijat, jamu. Unmetnned menjadi 

tantangan penting dalam kesehatan reproduksi yang membutuhkan 

perhatian serius dari pembuat kebijakan, penyedia layanan 

kesehatan, dan masyarakat. Dengan mengatasi faktor-faktor yang 

menyebabkan unmetneed, kita dapat meningkatkan kesehatan 

reproduksi, mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan, dan 

meningkatkan kesejahteraan perempuan. 

Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah salah satu program 

yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk 

memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga dalam 

mengasuh dan mendidik anak usia balita (0-5 tahun) guna 

mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, baik secara fisik, 

mental, emosional, dan sosial. Program BKB biasanya dilaksanakan 

oleh kader-kader BKB yang telah dilatih oleh BKKBN. Mereka bekerja 

di tingkat desa/kelurahan untuk memberikan layanan dan 

dukungan langsung kepada keluarga dengan balita. Kader BKB juga 

berkolaborasi dengan posyandu, puskesmas, dan institusi 

pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan BKB. 

Capaian cakupan anggota BKB yang ber-KB di Kota Salatiga selama 

tahun 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan, dimana tahun 

2019 sebesar 85,06% dan meningkat menjadi sebesar 96,8% di 

tahun 2023.  

Secara rinci capaian kinerja urusan pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. 31.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cakupan Pembinaan 

kebijakan dan strategi 

pengendalian penduduk  

(penyusunan Grand  

Design, ProĜl/Parameter 

dan Proyeksi Penduduk) 

% 
   

80 100 

2 Angka kelahiran 

berdasarkan kelompok 

usia per 1000 

perempuan (ASFR) usia 

15-19  tahun. 

per 1000 

perempuan 

usia 15-19  

thn 

1,15 1,05 0,92 9 8,8 

3 Cakupan penyediaan 

informasi data mikro 

keluarga di setiap 

desa/kelurahan 

% 100 100 100 100 100 

4 Cakupan PUS yang  

istrinya di bawah 20  

tahun 

% 0,37 0,67 0,39 1,8 0,17 

5 Median Usia Kawin 

Pertama Perempuan 

(MUKP) 

Tahun 
    

27,0 

6 Rasio akseptor KB baru % 79,96 48,11 87,16 75,0 99,70 

7 Cakupan peserta KB 

aktif 

% 72,88 71,27 71,9 85 67,46 

8 Rasio Penyuluh 

Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB) 

rasio 2,3:1 2,3:1 2,3:1 2,3:1 2,3:1 

9 Angka pemakaian 

kontrasepsi/CPR bagi 

perempuan menikah 

usia 15-49 

% 72,88 71,27 71,9 78,4 67,46 

10 Cakupan PUS yang  

ingin ber KB tidak 

terpenuhi (Unmetneed) 

% 12,42 15,34 14,20 11 14,19 

11 Persentase Penggunaan 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang  (MKJP) 

% 26,38 26,75 27,57 28,39 26,28 

12 Persentase Fasilitas 

Kesehatan yang  siap 

melayani KB MKJP 

% 100 87 90 90 100 

13 Rasio Pembantu 

Pembina Keluarga 

Berencana Desa 

(PPKBD) 

rasio 1:1 1:1,96 1:2 1:2 1:1,95 

14 Cakupan Balita/ Anak  

dengan Tumbuh 

Kembang  sesuai 

dengan Kartu Kembang  

Anak  (KKA) 

% 100 86,58 89 90 90 

15 Cakupan Perkawinan 

Usia di Bawah 21  tahun 

% 0,84 0,67 0,29 1,6 0,71 
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

16 Cakupan Kader BKB 

yang  Terlatih 

% 66,67 82,83 66 87 71,38 

17 Cakupan Anggota Bina 

Keluarga Balita (BKB) 

yang  ber-KB 

% 85,06 75 82 83 96,8 

18 TFR (Angka Kelahiran 

Total) 

% 1,75 1,55 1,90 1,84 1,81 

19 Persentase pemakaian 

kontrasepsi  Modern 

(Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

% 67,84 71,27 71,90 64,65 63,66 

20 Persentase kebutuhan 

ber-KB  yang  tidak 

terpenuhi (unmet need) 

% 12,42 15,34 14,20 20,54 14,19 

Sumber:  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.8. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perhubungan 

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) 

Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Sub urusan yang ditangani di 

Kota Salatiga yaitu terkait LLAJ. 

Layanan angkutan darat merupakan salah satu komponen 

utama dalam sistem transportasi, yang mencakup berbagai jenis 

moda transportasi yang beroperasi di jalan raya. Layanan ini penting 

untuk mobilitas orang dan barang, serta mendukung kegiatan 

ekonomi dan sosial. Jenis layanan angkutan darat terdiri atas 

Angkutan Penumpang (bus, angkot, taksi, transportasi online), dan 

Angkutan Barang (truk, pick-up, kargo). Capaian persentase layanan 

angkutan darat di Kota Salatiga sebesar 27,50% pada tahun 2023. 

Hal ini dikarenakan fasilitas dan sistem angkutan darat belum 

memadai. Selain itu ada kecenderungan masyarakat untuk beralih 

dari penggunaan layanan angkutan umum ke kendaraan pribadi dan 

atau ke angkutan online. 

Rasio konektivitas kabupaten/kota menjadi suatu ukuran 

yang menggambarkan tingkat aksesibilitas atau keterhubungan 

suatu daerah dengan daerah lainnya, baik melalui jaringan 

transportasi darat, udara, maupun air. Rasio ini biasanya dihitung 

untuk mengukur seberapa baik infrastruktur transportasi yang 

dimiliki suatu wilayah dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, 

dan pembangunan secara keseluruhan. Capaian rasio konektivitas 

kabupaten/kota di Salatiga selama tahun 2019-2023 cenderung 

mengalami kenaikan, di tahun 2020 sebesar 0,71% dan meningkat 



 II-112 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

menjadi 0,81% di tahun 2023. Upaya meningkatkan infrastruktur 

transportasi dan mengatasi tantangan yang ada, maka diharapkan 

dapat memperbaiki konektivitas yang berdampak positif pada 

pembangunan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup penduduk. 

Secara rinci capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 32.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perhubungan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Rambu-rambu 

Terpasang 

% 100 100 100 100 77 

2 Persentase Layanan 

angkutan Darat 

% N/A N/A N/A N/A 27.50 

3 Persentase Kelaikan 

Kendaraan Bermotor 

 

 

% 80 

 

81,55 

 

81,55 

 

60,11 

 

61,19 

 

 IKK       

1 Rasio Konektivitas 

Kabupaten/Kota 

Rasio NA 0.71 0.67 0.81 0.81 

2 Kinerja Lalu Lintas 

Kabupaten/Kota 

Rasio NA 0.31 0.30 0.33 0.39 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.9. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Komunikasi  Dan 

Informatika 

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan 

bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang 

berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia, 

baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis 

dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, 

segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, 

instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, 

semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat 

ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, 

virtual, serta personal. Dengan demikian kecepatan kinerja akan 

meningkat. 

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan 

informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk 
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memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 

data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, 

yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government)  sangat penting 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya 

dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, 

dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta 

dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai 

amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia.  

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden tersebut 

penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di daerah sangat 

erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan 

informasi daerah. Capaian persentase OPD di Kota Salatiga yang 

terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas 

Kominfo sudah mencapai 100% dari tahun 2019-2023. Begitu juga 

dengan capaian persentase layanan publik yang diselenggarakan 

secara online dan terintegrasi, sudah mencapai 100% pada tahun 

2022 dan 2023. 

Secara rinci capaian kinerja urusan komunikasi dan 

informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 33.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Prosentase masyarakat yang  

menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program prioritas 

pemerintah dan pemerintah 

daerah 

% 
 

100 100 100 100 

2 Prosentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang  

terhubung dengan akses 

internet yang  disediakan oleh 

Dinas Kominfo 

% 
 

100 100 100 100 

3 Prosentase pelayanan publik  

yang  diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi 

 

% 

 
100 52,05 100 100 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.2024 
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2.4.2.10. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Koperasi, Usaha Kecil, 

Dan  Menengah 

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memiliki 7 sub urusan yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuh sub urusan 

tersebut, yaitu (1) izin usaha simpan pinjam; (2) pengawasan dan 

pemeriksaan; (3) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (5) pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi; (6) pemberdayaan usaha menengah, usaha 

kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan (7) pengembangan UMKM. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi 

memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Kondisi Koperasi yang diikuti peningkatan koperasi aktif dan 

sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus tumbuh dan 

berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya kemandirian 

masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah yang mandiri 

dan berdikari. Capaian persentase koperasi aktif di Kota Salatiga 

tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif bahkan mengalami 

penurunan, capaian tertinggi ada di tahun 2019 sebesar 84,45% dan 

capaian terendah ada di tahun 2022 sebesar 52,54%. Persentase 

koperasi aktif tahun 2023 sedikit mengalami kenaikan menjadi 

52,57%. Rendahnya koperasi kategori aktif tersebut disebabkan 

masih ada koperasi yang sudah tidak beroperasi namun sulit 

dibubarkan karena koperasi bermasalah dan rumitnya masalah 

pembubaran. 

Lebih lanjut, persentase KSP/USP koperasi sehat tahun 

2019-2020 cenderung mengalami tren kenaikan, tahun 2019 

sebesar 7,80%, dan meningkat di tahun 2022 sebesar 10,75% serta 

di tahun 2023 sebesar 11,95%. Walaupun trendnya mengalami 

kenaikan, capaian persentase KSP/USP koperasi sehat juga masih 

tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya 

koperasi di Kota Salatiga dalam hal tata kelola, profil risiko, kinerja 
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keuangan, dan permodalan koperasi. Daya saing koperasi masih 

lemah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. 

Peningkatan jumlah UMKM akan mendorong tumbuhnya 

lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong 

pergerakan roda perekonomian daerah. Pameran promosi produk 

merupakan alat pemasaran yang sangat berharga bagi UMKM. 

Dengan perencanaan yang baik dan strategi yang efektif, UMKM 

dapat memanfaatkan pameran untuk meningkatkan visibilitas 

merek, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan umpan balik 

yang berharga dari pasar. Meskipun terdapat tantangan, manfaat 

jangka panjang dari pameran dapat signifikan bagi pertumbuhan 

dan kesuksesan UMKM. Capaian persentase UMKM yang telah 

mengikuti pameran promosi produk di Kota Salatiga tahun 2019-

2023 tergolong rendah, angka tertinggi ada di tahun 2023 sebesar 

7,72%. Faktanya Belum banyak UMKM yang memiliki produk 

dengan standar modern market di Kota Salatiga. 

Secara rinci capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan 

menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 34.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Koperasi yang  

berkualitas 

% 49,65 53,97 46,94 64,00 70,65 

2 Persentase koperasi yang  telah 

dilakukan penilaian kesehatan 

% 38,29 37,58 42,11 43,10 67,39 

3 Persentase pengelola koperasi 

yang  mengikuti pelatihan 

% 52,50 28,30 21,86 55,42 85,60 

4 Persentase Akses pasar anggota 

koperasi 

% NA NA NA NA 25,00 

5 Persentase UMKM yang  

mendapatkan akses pembiayaan 

% NA NA 29,58 11,57 25,31 

6 Persentase Usaha Mikro yang  

menjadi Wirausaha 

% NA 100,00 100,00 30,21 40,12 

7 Persentase UMKM yang telah 

mengikuti pameran promosi 

produk 

% 4,00 0,59 0,53  

6,62 

 

7,72 

8 Persentase usaha mikro dan kecil 

yang dibina 

% 48,88 60,00 79,11  

84,55 

 

83,59 

9 Persentase koperasi aktif % 84,45 53,59 70,00 52,54  52,57  
10 Persentase koperasi yang memiliki 

ijin simpan pinjam 

% 15,00 28,57 31,58 43,01  43,48  

11 Persentase KSP/USP koperasi 

sehat 

% 7,80 7,80 6,14 10,75  11,95  

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kota Salatiga.2024 
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2.4.2.11. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Penanaman  Modal 

Menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 

penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel 

pendukung yang sangat penting. Kehadiran investor baik 

internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan 

modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, 

penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan 

multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Rasionalnya 

semakin banyak nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) maka semakin 

menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki 

daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan 

investasinya di daerah. 

Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN di Kota 

Salatiga tahun 2022 mencapai 390,31 milyar rupiah dan meningkat 

nilainya menjadi 516,39 milyar rupiah di tahun 2023. Lebih lanjut, 

capaian persentase kenaikan jumlah minat investasi berskala 

nasional PMA dan PMDN tahun 2022 sebesar 73,81% dan meningkat 

di tahun 2023 menjadi 75,34%. Namun terkait persentase kenaikan 

jumlah minat investasi, penentuan definisi operasional yang 

digunakan kurang tepat. Data yang digunakan sebagai acuan 

indikator adalah jumlah proyek investasi yang diambil dari jumlah 

LKPM yang masuk. 

Secara rinci capaian kinerja urusan penanaman modal dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 35.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Penanaman Modal Tahun 2019-2023  

No Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Nilai investasi berskala nasional 

PMA dan PMDN 

Rupiah 

(Milyar) 

1.624,64  516,46  1.313,60  390,31  516,39  

2 Prosentase Kenaikan Jumlah 

minat Investasi berskala nasional 

(PMA dan PMDN) 

% 58,84 -74,17 35,48 73,81 75,34 

3 Prosentase perizinan dan non 

perizinan yang  dikeluarkan 

% 59,87 23,69 98,48 97,77 98,38 

4 Prosentase Kenaikan Jumlah 

LKPM (Laporan Kegiatan Penana 

man Modal) yang  masuk 

% 54,84 -24,17 12,64 9,76 166,22 

5 Prosentase kenaikan perizinan 

dan non perizinan yang  dikelola 

%  -72,77 18,35 166,48 97,53 

6 Persentase peningkatan 

investasi di kabupaten / kota 

% 561,08  -68,21  154,35  -70,29   52,17  

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.2024 
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2.4.2.12. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kepemudaan Dan 

Olahraga 

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub 

urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. 

Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) 

Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. 

Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan 

organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki 

dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat 

secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan 

pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan 

karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, 

pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap 

pembangunan masyarakat. Capaian tingkat partisipasi pemuda 

dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 

kemasyarakatan di Kota Salatiga pada tahun 2023 masih tergolong 

rendah yaitu sebesar 45,99%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya 

pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dan kurangnya 

pembinaan terhadap organisasi kepemudaan . 

Pengembangan kapasitas daya saing olahraga bagi atlet 

merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan atlet agar dapat bersaing di tingkat 

nasional maupun internasional. Capaian persentase atlet yang 

mengikuti pengembangan kapasitas daya saing olahraga di Kota 

Salatiga tahun 2023 masih rendah yaitu sebesar 22,18%. Rendahnya 

capaian tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah kejuaraan yang 

diikuti, dan kurangnya fasilitasi sarana prasarana untuk menunjang 

program latihan para atlet. Sebenarnya melalui investasi yang tepat 

dalam pelatihan, fasilitas, kesehatan, dan dukungan mental, atlet 

dapat mencapai prestasi maksimal mereka. Kolaborasi antara 

pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan sektor swasta 

sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung 

perkembangan atlet berprestasi. 

Secara rinci capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 



 II-118 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

Tabel 2. 36.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Prosentase Pemuda 

yang  mengikuti 

pengembangan 

kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

% 
    

6,60 

2 Prosentase Atlet yang  

mengikuti 

pengembangan 

kapasitas Daya Saing 

Olahraga 

% 
    

22,18 

3 Prosentase fasilitasi 

pengembangan 

Kapasitas 

Kepramukaan 

% 
    

84,42 

4 Jumlah pemuda yang 

mengikuti penguatan 

kepemimpinan, 

kepeloporan dan 

kewirausahaan 

 

Orang 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

5 Jumlah cabor olahraga 

berprestasi 

Cabor 39,00 39,00 39,00 39,00 
 

6 Jumlah gugus depan 

yang mengikuti 

gerakan kepramukaan 

 

Gudep 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

7 Tingkat  partisipasi 

pemuda dalam 

kegiatan ekonomi 

mandiri 

% 3,96 3,57 2,45 2,43 0,55 

8 Tingkat  partisipasi 

pemuda  dalam 

organisasi 

kepemudaan dan 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

% 10,47 10,47 38,73 47,23 45,99 

9 Peningkatan  prestasi 

olahraga 

medali 2 0 23 34 39 

10 Persentase pemuda 

berwirausaha 

% 3,96 3,57 2,45 2,36 
 

11 Persentase atlet 

berprestasi 

% 35,38 25,39 22,86 35,38 
 

12 Peringkat dalam Porda Ranking 6,00 6,00 6,00 6,00 
 

Sumber: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.13. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Statistik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi 

kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral.  

Penggunaan data statistik oleh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan 
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daerah adalah hal yang sangat penting. Data statistik menyediakan 

dasar yang objektif dan ilmiah untuk pengambilan keputusan, 

perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Capaian persentase 

OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah di Kota 

Salatiga tahun 2019-2023 sudah mencapai 100%.  

Penggunaan data statistik oleh OPD dalam menyusun 

perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sangat penting 

untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang 

akurat, efisiensi dalam alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja 

yang objektif. Dengan menghadapi tantangan yang ada melalui 

peningkatan kualitas data, kapasitas SDM, sistem informasi, dan 

budaya data-driven, OPD dapat mengoptimalkan penggunaan data 

statistik untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

Secara rinci capaian kinerja urusan statistik dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 37.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Statistik Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Presentase OPD yang  

menggunakan data stastistik  

dalam menyusun 

perencanaan pembangunan 

daerah 

 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Presentase OPD yang  

menggunakan data stastistik  

dalam melakukan evaluasi 

pembangunan daerah 

 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.14. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Persandian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi 

kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk 

pengamanan informasi. 

Pembangunan urusan Persandian di Kota Salatiga dapat 

ditunjukkan melalui indikator indeks keamanan informasi (KAMI). 

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dan keamanan 

informasi dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks 

pengelolaan keamanan informasi. Indeks ini dirancang untuk 

membantu organisasi menilai sejauh mana mereka telah 
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menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan 

untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman. Capaian 

Indeks KAMI di Kota Salatiga tahun 2022 dan 2023 masuk kategori 

cukup baik dengan skor sebesar 70,85. Melalui indeks KAMI, 

organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki langkah-

langkah keamanan yang memadai, mengidentifikasi kelemahan, dan 

menerapkan perbaikan yang diperlukan. Hal ini tidak hanya 

membantu dalam melindungi data dan sistem dari ancaman, tetapi 

juga meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi 

keamanan informasi yang berlaku. 

Secara rinci capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 38.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Persandian Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Indeks keamanan 

informasi (KAMI) 

skor/kategori NA 38,14 

(tidak 

layak) 

38,14 

(tidak 

layak) 

70,85 

(cukup 

baik) 

70,85 

(cukup 

baik) 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.15. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kebudayaan 

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam 

masyarakat harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya 

merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan 

kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini 

perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri 

sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan 

dan pengembangan kebudayaan yang ada. Kewenangan kabupaten 

/kota terkait Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi dalam 5 sub urusan 

meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, 

dan permuseuman. 

Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan merujuk 

pada berbagai elemen budaya yang diidentifikasi, dipelihara, dan 

ditingkatkan untuk mendukung perkembangan kebudayaan suatu 

negara atau wilayah. Di Indonesia, pemajuan kebudayaan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, yang menguraikan langkah-langkah dan strategi untuk 

mengembangkan kebudayaan nasional. Objek pemajuan 

kebudayaan mencakup warisan budaya yang bersifat material 
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(tangible) maupun non-material (intangible). Capaian persentase 

objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kota Salatiga 

pada tahun 2023 sebesar 41,18%. Masih terdapat obyek pemajuan 

kebudayaan yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan terlalu banyaknya jenis 

turunan obyek pemajuan kebudayaan yang tidak sebanding dengan 

jumlah bidang/seksi kebudayaan, kapasitas SDM pembina dan SDM 

seni budaya, maupun anggaran. 

Koleksi museum adalah kumpulan objek yang diperoleh dan 

dikelola oleh museum untuk tujuan pelestarian, pendidikan, 

penelitian, dan pameran. Koleksi ini berfungsi sebagai representasi 

dari berbagai aspek sejarah, budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan 

alam. Capaian persentase penambahan jumlah koleksi museum di 

Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 44,74%. Museum yang ada 

belum memenuhi standar, terbatasnya penambahan koleksi, serta 

jumlah unit koleksi museum yang dilakukan perlindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan koleksi terbatas. Melalui 

manajemen yang efektif, museum dapat memastikan bahwa koleksi 

mereka tetap terlindungi dan tersedia untuk dinikmati oleh generasi 

mendatang. 

Secara rinci capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 39.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kebudayaan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase obyek  pemajuan 

kebudayaan yang  dikembangkan 

% NA NA NA NA 41,18 

2 Persentase SDM, lembaga dan pranata 

yang  dibina (peningkatan 

kompetensi,standarisasi dan sertiĜkasi 

serta peningkatan kapasitas tata kelola) 

% NA NA NA NA 100,00 

3 Prosentase kajian sejarah % NA NA NA NA 100,00 

4 Persentase Penetapan Cagar Budaya % 14,18 11,35 16,43 22,86 28,57 

5 Persentase penambahan jumlah koleksi 

museum 

% NA NA NA NA 44,74 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.2024 

 

2.4.2.16. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perpustakaan 

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari 

peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban 

dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan 

yang dimiliki. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan 
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kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan 

memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran 

membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib 

dilakukan di wilayah Kota Salatiga dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi sub urusan 

pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah 

kuno. 

Tujuan utama dari pembinaan perpustakaan adalah untuk 

memastikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan 

informasi, pendidikan, dan rekreasi masyarakat setempat. Langkah 

dan strategi yang dapat diterapkan dalam pembinaan perpustakaan 

salah satunya yaitu melalui promosi dan edukasi seperti: 

menyelenggarakan program literasi untuk berbagai kelompok usia, 

seperti kelas membaca, bercerita, dan pelatihan keterampilan digital; 

mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi melalui 

kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi lokal. 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan 

sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi 

masyarakat di suatu wilayah atau negara. Literasi tidak hanya 

mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga meliputi 

keterampilan memahami, menganalisis, dan menggunakan 

informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. IPLM 

membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya peningkatan 

literasi serta merancang kebijakan dan program yang lebih efektif. 

Capaian IPLM di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 cenderung 

mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 capaiannya sebesar 

5,45, meningkat pada tahun 2022 sebesar 18,88, dan tahun 2023 

sebesar 19,85. Capaian tersebut sudah masuk kategori sangat tinggi. 

Secara rinci capaian kinerja urusan perpustakaan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. 40.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perpustakaan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Nilai tingkat kegemaran membaca nilai 64,49 71,8 79,8 64,08 64,53 

2 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah 

Kuno yang dilestarikan 

% 
    

0 

3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat       

 Renstra*) Nilai tad tad 5,45 18,88 19,85 

 Perpusnas Nilai tad tad 25,94 89,87 94,48 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga.2024 
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2.4.2.17. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kearsipan 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan daerah 

kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan pengelolaan 

arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. 

Capaian persentase OPD yang mengelola arsip secara baku di 

Kota Salatiga pada tahun 2023 sudah mencapai 100%. Persentase 

jumlah arsip yang diselamatkan tahun 2023 juga sudah mencapai 

100%. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam 

pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip 

digital, pengelolaan arsip pada masing-masing perangkat daerah 

serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. 

Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga 

harus menjadi perhatian. 

Secara rinci capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 41.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kearsipan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase perangkat daerah yang  

mengelola arsip  secara baku 

% 100 100 100 100 100 

2 Persentase jumlah arsip  yang  di 

selamatkan 

% 0 0 0 0 100 

3 Persentase peningkatan pengguna 

atau pengunjung arsip 

% 0 0 0 0 100 

4 Tingkat ketersediaan arsip sebagai 

bahan akuntabilitas kinerja, alat 

bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban nasional. 

Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan 

Nilai tad tad 75 75 68,7 

5 Tingkat Keberadaan dan keutuhan 

arsip sebagai pertanggungjawaban 

setiap aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara untuk kepentingan 

negara, pemerintahan, pelayanan 

publik dan kesejahteraan rakyat 

Nilai tad tad 11,6 91,67 16,67 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga.2024 
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2.4.3. Urusan  Pemerintahan  Pilihan 

2.4.3.1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kelautan  Dan Perikanan 

Kewenangan Kabupaten/kota terkait bidang kelautan dan 

perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan: Perikanan 

Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Urusan kelautan dan perikanan 

di Kota Salatiga difokuskan pada peningkatan produksi perikanan 

budidaya air tawar (perikanan budidaya). Perikanan air tawar utama 

diantaranya adalah ikan lele, nila, mujaer dan gurame. Jenis ikan 

yang dibudidayakan umumnya adalah lele. 

Capaian Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang  telah 

menerapkan Cara Budidaya Ikan yang  Baik (CBIB) di Kota Salatiga 

tahun 2019-2023 tergolong masih rendah. Capaian tahun 2019 

sebesar 36,76% dan menurun menjadi 35% di tahun 2023. Hal 

tersebut dikarenakan masih rendahnya kemampuan dalam 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, 

permodalan, dan kelembagaan kelompok budidaya. 

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan panduan 

atau standar untuk praktik budidaya ikan yang bertujuan untuk 

memastikan hasil budidaya yang baik, sehat, dan ramah lingkungan. 

Beberapa langkah dan prinsip penting dalam CBIB yaitu terkait 

dengan pemilihan lokasi; persiapan kolam/tambak; pemilihan benih; 

pemberian pakan; pengelolaan kualitas air; pengendalian hama dan 

penyakit; serta panen dan pasca panen. Pembudidaya ikan air tawar 

di Kota Salatiga diharapkan mengikuti langkah-langkah dan prinsip 

CBIB, sehingga budidaya ikan dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, serta 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Secara rinci capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 42.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator 
Satu

an 

Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cakupan bina kelompok  

pembudidaya ikan 

% 100 100 100 100 100 

2 Persentase Kelompok 

Pembudidaya Ikan yang  

telah menerapkan Cara 

Budidaya Ikan yang  Baik  

(CBIB) 

% 36,76 30,00 35,00 35,00 35,00 

3 Cakupan bina kelompok  

pengolah dan pemasar ikan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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No Urusan Dan Indikator 
Satu

an 

Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 Persentase kelompok  

kelompok  pengolah dan 

pemasar ikan yang telah 

menerapkan Cara Budidaya 

ikan yang  Baik  (CBIB) 

% - - - 100,00 100,00 

5 Jumlah Total Produksi 

Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) kabupaten/kota 

(sumber data: one data KKP) 

% 800,224 712,35 715,58 711,692 637,272 

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.2024 

 

2.4.3.2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pariwisata 

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran 

terhadap jasa-jasa wisata/objek wisata yang berkembang di 

masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan 

kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, 

pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Pilar tersebut perlu 

senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, 

sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang 

sinergis dalam menarik wisatawan, tidak terkecuali budaya/seni 

tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan 

prasarana lebih lanjut. 

Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat Kota Salatiga 

dilaksanakan dalam  koridor Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga dengan tetap 

menyelaraskan dengan Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk  Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Kinerja 

yang  dilakukan mengacu pada capaian indikator Urusan Pariwisata 

di antaranya: persentase objek wisata yang ditingkatkan; persentase 

fasilitasi pemasaran pariwisata; persentase pengelolaan ekonomi 

kreatif; dan persentase peran masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Fasilitasi pemasaran pariwisata bertujuan untuk 

mempromosikan destinasi wisata, menarik wisatawan, dan 

meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Langkah dan strategi 

untuk memfasilitasi pemasaran pariwisata dapat dilakukan dengan 

pengembangan branding dan identitas destinasi; penggunaan media 

digital dan sosial; kemitraan dan kolaborasi; promosi dan kampanye 

pemasaran, serta pengembangan produk wisata. Capaian persentase 

fasilitasi pemasaran pariwisata di Kota Salatiga tahun 2023 sudah 

mencapai 100%. 
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Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan 

ekonomi kreatif sangat penting untuk menciptakan destinasi yang 

berkelanjutan, autentik, dan berdaya saing tinggi. Capaian 

persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

dan ekonomi kreatif di Kota Salatiga tahun 2023 sudah mencapai 

100%. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan 

pariwisata dan ekonomi kreatif melalui: 

a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

¶ Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan 

pendidikan kepada masyarakat lokal tentang keterampilan 

yang relevan seperti bahasa asing, manajemen pariwisata, 

kerajinan tangan, dan teknologi digital; 

¶ Kesempatan Kerja: Menciptakan peluang kerja di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal, seperti 

menjadi pemandu wisata, pengrajin, atau pekerja di industri 

hospitality. 

b. Pengembangan Produk dan Layanan Kreatif 

¶ Kerajinan dan Souvenir: Masyarakat dapat menghasilkan 

produk kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan souvenir 

yang otentik dan khas; 

¶ Kuliner Lokal: Mengembangkan dan mempromosikan 

makanan dan minuman lokal sebagai daya tarik wisata 

kuliner. 

c. Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pariwisata 

¶ Musyawarah dan Konsultasi: Masyarakat dapat terlibat 

dalam musyawarah dan konsultasi dengan pemerintah dan 

pemangku kepentingan lain dalam perencanaan dan 

pengelolaan destinasi wisata; 

¶ Komite Pengelola: Membentuk komite pengelola pariwisata 

yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk memastikan 

aspirasi dan kepentingan lokal terwakili. 

 

Secara rinci capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 43.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pariwisata Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator 
Satuan Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase Obyek  Wisata Yang  

Ditingkatkan 

% N/A N/A N/A N/A 100,00 

2 Persentase Fasilitasi Pemasaran 

Pariwisata 

% N/A N/A N/A N/A 100,00 
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No Urusan Dan Indikator 
Satuan Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

3 Persentase Pengelolaan Ekonomi Kreatif % N/A N/A N/A N/A 100,00 

4 Persentase Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pengembangan Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif 

% N/A N/A N/A N/A 100,00 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.2024 

 

2.4.3.3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pertanian 

Kewenangan kabupaten/kota terkait pertanian sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana 

pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan 

perizinan usaha pertanian. 

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian 

adalah aspek penting dalam memastikan keberlanjutan, efisiensi, 

dan produktivitas sektor pertanian. Sarana pertanian di antaranya 

berupa Alat dan Mesin (traktor, cangkul, kultivator); Bahan Produksi 

(benih, pupuk, pestisida, pakan ternak); Produk kimia (herbisida, 

fungisida, insektisida). Prasarana pertanian di antaranya berupa 

Jalan Pertanian; Sistem Irigasi (saluran irigasi, bendungan, 

embung); Fasilitas Penyimpanan (gudang, silo); Infrastruktur Pasar 

(pasar pertanian, pusat distribusi). 

Meskipun sarana dan prasarana pertanian sama-sama penting 

dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian, keduanya 

memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Sarana pertanian berfokus 

pada alat dan bahan yang digunakan langsung dalam proses 

produksi, sedangkan prasarana pertanian berfokus pada 

infrastruktur dan fasilitas yang mendukung keseluruhan 

operasional pertanian. Kedua elemen ini saling melengkapi dan 

diperlukan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal 

dalam pertanian.  

Capaian pemenuhan kebutuhan sarana pertanian di Kota 

Salatiga tahun 2022 baru mencapai 70% dan justru mengalami 

penurunan di tahun 2023 menjadi 65%. Sementara itu, capaian 

pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian di tahun 2022 dan 

2023 sebesar 70%. Petani di Kota Salatiga juga mengembangkan 

beberapa komoditas hortikultura dan perkebunan. Jenis komoditas 

hortikultura yang banyak diusahakan adalah cabe, jahe, kunyit, 

anggrek, dan buah tahunan. Terdapat tiga jenis tanaman 

perkebunan yang ada di Kota Salatiga yaitu kelapa dalam, kopi 

robusta dan cengkeh. Ternak yang umum dibudidayakan di Kota 
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Salatiga adalah sapi, kambing, domba, ayam, itik, dan puyuh. 

Jumlah ternak yang dipelihara oleh penduduk cukup banyak, 

namun tidak diketahui luasan budidayanya. 

Secara rinci capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 44.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pertanian Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Pemenuhan kebutuhan 

sarana pertanian 

% - - - 70 65 

2 Pemenuhan kebutuhan 

prasarana pertanian 

% - - - 70 70 

3 Mortalitas 

hewan/ternak  akibat 

penyakit zoonosis 

% 0 0 0 0 0 

4 Persentase kejadian 

bencana pertanian 

% - - - 20 20 

5 Persentase Cakupan 

Bina Kelompok  Tani 

      

 - Pemula % 48 40 44,23 60 60 

 - Lanjut % 40 40 44,23 74 74 

 - Madya % 12,33 11,03 11,54 22 22 

 - Utama % 0 0 0 0 0 

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.2024 

 

2.4.3.4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perdagangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan 

untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan 

pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi 

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan 

ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen. 

Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai 

dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Salatiga sudah baik, tahun 

2022 dan 2023 sudah mencapai 100%. Dinas Perdagangan hanya 

mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk 

izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP. 

Sarana distribusi salah satunya berupa Alat UTTP (Ukuran, 

Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya).Alat UTTP adalah 

perangkat yang digunakan untuk mengukur, menakar, atau 

menimbang suatu benda atau bahan yang hasil pengukurannya 

dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi perdagangan. Agar 

alat-alat ini dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan, 
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mereka harus melalui proses kalibrasi atau tera ulang dan 

mendapatkan tanda tera sah. Beberapa alat UTTP yang biasa 

diterapkan dalam proses tera ulang dan diberi tanda tera sah yaitu 

timbangan, takal dan meteran, alat ukur listrik, dan sebagainya. 

Capaian persentase alat UTTP yang di tera ulang dan bertanda tera 

sah di Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, 

angka tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 88%, dan capaian di 

tahun 2023 justru menurun menjadi 86%. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha untuk mengikuti 

tera/tera ulang. 

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 45.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perdagangan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Prosentase jumlah 

perijinan yang  

dilegalitas terhadap 

jumlah pelaku usaha 

perdagangan 

% 93 100 97,49 100 100 

2 Persentase pasar 

tradisional yang  

memenuhi standar. 

% 78 80 86 80 85 

3 Persentase kelompok  

pedagang  (formal dan 

informal) yang  dibina 

% 
 

53,77 96 96 75 

4 Persentase kelompok  

PKL yang  dibina 

% NA NA NA NA 40 

5 Persentase PKL yang  

ditata terhadap jumlah 

total PKL 

% 60 60 60 60 24 

6 Persentase PKL yang  

menempati lokasi 

peruntukan terhadap 

jumlah PKL 

% NA NA NA NA 16 

7 Ketesediaan infromasi 

pasokan, harga dan 

akses pangan daerah 

komoditi 25 27 30 24 24 

8 Prosentase produk  

unggulan terhadap 

jumlah produk  di Kota 

Salatiga 

% 16,80 0 0 0 60 

9 Persentase alat - alat 

ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya 

(UTTP) bertanda tera 

sah yang berlaku 

% 58,18 80,00 88,00 85,70 86,00 

10 Persentase pelaku 

usaha yang 

% 93,00 100,00 97,49 100,00 100,00 
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No Urusan Dan Indikator Satuan Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

memperoleh izin sesuai 

dengan ketentuan 

(IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP Toko 

Swalayan) 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga.2024 

 

2.4.3.5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perindustrian 

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan 

Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. 

Industri di Kota Salatiga didominasi oleh industri kecil dan 

menengah (IKM). Pertumbuhan IKM tergolong lambat, tahun 2019 

sebesar 0,10%, kemudian meningkat menjadi 0,30% di tahun 2020 

, dan kembali menurun menjadi 0,06% di tahun 2021. Pertumbuhan 

IKM di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung 

pembangunan ekonomi lokal dan nasional. IKM diharapkan mampu 

mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan 

kerja baru, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga 

kerja dari lingkungan sekitarnya. IKM yang tumbuh dengan pesat 

akan menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas 

ekonomi di daerah tersebut. 

Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), capaian 

persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan 

melaporkan data industri di Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 6,15% 

atau masih sangat kecil. SIINAS merupakan sistem yang digunakan 

oleh Kementerian Perindustrian Indonesia untuk mendata dan 

memantau aktivitas industri di seluruh Indonesia. Akun SIINAS 

wajib dimiliki oleh usaha industri kecil sampai besar. Industri-

industri yang memiliki akun SIINAS bertujuan agar mereka 

mematuhi regulasi dan memastikan bahwa data industri mereka 

tercatat dengan baik oleh pemerintah. Akun SIINAS juga 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke berbagai 

fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Kementerian 

Perindustrian, seperti insentif, pelatihan, dan bimbingan teknis. 

Secara rinci capaian kinerja urusan perindustrian dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. 46.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perindustrian Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase jumlah 

hasil pemantauan 

dan pengawasan 

dengan jumlah Izin 

Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan Industri 

Menengah yang 

dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

% NA 300 NA NA 100 

2 Persentase jumlah 

hasil pemantauan 

dan pengawasan 

dengan jumlah Izin 

Perluasan Usaha 

Industri (IPUI) Kecil 

dan Industri 

Menengah yang 

dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

% NA NA NA NA 100 

3 Persentase usaha 

industri yang 

memiliki akun 

SIINAS dan 

melaporkan data 

industri 

% 0,11 1,28 2,03 2,58 6,15 

4 Pertumbuhan IKM % 0,1 0,3 0,3 tad 0,06 

5 Kontribusi sektor 

Industri terhadap 

PDRB 

% 31 29,73 29,73 32,75 33,1 

6 Persentase 

pencapaian sasaran 

pembangunan 

industri termasuk 

turunan indikator 

pembangunan 

industri dalam RIPIN 

yang ditetapkan 

dalam RPIP 

% tad 100 100 98,73 99,28 

7 Persentase jumlah 

hasil pemantauan 

dan pengawasan 

dengan jumlah Izin 

Usaha Industri (IUI) 

Kecil dan Industri 

Menengah yang 

dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

% tad 300 NA NA 100 

8 Persentase jumlah 

hasil pemantauan 

dan pengawasan 

dengan jumlah Izin 

% tad NA NA NA 100 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

Perluasan Industri 

(IPUI) Kecil dan 

Industri Menengah 

yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.2024 

 

2.4.3.6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Transmigrasi 

Transmigrasi adalah program pemerintah Indonesia yang 

bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah 

tertentu dengan memindahkan mereka ke daerah lain yang lebih 

luas dan kurang padat. Tujuan utama dari program transmigrasi 

adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal, 

mengembangkan daerah tujuan, dan meningkatkan kesejahteraan 

penduduk yang dipindahkan. Urusan transmigrasi di tingkat 

pemerintahan daerah kabupaten atau kota melibatkan berbagai 

kegiatan dan tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan 

program transmigrasi ini. 

Capaian persentase pelaksanaan proses transmigrasi di Kota 

Salatiga tahun 2023 sebesar 20%. Tahapan dalam proses 

transmigrasi yaitu Sosialisasi atau penyuluhan; Penjajagan lokasi; 

Checking lokasi; Pengawalan calon transmigran; serta Monitoring 

dan evaluasi. Melalui pelaksanaan proses transmigrasi secara 

sistematis dan terencana, pemerintah dapat memastikan bahwa 

program ini tidak hanya mengurangi kepadatan penduduk di daerah 

asal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

peserta transmigrasi serta mendorong pembangunan di daerah 

tujuan.  

 

Tabel 2. 47.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Transmigrasi Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Persentase Pelaksanaan Proses 

Transmigrasi 
% 80 20 80 20 20 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.2024 

 

2.4.4. Unsur  Pendukung  Urusan  Pemerintahan  

2.4.4.1. Sekretariat Daerah 

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan  bupati/wali kota sebagai 

kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan 
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urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan 

pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, 

fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sementara itu, pada 

kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar 

instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang timbul. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kota Salatiga 

yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Segala bentuk 

pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi pembangunan 

daerah mampu dipenuhi setiap tahun sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam peraturan, antara lain penyampaian LPPD sudah 

tepat waktu, OPD pengampu SPM menyampaikan laporan capaian 

tepat waktu, dokumen administrasi kepala daerah dapat diterbitkan 

dan bentuk-bentuk kerjasama sudah ditindaklanjuti. 

Penyelenggaraan koordinasi terhadap pengembangan 

kewilayahan juga sudah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen 

administrasi kewilayahan sudah tersedia sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Hal-hal lain seperti dibidang hukum, ekonomi dan sosial 

yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum sudah berjalan 

dan memenuhi target.  

Secara rinci capaian kinerja unsur pendukung urusan 

pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 48.  Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

(Sekretariat Daerah) Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cakupan koordinasi dan 

fasilitasi bidang  

keprotokolan dan 

kehumasan yang  

berkualitas 

% 92,22 69,00 60,00 93,33 100,00 

2 Persentase kegiatan 

Administrasi Umum yang  

berhasil dikoordinasikan 

dan difasilitasi 

% 86,79 90,20 89,81 93,48 100,00 

3 Cakupan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Cakupan Koordinasi 

Administrasi 

Pemerintahan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 157,00 

5 Cakupan Koordinasi 

Bidang  Administrasi 

Kewilayahan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

6 Cakupan Fasilitasi 

Kerjasama Daerah 

% 200,00 167,00 280,00 280,00 190,00 

7 Skor LPPD Nilai 3,12 3,44 3,40 3,40 3,30 

8 Ketepatan waktu 

penyampaian LKPJ (30  

maret) 

% 27 27 31 21 30 

9 Prosentase Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang  

Hukum 

% 72,73 111,70 113,75 100,00 102,00 

10 Prosentase Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang  

Kesejahteraan Rakyat 

% 96,46 95,87 94,23 96,17 100,00 

11 Cakupan Koordinasi 

Program Perekonomian 

dan Pembangunan 

% 82,75 67,84 85,00 167,96 277,00 

12 Cakupan Koordinasi OPD 

Pengampu DBHCHT 

% 96,58 56,45 25,20 90,09 100,00 

13 Cakupan Koordinasi dan 

Pembinaan BMUD/BLUD 

% 100,00 108,69 105,30 107,40 100,00 

14 Cakupan Koordinasi 

bidang  Lingkungan 

Hidup  dan SDA 

% 66,70 70,00 70,00 90,00 100,00 

15 Cakupan Koordinasi POK % 80,00 78,79 87,90 87,69 93,63 

16 Persentase Nilai Belanja 

yang  dilakukan melalui 

Pengadaan 

% 88,23 92,66 98,37 100,00 57,13 

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.4.2. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah 

lembaga yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, 

dan operasional kepada DPRD. Peran utama Sekretariat DPRD 

adalah membantu anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi 

legislatif, penganggaran, dan pengawasan. 

Fasilitasi fungsi legislasi oleh Sekretariat DPRD merupakan 

proses memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu 

anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu pembuatan 

dan pengesahan peraturan daerah (Perda). Bentuk fasilitasi ini 

diantaranya: Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda); Koordinasi dengan pemangku 

kepentingan; Pelayanan rapat dan hearing, dan lain sebagainya. 

Capaian cakupan fasilitasi fungsi legislasi di Kota Salatiga tahun 

2019-2023 sudah baik (mencapai 100%), hanya di tahun 2019 saja 

yang capaiannya 87%. 

Fasilitasi fungsi penganggaran meliputi penyusunan, 

pembahasan, dan pengawasan anggaran daerah. Sekretariat DPRD 

membantu anggota DPRD dalam penyusunan dan analisis dokumen 
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anggaran daerah, seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD).Mereka juga memfasilitasi pertemuan dan 

koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah (eksekutif) dalam 

rangka pembahasan RAPBD dan perubahan anggaran. Capaian 

fasilitasi fungsi penganggaran di Kota Salatiga selama tahun 2029-

2023 cukup fluktuatif, capaian tertinggi di tahun 2020 yaitu 98,93%, 

namun menurun di tahun 2023 sebesar 83,33%. 

Fasilitasi fungsi pengawasan sekretariat DPRD bertujuan 

untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh 

DPRD berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, 

serta dapat dipertanggungjawabkan. Capaian fasilitasi fungsi 

pengawasan di Kota Salatiga tahun 2019 sebesar 82% dan 

meningkat menjadi 86,55% di tahun 2023.  

Secara rinci capaian kinerja unsur pendukung urusan 

pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 49.  Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

(Sekretariat DPRD) Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi % 87,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Cakupan fasilitasi fungsi 

Penganggaran 

% 87,00 98,93 80,20 82,74 83,33 

3 Cakupan fasilitasi fungsi 

Pengawasan 

% 82,00 98,93 85,77 81,37 86,55 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Salatiga.2024 

 

2.4.5. Unsur  Penunjang  Urusan  Pemerintahan 

2.4.5.1. Perencanaan 

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam 

menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-

program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah 

bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan 

daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan 

pembangunan daerah Kota Salatiga harus sinergis dengan rencana 

pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Nasional. 

Capaian kinerja persentase usulan masyarakat yang di 

akomodir selama tahun 2019-2022 masih fluktuatif dimana angka 

tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 72,76%. Terkait dokumen 

perencanaan pembangunan daerah, capaian persentase kesesuaian 

dokumen RPJMD dengan RKPD sudah mencapai 100% pada tahun 

2021 dan 2022.  
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 Secara rinci capaian kinerja unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 2. 50.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang 

Perencanaan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase usulan masyarakat 

yang di akomodir 

% 47,58 46,67 72,76 51,20  

2 Persentase kesesuaian 

dokumen RPJMD dengan 

RKPD 

% 87,33 85,71 100 100 100 

3 Persentase kesesuaian 

dokumen RKPD dengan APBD 

% 100,93 105,66 100 100 100 

4 Persentase pemanfaatan hasil 

kelitbangan 

% 52,94 90,62 73,33 100 100 

5 Penjabaran Konsistensi 

Program RPD ke dalam RKPD 

% NA NA NA NA 98,84 

6 Indeks Inovasi Nilai NA NA NA NA 44,55 

7 Persentase Pemanfaatan 

Kelitbangan dalam 

Perencanaan Pembangunan 

% NA NA NA NA 20 

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.5.2. Keuangan 

Urusan keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten atau 

kota sangat penting karena berperan sebagai fondasi utama untuk 

menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 

Kinerja pengelolaan keuangan daerah tingkat kabupaten atau kota 

memiliki dampak langsung pada efektivitas pemerintahan, 

pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja 

urusan keuangan di Kota Salatiga salah satunya dilihat dari rasio 

pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan yang 

tergambar dari opini BPK terhadap laporan keuangan. 

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator 

penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Rasio PAD 

adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan 

daerah, yaitu sejauh mana suatu daerah mampu membiayai 

kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari 

pemerintah pusat atau bantuan lainnya. Rasio PAD tinggi 

menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber pendapatan 

yang kuat dan mandiri, yang memungkinkan mereka untuk lebih 

leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

Sebaliknya, jika Rasio PAD rendah, menunjukkan ketergantungan 
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yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah 

dengan rasio PAD rendah mungkin menghadapi tantangan dalam 

memenuhi kebutuhan belanja dan pelaksanaan program 

pembangunan tanpa dukungan eksternal. 

Capaian rasio PAD Kota Salatiga selama tahun 2019-2023 

fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Capaian rasio 

PAD tahun 2019 sebesar 25,44%, menurun di tahun 2020 sebesar 

24,66%, namun terus meningkat sampai tahun 2023 sebesar 

28,80%. Melalui pemahaman dan pengelolaan rasio PAD dengan 

baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal 

dan kemampuan untuk membiayai pembangunan secara 

berkelanjutan. 

Opini laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi yang dapat diberikan 

oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas, 

termasuk pemerintah daerah. Opini WTP menyatakan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. Capaian opini laporan keuangan Kota Salatiga selama 

tahun 2019-2023 sudah pada kategori WTP. Dengan memperoleh 

dan mempertahankan opini WTP, pemerintah daerah menunjukkan 

komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, 

akuntabel, dan profesional, yang pada akhirnya mendukung 

pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Secara rinci capaian kinerja unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang keuangan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2. 51.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang 

Keuangan Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Rasio belanja pegawai di luar 

guru dan tenaga kesehatan 

% 22,74 22,99 20,21 20,74 19,08 

2 Rasio belanja urusan 

pemerintahan umum 

(dikurangi transfer 

expenditure) 

% 77,36 76,14 84,82 91,93 91,02 

3 Budget execution:deviasi 

realisasi belanja terhadap 

belanja total dalam APBD 

% 0,88 0,93 0.98 1,43 2,87 

4 Cash managenent 

(Persentase anggaran) 

% 23,78 15,07 11,58 11,58 10,16 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

5 Informasi tentang sumber 

daya yang tersedia untuk 

pelayanan 

% 104 100,69 104 87,77 103 

6 Akses publik  terhadap 

informasi keuangan daerah 

% 100 100 100 100 100 

7 Revenue mobilization: Deviasi 

realisasi PAD terhadap 

anggaran PAD dalam APBD 

% 1,07 0,96 1,18 2,02 1,25 

8 Rasio PAD % 25,44 24,66 24,3 26,73 28,8 

9 Opini Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.5.3. Kepegawaian 

Urusan kepegawaian di tingkat daerah kabupaten atau kota 

mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen sumber 

daya manusia di instansi pemerintahan daerah. Beberapa aspek 

penting dalam urusan kepegawaian yaitu terkait pengangkatan dan 

pemberhentian; penilaian kinerja; pelatihan dan pengembangan; 

penggajian dan tunjangan; kesejahteraan pegawai, dan lain 

sebagainya. 

Capaian persentase PNS yang mengikuti assesment di Kota 

Salatiga tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, angka tertinggi terjadi di 

tahun 2019 sebesar 22,26%, dan angka terkecil terjadi di tahun 2022 

sebesar 2,36%, sementara di tahun 2023 capaiannya sebesar 10%. 

Penempatan PNS belum sesuai dengan hasil penilaian kompetensi 

atau dengan kata lain di Kota Salatiga masih ada kasus terkait 

kompetensi PNS yang tidak sesuai dengan jabatannya. 

Melanjutkan pendidikan tidak hanya menguntungkan PNS 

secara individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik secara keseluruhan. Capaian persentase PNS yang 

melanjutkan pendidikan di Kota Salatiga tahun 2019-2023 masih 

tergolong belum optimal, belum mencapai 5% di rentan tahun 

tersebut. Capaian tertinggi ada di tahun 2021 sebesar 4,94%, namun 

terus menurun persentasenya sampai tahun 2023 sebesar 0,55%. 

Penyebab rendahnya capaian ini salah satunya karena tidak adanya 

penghargaan atau reward (TPP) untuk PNS yang melanjutkan 

pendidikan. 

Secara rinci capaian kinerja unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang kepegawaian dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 2. 52.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang 

Kepegawaian Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) 

Indeks 90,61 45,39 52,04 54,74 74,01 

2 Indeks Sistem Merit Indeks - - - - 274,5 

(baik) 

3 Persentase PNS yang  

melanjutkan Pendidikan 

% 1,54 2,52 4,94 1,07 0,55 

4 Persentase PNS yang  

mengikuti assesment 

% 22,26 2,36 5,48 8,03 10,00 

5 Rasio Pegawai Pendidikan 

Tinggi dan Menegah/Dasar 

(PNS tidak termasuk  guru 

dan tenaga kesehatan) 

% 0,00 197,99 227,25 230,00 72,54 

6 Rasio pegawai Fungsional 

(PNS tidak termasuk  guru 

dan tenaga kesehatan 

% 0,00 12,70 13,06 25,76 24,39 

7 Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat Kompetensi 

(PNS tidak termasuk  guru 

dan tenaga kesehatan) 

% 0,00 85,02 90,83 91,00 94,65 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota 

Salatiga.2024 

 

2.4.5.4. Pendidikan  Dan  Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam 

pembangunan di tingkat daerah kabupaten atau kota. Pendidikan 

dan pelatihan sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM; 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; peningkatan 

kualitas hidup; adaptasi terhadap perubahan, dan lain sebagainya. 

Melalui integrasi pendidikan dan pelatihan dalam strategi 

pembangunan, daerah kabupaten atau kota dapat mencapai 

pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah. 

Terkait urusan pendidikan dan pelatihan di Kota Salatiga, 

kinerjanya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti 

pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial dan fungsional. 

Pelatihan teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting 

untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lebih lanjut, 

mengintegrasikan pelatihan manajerial dan fungsional dalam 

program pengembangan ASN, membuat pemerintah daerah dapat 

memastikan bahwa pegawai mereka siap menghadapi tantangan dan 
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memenuhi ekspektasi masyarakat dengan kompetensi dan 

profesionalisme yang tinggi. 

Capaian persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis 

maupun manajerial dan fungsional di Kota Salatiga tahun 2019-

2023 secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 53.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang 

Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase ASN yang  mengikuti 

Pelatihan Teknis 

% 14,82 8,99 13,89 7,31 8,26 

2 Persentase ASN yang  mengikuti 

Pelatihan Manajerial dan 

Fungsional 

% 8,35 0,91 6,89 14,23 36,59 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota 

Salatiga.2024 

 

2.4.5.5. Penelitian  Dan  Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 219 

menjadi bagian dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. 

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting untuk 

mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah 

teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Bagi pemerintahan daerah, 

penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan 

sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi 

kebijakan (formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling). 

Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang 

disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian 

terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah 

(SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang 

mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem 

inovasi.  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, merupakan regulasi 

dalam pengembangan inovasi di daerah. Capaian persentase 

terfasilitasinya inovasi masyarakat di daerah Kota Salatiga tahun 

2023 baru sebesar 17,14%. 

Fasilitasi inovasi masyarakat bukan hanya tentang 

menciptakan ide baru, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan 
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yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan kemajuan dalam 

memecahkan masalah lokal dan global. 

 

Tabel 2. 54.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang 

Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase terfasilitasinya 

inovasi masyarakat daerah. 

% NA NA NA NA 17,14 

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.5.6. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Urusan terkait kesatuan bangsa dan politik di tingkat daerah 

tidak hanya tentang memelihara stabilitas dan harmoni sosial, tetapi 

juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan demokrasi 

yang kuat. Ini menjadi landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang. 

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol di 

tingkat kabupaten atau kota bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran politik, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses politik lokal. Hal ini penting untuk membangun masyarakat 

yang lebih informasi, aktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan 

demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa hal umum yang 

dilakukan dalam pendidikan politik di tingkat daerah yaitu: 

Pendidikan mengenai sistem politik dan tata pemerintahan; 

Partisipasi politik dan hak-hak politik; Etika dan kode etik politik; 

Pengenalan partai politik dan organisasi sosial. Capaian persentase 

pendidikan politik yang dilaksanakan di Kota Salatiga tahun 2019-

2023 sudah mencapai 100%. 

Secara rinci capaian kinerja unsur penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 55.  Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pemerintahan Urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Indeks Kerukunan Umat 

Beragama 

Indeks NA NA NA NA 77.90 

2 Prosentase Penurunan 

Kejadian atau konflik 

sosial 

% 10 10 8 12 16 



 II-142 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

No Indikator  Satuan  Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

3 Prosentase Ormas yang 

berperan aktif dalam 

pembangunan 

% 42 42.50 44 46.60 57.37 

4 Prosentase Pemahaman 

masyarakat  terhadap 

nilai-nilai Pancasila 

% 65.26 50 83.33 84.13 83.77 

5 Prosentase Pendidikan 

Politik yang dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kota Salatiga.2024 

 

2.4.6. Unsur  Pengawasan  Urusan  Pemerintahan 

2.4.6.1. Inspektorat 

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan 

kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan 

daerah yang diturunkan ke dalam  program dan kegiatan. Unsur 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan 

bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 

diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola 

penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini 

capaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu 

tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan 

pengendalian intern. 

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil 

pengawasan internal di Kota Salatiga selama tiga tahun terakhir 

mengalami trend kenaikan yaitu tahun 2021 sebesar 78,81%, tahun 

2022 sebesar 78,84%, dan tahun 2023 menjadi 83,20%. Hal serupa 

juga terjadi pada capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK RI, ikut mengalami trend kenaikan selama 2021-

2023, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 

95,87%. 

Secara rinci capaian kinerja unsur pengawasan urusan 

pemerintahan daerah (inspektorat) dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 2. 56.  Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

(Inspektorat) Tahun 2019-2023 

No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Indeks RB Nilai 63,39 64,99 66 66,85 64,93 

2. QA SPIP Nilai 3 3 3 3 3,001 

3. QA IEPK (Indeks 

Efektivitas Pengendalian 

Korupsi) 

Nilai NA NA NA 2,973 2,800 
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No Indikator  Satuan  
Realisasi Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

4. QA MRI (Manajemen 

Resiko Indeks) 

Nilai NA NA NA 2,871 2,891 

5. Kapabilitas APIP Nilai 3 3 3 3 3,04 

6. Persentase Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil 

Pengawasan Internal 

% 87,58 76,68 78,81 78,84 83,2 

7. Persentase Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK RI 

% 79,79 89,49 93 95 95,87 

8. Persentase Jumlah OPD 

Meningkat Nilai Evaluasi 

SAKIP 

% NA NA NA 60 52 

9. Nilai MCP Korsupgah KPK % 76 77,62 82,92 85,7 88,08 

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Salatiga.2024 

 

2.4.7. Unsur  Kewilayahan  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah di Indonesia, 

termasuk peran dan fungsi kecamatan. Peran kecamatan antaralain: 

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

¶ Pasal 221: Kecamatan memiliki peran dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota. Kecamatan bertugas 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

¶ Pelaksanaan Tugas Pembantuan: Kecamatan juga berperan 

dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. 

b. Pelayanan Publik 

¶ Pelayanan Administrasi: Kecamatan bertanggung jawab 

untuk memberikan pelayanan administrasi kepada 

masyarakat, seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, surat 

keterangan, dan layanan administrasi lainnya. 

¶ Koordinasi Pelayanan Terpadu: Kecamatan 

mengoordinasikan pelayanan terpadu di bidang perizinan 

dan non-perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. 

c. Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan 

¶ Pembinaan Desa/Kelurahan: Kecamatan bertugas 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintahan desa/kelurahan di wilayahnya untuk 
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memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

¶ Fasilitasi Pembangunan Desa/Kelurahan: Kecamatan juga 

berperan dalam memfasilitasi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan. 

d. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan 

¶ Koordinasi Kegiatan: Kecamatan mengoordinasikan 

berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di 

wilayahnya, termasuk kegiatan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

¶ Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban: Kecamatan bekerja 

sama dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban umum di wilayahnya. 

e. Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan 

¶ Pengelolaan Anggaran Kecamatan: Kecamatan mengelola 

anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

¶ Pengelolaan Sumber Daya: Kecamatan mengelola sumber 

daya manusia dan aset yang dimiliki untuk mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

¶ Pelaporan Kinerja: Kecamatan diwajibkan untuk menyusun 

laporan kinerja secara berkala dan melaporkannya kepada 

bupati/wali kota. 

¶ Akuntabilitas Publik: Kecamatan bertanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan 

pencapaian kinerja kepada masyarakat sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. 

g. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah 

¶ Implementasi Kebijakan: Kecamatan bertugas untuk 

melaksanakan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota 

di wilayahnya, termasuk program pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. 

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menyebutkan bahwa kecamatan berfungsi sebagai unit 

pelaksana teknis dari pemerintah kabupaten/kota yang memiliki 

peran penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat lokal. Peran kecamatan 

ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan efektif 

dan pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat di tingkat 

paling bawah. 
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Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) Kecamatan yaitu 

Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir. Capaian kinerja 

keempat kecamatan tersebut terkait terlaksananya kegiatan 

pendukung urusan pemerintahan; partisipasi masyarakat dalam 

Musrenbangkel; dan upaya peningkatan ketenteraman dan 

ketertiban di tingkat wilayah, sudah mencapai 100% dalam rentan 

waktu tahun 2019-2023. 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak 

Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada Wajib Pajak (WP) 

merupakan proses penting dalam administrasi perpajakan daerah. 

Melalui penyampaian SPPT PBB yang tepat waktu dan efisien, 

pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

memaksimalkan penerimaan pajak, dan mendukung pembangunan 

daerah secara berkelanjutan. Capaian persentase penyampaian 

SPPT PBB pada WP tahun 2023 di Kota Salatiga, paling optimal ada 

di Kecamatan Sidorejo (91,84%), diikuti oleh Kecamatan Sidomukti 

(89,08%), Kecamatan Tingkir (84,65%), dan terendah di Kecamatan 

Argomulyo (60%). Kurang optimalnya penyampaian SPPT PBB pada 

WP di wilayah Kecamatan Argomulyo karena SPPT PBB tidak 

tersampaikan tepat waktu, dan ada beberapa penduduk yang 

berdomisili di luar kota. 

Secara rinci capaian kinerja unsur kewilayahan (kecamatan) di 

Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 57.  Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Kecamatan Tahun 2019-2023 

No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

A Kecamatan Argomulyo       

1 Nilai indeks kepuasan 

masyarakat 

% 81,06 79,2 80,06 81,38 84,02 

2 Persentase realisasi wajib pajak 

yang membayar PBB 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 60 

3 Tingkat ketepatan waktu 

penyampaian SPPT PBB ke 

Wajib Pajak 

% 56,28 73,27 60 59 0,00 

4 Persentase realisasi usulan 

dalam hasil musrenbang 

% 45,57 75,00 77,97 73,33 90,48 

5 Persentase PKK Aktif % 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

6 Tingkat fasilitasi kegiatan 

kelembagaan di kecamatan dan 

kelurahan 

% 100 100 100 100 0,00 

 Cakupan RW berprestasi di 

bidang kebersihan dan 

kesehatan lingkungan 

% 50,87 72,41 77,59 0,00 0,00 

B Kecamatan Sidomukti       

1 Nilai SKM angka 86,58 84,23 89,11 89,15 89,19 
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No Urusan Dan Indikator Satuan 
Realisasi Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

2 Prosentase terlaksananya 

kegiatan pendukung urusan 

pemerintahan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Tingkat Partisipasi Masyarakat 

dalam Musrenbangkel 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Prosentase upaya peningkatan 

ketentraman dan ketertiban di 

tingkat wilayah 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Persentase usulan dala 

musrenbang yang terealisasi 

dalam APBD 

% 53,20 62,25 79,71 75,78 97,94 

6 Persentase penyampaian SPPT 

PBB pada WP 

% 90,34 87,42 84,96 90,14 89,08 

C Kecamatan Sidorejo       

1 Nilai SKM angka 85,08 85 85,11 91,25 88,73 

2 Prosentase terlaksananya 

kegiatan pendukung urusan 

pemerintahan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Tingkat Partisipasi Masyarakat 

dalam Musrenbangkel 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Prosentase upaya peningkatan 

ketentraman dan ketertiban di 

tingkat wilayah 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Persentase usulan dala 

musrenbang yang terealisasi 

dalam APBD 

% 28,00 35,40 41,32 55,61 88,44 

6 Persentase penyampaian SPPT 

PBB pada WP 

% 88,90 93,26 93,51 91,97 91,84 

D Kecamatan Tingkir       

1 Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Angka 82,24 85,22 85,94 86,93 89,40 

2 Prosentase realisasi wajib 

pajak yang membayar PBB 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 65,33 

3 Prosentase realisasi usulan 

hasil musrenbang 

% 51,43 42,5 40,39 64,12 65,59 

4 Prosentase PKK aktif % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

5 Tingkat ketepatan waktu 

penyampaian SPPT ke WP 

% 86,68 88,52 95,62 91,76 0,00 

6 Tingkat fasilitasi kegiatan 

kelembagaan di kecamatan 

dan kelurahan 

% 96,00 96,40 88,00 100,00 0,00 
 

Sumber: Kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir  Kota Salatiga.2024 
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BAB III 
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  disusun  dengan  mengacu  pada  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  

Daerah  dan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Keuangan  Daerah  

merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  

termasuk  didalamnya  segala bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  

hak  dan  kewajiban  daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah 

mencakup keseluruhan kegiatan yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  

keuangan  daerah.  

Analisis  pengelolaan  keuangan  daerah  dimaksudkan  untuk  

menghasilkan  gambaran  tentang  kapasitas  atau  kemampuan  keuangan  

daerah  dalam  mendanai  penyelenggaraan  pembangunan  daerah.  

Pengelolaan  keuangan  daerah  diwujudkan  dalam APBD, sehingga analisis 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD  dan laporan 

keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali  

dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

Perubahan  APBD sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah.  

Pelaksanaan  APBD tersebut  dilaporkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  

pemerintah  daerah  paling  lambat  3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun 

anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada  Badan  Pemeriksa  

Keuangan  (BPK) untuk  dilakukan  pemeriksaan.  

 

3.1.  Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun 

Terakhir 

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah 

Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2019 -2023 mengalami 

fluktuatif dari sebesar Rp 928.019.899.150,00 pada tahun 2019 

menjadi sebesar Rp 987.276.298.498,00 pada tahun 2023. 

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan 

transfer dan lain -lain PAD ya ng sah. Perkembangan pendapatan 

daerah  selama kurun waktu tahun 2019 -2023 tercantum  pada  

gambar berikut.  
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Gambar 3. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-

2023 (Rupiah) 

  
Pendapatan daerah Kota Salatiga terdiri dari pendapatan asli 

daerah, pendapatan transfer dan lain -lain pendapatan daerah yang 

sah, dengan perkembangan selama kurun waktu tahun 2019 -2023 

sebagai berikut.   

 
Gambar 3. 2 Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 

2019-2023 (Rupiah) 

 

Pendapatan daerah Kota Salatiga didominasi oleh dana 

transfer  dengan  proporsi  terhadap  total  pendapatan  daerah  

cenderung  meningkat  dari  sebesar 72,50% pada tahun 2019 menjadi 

75,70% pada tahun 2023. Sementara  itu proporsi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebesar 25,40% pada tahun 2019  menjadi 30,66% 

pada tahun 2023. Proporsi PAD terhadap  total  pendapatan  daerah  

tersebut  juga  menunjukkan  derajat  kemandirian  keuangan daerah. 
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Adapun lain -lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap  total 

pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar  2,06% pada 

tahun  2019  menjadi  0,03%  pada  tahun  2023.  Perkembangan  

proporsi  unsur -unsur  pendapatan daerah terhadap total pendapatan 

daerah dapat dilihat pada gambar  berikut.  

 

 
Gambar 3. 3 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (Persen) 

 

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, 

pendapatan  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain - lain  pendapatan  asli daerah yang sah. 

Selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan 

peningkatan dari sebesar Rp236.086.898.372,00 menjadi 

Rp284.536.299.558,00. Pendapatan transfer mencakup pendapatan 

transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. 

Selama kurun waktu tahun 2019 -2023 pendapatan transfer 

mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 

Rp672.829.280.778,00 pada tahun 2019 menjadi 

Rp702.4 79.913.243,00 pada tahun 2023. Pencapaian target dana 

tranfer pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kebijakan  

pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk 

dipastikan pencapaiannya. Perkembangan lain -lain pendapatan 

daerah yang sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 

menurun dari sebesar Rp37.543.129.000,00 pada tahun 2019 

menjadi Rp49.138.845. 000,00 pada tahun 2023.  

Secara rinci perkembangan masing -masing unsur -unsur 

pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.  
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Tabel 3. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah  Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (Rupiah) 

NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 

I PENDAPATAN 928.019.899.150,00  890.223.683.933,00  946.191.087.524,00  918.353.779.916,00  987.276.298.498,00  

I.1 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

236.086.898.372,00  219.539.400.332,00  280.684.937.797,00  240.959.878.632,00  284.536.299.558,00  

1. Pendapatan Pajak 

Daerah 

66.367.826.348,00 54.374.473.089,00 65.041.971.971,00 75.518.553.026,00 82.607.886.150,00 

2. Pendapatan Retribusi 

Daerah 

11.032.737.575,00 9.296.946.836,00 14.978.515.080,00 11.326.093.045,00 16.855.722.636,00 

3. Pendapatan Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

15.931.465.280,00 17.096.550.195,00 18.824.426.644,00 20.463.337.373,00 21.280.725.694,00 

4. Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah 

142.754.869.169,00 138.771.430.212,00 181.840.024.102,00 133.651.895.188,00 163.791.965.078,00 

    
     

I.2 PENDAPATAN 

TRANSFER 

672.829.280.778,00  651.166.165.693,00  646.902.627.178,00  677.373.901.284,00  702.479.913.243,00  

1.2.1 TRANSFER 

PEMERINTAH 

PUSAT 

606.898.015.045,00  590.138.626.441,00  581.398.104.063,00  600.499.605.284,00  626.383.074.102,00  

1.2.1.1 TRANSFER 

PEMERINTAH 

PUSAT - DANA 

PERIMBANGAN 

569.354.886.045,00  522.042.585.441,00  534.246.583.063,00  548.480.698.284,00  577.244.229.102,00  

1. Dana Bagi Hasil Pajak 17.560.657.049,00 24.349.789.024,00 32.684.736.838,00 29.119.955.376,00 29.967.992.050,00 

2. Dana Bagi Hasil 

Bukan Pajak (Sumber 

Daya Alam) 

1.304.803.990,00 2.185.175.973,00 2.277.317.037,00 3.059.574.254,00 1.865.352.243,00 

3. Dana Alokasi umum 469.967.335.000,00 425.080.208.000,00 418.013.566.000,00 417.175.271.746,00 440.735.874.040,00 

4. Dana Alokasi Khusus 80.522.090.006,00 70.427.412.444,00 81.270.963.188,00 99.125.896.908,00 104.675.010.769,00 

I.2.1.2 TRANSFER 

PEMERINTAH 

PUSAT - LAINNYA 

37.543.129.000,00  68.096.041.000,00  47.151.521.000,00  52.018.907.000,00  49.138.845.000,00  
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NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Dana Otonomi 

Khusus 

- - - - - 

2. Dana Penyesuaian 37.543.129.000,00 68.096.041.000,00 47.151.521.000,00 52.018.907.000,00 49.138.845.000,00 

    
     

I.3 TRANSFER ANTAR 

DAERAH 

65.931.265.733,00  61.027.539.252,00  65.504.523.115,00  76.874.296.000,00  76.096.839.141,00  

1. Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak 

60.258.481.733,00 53.450.784.252,00 64.918.523.115,00 64.841.765.000,00 69.602.560.141,00 

2. Pendapatan Bagi 

Hasil Lainnya 

5.672.784.000,00 7.576.755.000,00 586.000.000,00 12.032.531.000,00 6.494.279.000,00 

    
     

I.4 LAIN_LAIN 

PENDAPATAN 

YANG SAH 

19.103.720.000,00  19.518.117.908,00  18.603.522.549,00  20.000.000,00  260.085.697,00  

1. Pendapatan Hibah 19.103.720.000,00 19.518.117.908,00 438.500.000,00 20.000.000,00 260.000.000,00 

2. Pendapatan Dana 

Darurat 

- - - - - 

3. Pendapatan Lainnya - - 18.165.022.549,00 - 85.697,00 
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3.1.2. Kinerja Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan 

belanja daerah Kota Salatiga menunjukkan angka yang fluktuatif 

dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 

2019 -2023, tercatat re alisasi sebesar Rp942.687.426.593,00 pada 

tahun 2019 menjadi Rp1.014.782.383.243,00 pada tahun 2023. 

Perkembangan belanja daerah Kota Salatiga tahun  2019 -2023  

terlihat  pada  gambar  berikut.  
 

 
Gambar 3. 4 Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2023 

(Rupiah) 

 

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, 

belanja transfer  dan  belanja tidak  terduga.  Belanja  operasi  terdiri  

dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  subsidi,  

belanja  hibah  dan  belanja  bantuan sosial. Selama kurun waktu 

tahun 2019 -2023 belanja operasi meningkat dari sebesar 

Rp758.283.589.937,00 pada tahun 2019 menjadi 

Rp922.221.511.112,00 pada tahun 2023. Dilihat dari 

komponennya, terlihat Belanja Pegawai menunjukkan penurunan 

dari sebesar Rp450.227.761.257,00 pada tahun 2019 menjadi 

Rp400.688.586.142,00 pada tahun 2023. Bela nja barang dan jasa 

meningkat dari sebesar Rp279.058.494.680,00 pada tahun 2019 

menjadi Rp486.763.958.738,00 pada tahun 2023. Belanja subsidi 

mulai ada pada tahun 202 2 sebesar Rp204.717.500,00 dan tahun 

2023 sebesar Rp60.890.000,00. Belanja hibah menunjukkan 

peningkatan dari sebesar Rp23.131.093.000,00 pada tahun 2022 

menjadi Rp33.881.276.232,00. Belanja bantuan sosial 

menunjukkan penurunan dari sebesar Rp5.866.241.000 ,00 

menjadi Rp826.800.000,00 pada tahun 2023.  

942.687.426.593,00 
944.954.212.904,00 

956.501.304.732,00 

932.071.471.274,00 

1.014.782.383.243,00 

2019 2020 2021 2022 2023
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Belanja modal menunjukkan peningkatan dari sebesar 

Rp183.724.641.420,00 pada tahun 2019 menjadi sebesar 

Rp91.952.972.131,00 pada tahun 2023. Belanja tidak terduga 

meningkat dari Rp45.300.000,00 pada tahun 2019 menjadi 

Rp607.900.000,00 pada tahun 2023. Seme ntara itu belanja tranfer 

menunjukkan penurunan dari sebesar Rp633.895.236,00 pada 

tahun 2019 menjadi Rp 200.000.000,00 pada tahun 2022.  

Secara rinci perkembangan masing -masing unsur -unsur  

belanja  daerah  tercantum pada  tabel berikut  ini.  

 

Tabel 3. 2 Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2023 

(Rupiah) 

NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 
II. BELANJA 942.687.426.593,00  944.954.212.904,00  956.501.304.732,00  932.071.471.274,00  1.014.782.383.243,00  

II.1 BELANJA 

OPERASI 

758.283.589.937,00  740.768.469.745,00  826.013.079.878,00  853.696.161.143,00  922.221.511.112,00  

1. Belanja 

Pegawai 

450.227.761.257,00 447.702.525.920,00 411.931.318.505,00 398.347.572.483,97 400.688.586.142,00 

2. Belanja Barang 

dan Jasa 

279.058.494.680,00 271.830.957.825,00 399.357.950.409,00 431.031.608.280,03 486.763.958.738,00 

3. Belanja Bunga - - - - - 

4. Belanja Subsidi  - - - 204.717.500,00 60.890.000,00 

5. Belanja Hibah 23.131.093.000,00 18.602.331.000,00 12.955.460.964,00 23.175.462.879,00 33.881.276.232,00 

6. Belanja 

Bantuan Sosial 

5.866.241.000,00 2.632.655.000,00 1.768.350.000,00 936.800.000,00 826.800.000,00 

    
     

II.2 BELANJA 

MODAL 

183.724.641.420,00  174.131.330.590,00  130.277.078.909,00  75.192.210.131,00  91.952.972.131,00  

1. Belanja Tanah 500.000.000,00 3.610.880.337,00 409.818.620,00 - 1.082.183.240,00 

2. Belanja 

Perlatan dan 

Mesin 

61.532.561.771,00 61.715.928.045,00 43.567.605.306,00 19.089.458.206,00 34.307.626.051,00 

3. Belanja Gedung 

dan Bangunan 

75.166.013.471,00 47.553.365.500,00 60.425.196.643,00 23.051.423.031,00 17.402.770.950,00 

4. Belanja Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

44.164.353.300,00 59.103.396.512,00 24.731.543.900,00 31.216.974.647,00 36.831.079.856,00 

5. Belanja Aset 

Tetap Lainnya 

2.179.958.378,00 1.585.157.696,00 182.158.040,00 1.722.875.662,00 2.196.462.134,00 

6. Belanja Aset 

Lainnya 

181.754.500,00 562.602.500,00 960.756.400,00 111.478.585,00 132.849.900,00 

    
     

II.3 BELANJA 

TIDAK 

TERDUGA 

45.300.000,00 29.396.368.605,00  211.145.945,00  2.983.100.000,00  607.900.000,00  

1 Belanja Tidak 

Terduga 

45.300.000,00 29.396.368.605,00 211.145.945,00 2.983.100.000,00 607.900.000,00 

    
     

II.4 BELANJA 

TRANSFER 

633.895.236,00  658.043.964,00  - 200.000.000,00  - 

1 Bantuan 

Keuangan 

Kepada Partai 

Politik 

633.895.236,00 658.043.964,00 - 200.000.000,00 
 

    
     

SURPUS/ DEFISIT -14.667.527.443,00  -54.730.528.971,00  -10.310.217.208,00  -13.717.691.358,00  -27.506.084.745,00  

 

3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 



 

 III-8 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun -tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan 

daerah di Kota Salatiga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan 

penerimaan pembiayaan daerah  Kota Salatiga menunjukkan 

peningkatan dari sebesar Rp258.310.171.926,0 menjadi 

Rp127.159.087.219,00. Sumber penerimaan pembiayaan daerah 

berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran 

(SILPA) tahun anggaran sebelumnnya.  

Pengeluaran  pembiayaan  Daerah  adalah  uang  yang  keluar  

dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2019 -2023 

pengeluaran pembiayaan daerah Kota Salatiga menunjukkan 

penurunan dari sebesar Rp24.184.908.000,00 menjadi 

Rp1.500.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal 

pemerintah daerah.  

Perkembangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan daerah terlihat pada gambar berikut.  
 

 
Gambar 3. 5 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2019-

2023 (Rupiah) 

 

Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang  selanjutnya  

disingkat  SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun 

berjalan di Kota Salatiga menunjukkan kecenderungan penurunan 

dari sebesar Rp219.457.736.483,00 pada tahun 2019 menjadi 

sebesar Rp98.153.002.474,00 . Kondisi ini menunjukkan bahwa 

2
5

8
.3

1
0

.1
7

1
.9

2
6
,0

0
 

2
1

9
.4

8
5

.9
8

6
.4

8
3
,0

0
 

1
5

5
.7

4
1

.3
3

2
.5

1
2
,0

0
 

1
4

2
.4

3
1

.1
1

5
.3

0
4
,0

0
 

1
2

7
.1

5
9

.0
8

7
.2

1
9
,0

0
 

2
4

.1
8

4
.9

0
8

.0
0

0
,0

0
 

9
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

3
.0

0
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
.5

0
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

 -

 50.000.000.000,00

 100.000.000.000,00

 150.000.000.000,00

 200.000.000.000,00

 250.000.000.000,00

 300.000.000.000,00

2019 2020 2021 2022 2023

PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN



 

 III-9 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

pengelolaan keuangan semakin baik, yang dipengaruhi oleh 

penyerapan anggaran belanja daerah semakin baik.  

 

 
Gambar 3. 6 Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kota Salatiga Tahun 2019-

2023 (Rupiah) 

 

Perkembangan pembiayaan daerah secara rinci tercantum 

pada tabel berikut.  

 

Tabel 3. 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2023 

(Rupiah) 

NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 

III PEMBIAYAAN 
     

III.1 PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

258.310.171.926,00  219.485.986.483,00  155.741.332.512,00  142.431.115.304,00  127.159.087.219,00  

1. Penggunaan 

Sisa Lebih 

Penghitungan 

Anggaran 

(SILPA) 

258.254.809.426,00 219.471.861.483,00 155.741.332.512,00 142.431.115.304,00 127.159.087.219,00 

2. Pencairan Dana 

Perimbangan 

- - - - - 

3. Hasil Penjualan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

- - - - - 

4. Penerimaan 

Pinjaman Daerah 

- - - - - 

5. Penerimaan 

Kembali 

Pemberian 

Pinjaman Daerah 

55.362.500,00 14.125.000,00 - - - 

6. Penerimaan 

Piutang Daerah 

- - - - - 

    
     

III.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

24.184.908.000,00  9.000.000.000,00  3.000.000.000,00  1.500.000.000,00  1.500.000.000,00  

1. Pembentukan 

Desa Cadangan 

- - - - - 

2. Penyertaan 

Modal (Investasi) 

Pemerintah 

Daerah 

24.184.908.000,00 9.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 

219.457.736.483,00 

155.755.457.512,00 
142.431.115.304,00 

127.213.423.946,00 

98.153.002.474,00 

 -

 50.000.000.000,00

 100.000.000.000,00

 150.000.000.000,00

 200.000.000.000,00

 250.000.000.000,00

2019 2020 2021 2022 2023
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NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 

3. Pembayaran 

Pokok Utang 

- - - - - 

4. Pemberian 

Pinjaman Daerah 

- - - - - 

    
     

III.3 PEMBIAYAAN 

NETTO 

234.125.263.926,00  210.485.986.483,00  152.741.332.512,00  140.931.115.304,00  125.659.087.219,00  

  Sisa Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran/ 

SILPA 

219.457.736.483,00  155.755.457.512,00  142.431.115.304,00  127.213.423.946,00  98.153.002.474,00  

Pertumbuhan  APBD Kota Salatiga  tahun  2019 -2023  

tercantum  pada  tabel berikut  ini.  

 

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah  Kota Salatiga Tahun 2019-2023 

NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 
Rata-

Rata 

I PENDAPATAN (4,07) 6,29  (2,94) 7,51  1,69  

I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (7,01) 27,85  (14,15) 18,08  6,19  

1. Pendapatan Pajak Daerah (18,07) 19,62  16,11  9,39  6,76  

2. Pendapatan Retribusi Daerah (15,73) 61,11  (24,38) 48,82  17,45  

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

7,31  10,11  8,71  3,99  7,53  

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (2,79) 31,04  (26,50) 22,55  6,07  

            

I.2 PENDAPATAN TRANSFER (3,22) (0,65) 4,71  3,71  1,14  

1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (2,76) (1,48) 3,29  4,31  0,84  

1.2.1.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA 

PERIMBANGAN 

(8,31) 2,34  2,66  5,24  0,48  

1. Dana Bagi Hasil Pajak 38,66  34,23  (10,91) 2,91  16,22  

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 

Alam) 

67,47  4,22  34,35  (39,03) 16,75  

3. Dana Alokasi umum (9,55) (1,66) (0,20) 5,65  (1,44) 

4. Dana Alokasi Khusus (12,54) 15,40  21,97  5,60  7,61  

I.2.1.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 

LAINNYA 

81,38  (30,76) 10,32  (5,54) 13,85  

1. Dana Otonomi Khusus          

2. Dana Penyesuaian 81,38  (30,76) 10,32  (5,54) 13,85  

            

I.3 TRANSFER ANTAR DAERAH (7,44) 7,34  17,36  (1,01) 4,06  

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak (11,30) 21,45  (0,12) 7,34  4,35  

2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 33,56  (92,27) 1.953,33  (46,03) 462,15  

            

I.4 LAIN_LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2,17  (4,69) (99,89) 1.200,43  274,50  

1. Pendapatan Hibah 2,17  (97,75) (95,44) 1.200,00  252,24  

2. Pendapatan Dana Darurat          

3. Pendapatan Lainnya          

            

II. BELANJA 0,24  1,22  (2,55) 8,87  1,95  

II.1 BELANJA OPERASI (2,31) 11,51  3,35  8,03  5,14  

1. Belanja Pegawai (0,56) (7,99) (3,30) 0,59  (2,82) 

2. Belanja Barang (2,59) 46,91  7,93  12,93  16,30  

3. Belanja Bunga          

4. Belanja Subsidi        (70,26) (70,26) 

5. Belanja Hibah (19,58) (30,36) 78,89  46,19  18,79  

6. Belanja Bantuan Sosial (55,12) (32,83) (47,02) (11,74) (36,68) 
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NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 
Rata-

Rata 

II.2 BELANJA MODAL  (5,22) (25,18) (42,28) 22,29  (12,60) 

1. Belanja Tanah 622,18  (88,65) (100,00)   144,51  

2. Belanja Perlatan dan Mesin 0,30  (29,41) (56,18) 79,72  (1,39) 

3. Belanja Gedung dan Bangunan (36,74) 27,07  (61,85) (24,50) (24,01) 

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 33,83  (58,16) 26,22  17,98  4,97  

5. Belanja Aset Tetap Lainnya (27,28) (88,51) 845,81  27,49  189,38  

6. Belanja Aset Lainnya 209,54  70,77  (88,40) 19,17  52,77  

            

II.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 64.792,65  (99,28) 1.312,81  (79,62) 16.481,64  

1 Belanja Tidak Terduga 64.792,65  (99,28) 1.312,81  (79,62) 16.481,64  

            

II.2 TRANSFER 3,81  (100,00)   (100,00) (65,40) 

1 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3,81  (100,00)   (100,00) (65,40) 

            

 SURPUS/ DEFISIT 273,14  (81,16) 33,05  100,52  81,39  

            

III PEMBIAYAAN          

III.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN (15,03) (29,04) (8,55) (10,72) (15,84) 

1. Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan 

Anggaran (SILPA) 

(15,02) (29,04) (8,55) (10,72) (15,83) 

2. Pencairan Dana Perimbangan          

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

         

4. Penerimaan Pinjaman Daerah          

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Daerah 

(74,49) (100,00)     (87,24) 

6. Penerimaan Piutang Daerah          

            

III.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (62,79) (66,67) (50,00) 0,00  (44,86) 

1. Pembentukan Desa Cadangan          

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 

Daerah 

(62,79) (66,67) (50,00) 0,00  (44,86) 

3. Pembayaran Pokok Utang          

4. Pemberian Pinjaman Daerah          

            

III.3 PEMBIAYAAN NETTO (10,10) (27,43) (7,73) (10,84) (14,02) 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA  (29,03) (8,55) (10,68) (22,84) (17,78) 

 

3.2.  Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan 

3.2.1.  Proporsi Penggunaan Anggaran 

1) Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan 

Aparatur 

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota 

Salatiga relatif besar, yaitu mencapai Rp 450.227.761.257,00 

pada tahun 2023 dan sebesar Rp 400.688.586.142,00 pada 

tahun 2023. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan 

aparatur seperti terlihat pada Tabel 3.5.  
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Tabel 3. 5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  Kota Salatiga 

Tahun 2019-2023 

No Uraian  2019 2020 2021 2022 2023 

1 Belanja Pegawai 450.227.761.257,00 447.702.525.920,00 411.931.318.505,00 398.347.572.483,97 400.688.586.142,00 

 Total belanja  

untuk  

pemenuhan 

kebutuhan  

aparatur  

450.227.761.257,00 447.702.525.920,00 411.931.318.505,00 398.347.572.483,97 400.688.586.142,00 

 

Dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja dan 

pengeluaran Pembiayaan), proporsi belanja pemenuhan 

kebutuhan aparatur mencapai 53,88% pada tahun 2019 

menurun menjadi sebesar 36,61% pada tahun 2023. Secara rinci 

proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tercantum 

pada Tabel 3.6 berikut ini.  

 

Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota 

Salatiga Tahun 2019-2023 

No Uraian  2019 2020 2021 2022 2023 

1 Total belanja 

untuk pemenuhan 

kebutuhan 

aparatur 

450.227.761.257,00 447.702.525.920,00 411.931.318.505,00 398.347.572.483,97 400.688.586.142,00 

2 Total pengeluaran 

(Belanja + 

Pengeluaran 

Pembiayaan) 

835.565.086.617,00 1.030.651.552.146,00 976.621.652.986,00 920.382.954.688,00 1.094.614.736.654,00 

3 Proporsi belanja 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

aparatur 

53,88 43,44 42,18 43,28 36,61 

 

2) Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang 

Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah 

pengeluaran yang wajib  dibayar serta tidak dapat ditunda 

pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh  Pemerintah  Daerah  

seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan,  bunga,  

atau  belanja  sejenis  lainnya.  Belanja  periodik  prioritas  utama  

adalah  pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh 

Pemerintah Daerah dalam  rangka  keberlangsungan  pelayanan  

dasar  prioritas  Pemerintah  Daerah  yaitu  pelayanan pendidikan 

dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis  serta 

belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran 

wajib dan  mengikat  dilakukan  untuk  menghitung  kebutuhan  
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pendanaan  belanja  dan  pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat 

dihindari atau harus dibayar dalam  satu  tahun  anggaran.  

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di 

Kota Salatiga yaitu untuk belanja pegawai dengan kecenderungan 

menurun dari sebesar Rp450.227.761.257,00 pada tahun 2019 

menjadi sebesar Rp400.688.586.142,00 pada tahun 2023. 

Sementara itu pengeluaran pembiayaan baik untuk pembentukan 

dana cadangan maupun pembayaran pokok hutang tidak ada. 

Perkembangan Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas 

utama di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.  

 

Tabel 3. 7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  

Kota Salatiga Tahun 2019-2023 
 

No Uraian  2019 2019 2020 2023 2023 

A Belanja       

1 Belanja Pegawai 450.227.761.257,00 447.702.525.920,00 411.931.318.505,00 398.347.572.483,97 400.688.586.142,00 

       

B Pengeluaran 

Pembiayaan  

     

1 Pembentukan 

Dana Cadangan 

- - - - - 

2 Pembayaran 

pokok utang 

- - - - - 

       

 TOTAL 458.386.151.809 415.359.149.878 439.275.049.316 449.612.491.054 485.101.854.894 

 

Berdasarkan  data  diatas,  selanjutnya  dilakukan  

perhitungan  proyeksi  untuk  memperoleh  gambaran  kebutuhan  

belanja  dan  pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan 

mengikat serta prioritas utama.  Analisis dilakukan dengan 

proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan  kerangka  

pendanaan  pembangunan  daerah.  Dihasilkan  proyeksi  tahun  

2024 -2029 sebagaimana  tercantum  pada  Tabel  3.8.  
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Tabel 3. 8 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 

Kota Salatiga Tahun 2024-2029 

No Uraian  2024 2025 2026 2027 2028 2029 

A Belanja        

1 Belanja Pegawai 410.705.800.795,55 420.973.445.815,44 431.497.781.960,83 442.285.226.509,85 453.342.357.172,59 464.675.916.101,91 

        

B Pembiayaan  

Pengeluaran  

      

1 Pembentukan 

Dana Cadangan 

      

2 Pembayaran pokok 

utang 

      

        

 TOTAL (A+B) 410.705.800.796  420.973.445.815  431.497.781.961  442.285.226.510  453.342.357.173  464.675.916.102  
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3.2.2.  Analisis Pembiayaan 

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu 

tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran 

Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu tahun 2019 -2023 defisit riil 

menurun dari sebesar Rp38.852.435.443,00 menjadi 

Rp29.006.084.745,00. Secara rinci terlihat pada Tabel 3.9 berikut ini.  

 

Tabel 3. 9 DeĜsit Riil Anggaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 
 

No. Uraian  2019 2019 2020 2023 2023 

1. Realisasi Pendapatan 

Daerah 

928.019.899.150,00 890.223.683.933,00 946.191.087.524,00 918.353.779.916,00 987.276.298.498,00 

 Dikurangi 

realisasi: 

     

2. Belanja 

Daerah 

942.687.426.593,00 944.954.212.904,00 956.501.304.732,00 932.071.471.274,00 1.014.782.383.243,00 

3. Pengeluaran 

Pembiayaan 

Daerah 

24.184.908.000,00 9.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 

 Defisit riil (38.852.435.443,00) (63.730.528.971,00) (13.310.217.208,00) (15.217.691.358,00) (29.006.084.745,00) 

Penerimaan  pembiayaan  daerah  sebagai  sumber  penutup  defisit  

riil  berasal  dari  Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) Tahun  

Anggaran  sebelumnya,  seperti terlihat  pada  Tabel  3.10 berikut ini.  

 

Tabel 3. 10 Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup DeĜsit Riil 

Anggaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 
No Uraian  2019 2020 2021 2022 2023 

1 Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya 

258.254.809.426,00 219.471.861.483,00 155.741.332.512,00 142.431.115.304,00 127.159.087.219,00 

2 Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman 

Daerah 

55.362.500,00 14.125.000,00 - - - 

 

3.2.3.  Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 

Proyeksi  APBD Kota Salatiga  dilakukan  dengan  menggunakan  

beberapa  asumsi  sebagai  berikut:  

ρȢ Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada 

pertumbuhan yang tinggi dengan laju inflasi pada angka yang 

stabil. 

ςȢ Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan 

perbaikan pengelolaan pajak, peningkatan kinerja pengelolaan 

BUMD dan peningkatan kinerja pengelolaan BLUD. 

σȢ Pendapatan transfer pemerintah pusat tidak mengalami 

perubahan, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah 

provinsi terutama berasal dari bagi hasil pajak mengalami 

peningkatan. 

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga 

tahun  2024 -2029 tercantum  ada Tabel  3.11  berikut  ini.  



 

 

I
I
I

-1
6 

G
A
M
B
A
R
A
N
 
K
E
U
A
N
G
A
N
 
D
A
E
R
A
H

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

Tabel 3. 11 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2029 

NO URAIAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

I PENDAPATAN 960.574.453.664,00  997.571.768.470,95  1.036.508.124.055,55  1.077.515.330.937,17  1.120.735.622.113,07  1.166.322.541.544,24  

I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 256.429.018.664,00  305.006.832.770,95  326.629.064.963,05  349.889.295.367,36  374.918.935.654,01  401.860.437.923,71  

1. Pendapatan Pajak Daerah 75.149.500.000,00 113.351.916.555,30 123.995.661.519,84 135.638.854.136,56 148.375.342.539,98 162.307.787.204,48 

2. Pendapatan Retribusi Daerah 15.073.685.164,00 15.827.369.422,20 16.618.737.893,31 17.449.674.787,98 18.322.158.527,37 19.238.266.453,74 

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

22.451.000.000,00 23.346.794.900,00 24.278.332.016,51 25.247.037.463,97 26.254.394.258,78 27.301.944.589,71 

4. Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

143.754.833.500,00 152.480.751.893,45 161.736.333.533,38 171.553.728.978,86 181.967.040.327,88 193.012.439.675,78 

    
      

I.2 PENDAPATAN TRANSFER 704.145.435.000,00  692.564.935.700,00  709.879.059.092,50  727.626.035.569,81  745.816.686.459,06  764.462.103.620,53  

1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH 

PUSAT 

629.332.889.000,00  645.066.211.225,00  661.192.866.505,63  677.722.688.168,27  694.665.755.372,47  712.032.399.256,78  

1.2.1.1 DANA PERIMBANGAN 629.332.889.000,00  645.066.211.225,00  661.192.866.505,63  677.722.688.168,27  694.665.755.372,47  712.032.399.256,78  

1. Dana Bagi Hasil  25.213.145.000,00 25.843.473.625,00 26.489.560.465,63 27.151.799.477,27 27.830.594.464,20 28.526.359.325,80 

    
 

- - - - - 

2 Dana Alokasi umum 463.312.491.000,00 474.895.303.275,00 486.767.685.856,88 498.936.878.003,30 511.410.299.953,38 524.195.557.452,21 

3 Dana Alokasi Khusus Fisik 36.243.185.000,00 37.149.264.625,00 38.077.996.240,63 39.029.946.146,64 40.005.694.800,31 41.005.837.170,31 

4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 88.884.114.000,00 91.106.216.850,00 93.383.872.271,25 95.718.469.078,03 98.111.430.804,98 100.564.216.575,11 

5  Insentif Fiskal  15.679.954.000,00 16.071.952.850,00 16.473.751.671,25 16.885.595.463,03 17.307.735.349,61 17.740.428.733,35 

    
      

I.3 TRANSFER ANTAR DAERAH 74.812.546.000,00  47.498.724.475,00  48.686.192.586,88  49.903.347.401,55  51.150.931.086,59  52.429.704.363,75  

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 73.000.216.000,00 45.641.086.225,00 46.782.113.380,63 47.951.666.215,14 49.150.457.870,52 50.379.219.317,28 

2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.812.330.000,00 1.857.638.250,00 1.904.079.206,25 1.951.681.186,41 2.000.473.216,07 2.050.485.046,47 

    
      

I.4 LAIN_LAIN PENDAPATAN 

YANG SAH 

- - - - - - 

1. Pendapatan Hibah - - - - - - 

2. Pendapatan Dana Darurat 
      

3. Pendapatan Lainnya - - - - - - 
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NO URAIAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

    
      

II. BELANJA 1.002.641.692.621,00  1.039.639.007.427,95  1.078.575.363.012,55  1.119.582.569.894,17  1.162.802.861.070,07  1.208.389.780.501,24  

II.1 BELANJA OPERASI 903.588.801.595,00  931.887.356.209,61  961.342.063.184,56  992.014.273.081,66  1.023.969.417.544,43  1.057.277.327.058,30  

1. Belanja Pegawai 386.963.276.825,00 396.637.358.745,63 406.553.292.714,27 416.717.125.032,12 427.135.053.157,93 437.813.429.486,87 

2. Belanja Barang dan Jasa 479.081.812.013,00 513.643.218.713,99 533.217.161.189,04 553.759.829.000,32 575.330.478.313,52 592.992.608.650,26 

3. Belanja Bunga 
      

4. Belanja Subsidi  200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 

5. Belanja Hibah 35.900.862.757,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00 

6. Belanja Bantuan Sosial 1.442.850.000,00 1.406.778.750,00 1.371.609.281,25 1.337.319.049,22 1.303.886.072,99 1.271.288.921,16 

    
      

II.2 BELANJA MODAL  96.652.891.026,00  105.351.651.218,34  114.833.299.827,99  125.168.296.812,51  136.433.443.525,64  148.712.453.442,94  

1. Belanja Tanah 2.607.710.150,00 2.842.404.063,50 3.098.220.429,22 3.377.060.267,84 3.680.995.691,95 4.012.285.304,23 

2. Belanja Perlatan dan Mesin 28.497.737.540,00 31.062.533.918,60 33.858.161.971,27 36.905.396.548,69 40.226.882.238,07 43.847.301.639,50 

3. Belanja Gedung dan Bangunan 30.830.380.499,00 33.605.114.743,91 36.629.575.070,86 39.926.236.827,24 43.519.598.141,69 47.436.361.974,44 

4. Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

31.932.314.886,00 34.806.223.225,74 37.938.783.316,06 41.353.273.814,50 45.075.068.457,81 49.131.824.619,01 

5. Belanja Aset Tetap Lainnya 2.601.887.201,00 2.836.057.049,09 3.091.302.183,51 3.369.519.380,02 3.672.776.124,23 4.003.325.975,41 

6. Belanja Aset Lainnya 182.860.750,00 199.318.217,50 217.256.857,08 236.809.974,21 258.122.871,89 281.353.930,36 

    
      

II.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000,00  2.400.000.000,00  2.400.000.000,00  2.400.000.000,00  2.400.000.000,00  2.400.000.000,00  

1 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 

    
      

  SURPUS/ DEFISIT -42.067.238.957,00  -42.067.238.957,00  -42.067.238.957,00  -42.067.238.957,00  -42.067.238.957,00  -42.067.238.957,00  

    
      

III PEMBIAYAAN 
      

III.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  

1. Penggunaan Sisa Lebih 

Penghitungan Anggaran 

(SILPA) 

42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 

2. Pencairan Dana Perimbangan - - - - - - 
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NO URAIAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3. Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

- - - - - - 

4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - 

5. Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Daerah 

- - - - - - 

6. Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - 

    
      

III.2 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

 
- - - - - 

1. Pembentukan Desa Cadangan 
 

- - - - - 

2. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

- - - - - - 

3. Pembayaran Pokok Utang - - - - - - 

4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - 

    
      

III.3 PEMBIAYAAN NETTO 42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  42.067.238.957,00  

  Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran/ SILPA  

- - - - - - 
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3.3.  Penghitungan Kerangka Pendanaan 

Hasil  penghitungan  kapasitas  riil  kemampuan  keuangan  

daerah  selama  kurun  waktu  tahun  2024 -2029 tercantum pada  Tabel 

3.12 berikut  ini.  

 

Tabel 3. 12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai 

Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2029 

 

No. Uraian  2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Pendapatan 
960.574.453.664 997.571.768.470,95 1.036.508.124.055,55 1.077.515.330.937,17 1.120.735.622.113,07 1.166.322.541.544,24 

2 
Penerimaan 

Pembiayaan 

42.067.238.957 42.067. 238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067.238.957,00 42.067. 238.957,00 

  

Kapasitas riil 

kemampuan 

keuangan 

1.002.641.692.621 1.039.639.007.427,95 1.078.575.363.012,55 1.119.582.569.894,17 1.162.802.861.070,07 1.208.389.780.501,24 

 

Berdasarkan  hasil  penghitungan  kapasitas  riil  kemampuan  

keuangan  daerah  selama kurun waktu tahun 2024 -2029 selanjutnya 

ditentukan pengalokasian untuk  prioritas  pembangunan.  Prioritas  

pembangunan  mencakup  Prioritas  I yaitu  belanja yang diamanatkan 

dalam peraturan perundang -undangan,  dan   Prioritas II yaitu 

Program perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi  

lainnya diluar prioritas I. Perincian belanja prioritas pembangunan 

tahun 2024 -2029 selanjutnya tercantum pada Tabel 3.13 berikut ini.  

 

Tabel 3. 13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2029 

No Uraian  2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Kapasitas riil 

kemampuan 

keuangan  

1.002.641.692.621,00 1.039.639.007.427,95 1.078.575.363.012,55 1.119.582.569.894,17 1.162.802.861.070,07 1.208.389.780.501,24 

1 Prioritas I  701.849.184.834,70 727.747.305.199,57 755.002.754.108,78 783.707.798.925,92 813.962.002.749,05 845.872.846.350,87 

 

a. 

Pendidikan 20% dari 

total belanja daerah 

200.528.338.524,20 207.927.801.485,59 215.715.072.602,51 223.916.513.978,83 232.560.572.214,01 241.677.956.100,25 

 

b. 

Kesehatan 10% dari 

total belanja daerah 

100.264.169.262,10 103.963.900.742,80 107.857.536.301,26 111.958.256.989,42 116.280.286.107,01 120.838.978.050,12 

 

c. 

Infrastruktur 

Pelayanan Publik 40% 

dari total belanja 

daerah 

401.056.677.048,40 415.855.602.971,18 431.430.145.205,02 447.833.027.957,67 465.121.144.428,03 483.355.912.200,50 

2 Prioritas II (Program 

perangkat daerah 

pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

diluar prioritas I)  

300.792.507.786,30 311.891.702.228,39 323.572.608.903,76 335.874.770.968,25 348.840.858.321,02 362.516.934.150,37 
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IV-1 

BAB IV 
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

 

Permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran 

sebagai suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara 

kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Kondisi tersebut dapat dilihat 

berdasarkan  hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja 

pembangunan derah, sehingga dihasilkan gap atau perbedaan antara 

kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal yang 

diharapkan. Isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota 

Salatiga secara umum adalah masalah atau tantangan penting ya ng 

berdampak besar pada keberhasilan atau kegagalan tujuan jangka 

menengah daeah. Isu stratgis pembangunan daerah bersifat kompleks, 

melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari 

berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah d alam menetapkan 

kebijakan dan program upaya dalam penyelesaiannya.  

 

4.1. Permasalahan 

Permasalahan pembangunan daerah Kota Salatiga mengacu pada 

hasil analisis kondisi pembangunan daerah pada bab sebelumnya. 

Permasalahan pembangunan daerah meliputi 5 aspek, yaitu: 

4.1.1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek geografi dan 

demografi Kota Salatiga, yaitu: 

1. Faktor risiko bencana longsor pada beberapa wilayah yang berada 

pada ketinggian dan kemiringan dengan tingkat kemiringan yang 

tinggi seperti di Kelurahan Blotongan, Sidorejo Kidul,  

Kutowinangun Lor, Kelurahan Bugel, Kelurahan Randuacir, 

Kelurahan Kumpulrejo, dan sebagian Kutowinangun Kidul), 

sedangkan pada wilayah rendah sering terjadi kekurangan air 

bersih (Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Noborejo, Blotongan) dan 

terjadi luapan air.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (LS) dan 

kebutuhan lahan (DL) Status Daya Dukung Lahan : SL (18.623 Ha) 

< DL (46.251 Ha), dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa daya dukung lahan Kota Salatiga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak 

penduduk. 

3. Meningkatnya  jumlah penduduk lansia di Kota Salatiga. Hal yang 

perlu mendapat perhatian terkait dengan kondisi ini adalah 
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masalah jaminan kesehatan dan kepedulian terhadap pelayanan 

kebutuhan lansia. 

 

4.1.2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek kesejahteraan 

masyarakat Kota Salatiga, yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (3.35%) dan 2022 (5,53%) mulai 

mengalami kenaikan paska gejolak pandemi Covid 19 ditahun 

2019-2020, namun ditahun 2023 kembali mengalami pelambatan 

menjadi sebesar 5,34%. 

2. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota 

Salatiga yang tergambar dari kondisi indeks gini Kota Salatiga 

sebesar 0,417 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah 

(0,369) dan Nasional (0,388). 

3. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan 

kondisi ditahun 2023 mencapai 9,1 ribu jiwa dengan target SDGs 

pada tahun 2030 nol persen. 

4. Belum optimalnya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 

dengan kondisi tahun 2023 sebesar 4,57% 

5. Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap 

pemenuhan rumah layak huni (RTLH 5,98%), sanitasi (87,32%) dan 

layanan air minum (99,28%). 

6. Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga yang 

tergambar dari Indeks Keluarga Sehat Kota Salatiga sebesar 0,39 

7. Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak 

dengan kondisi rasio kekerasan thd Perempuan sebesar 19,78 % 

dan anak sebesar 0,02 %. 

8. Belum optimlanya peningkatan capaian kualitas pemberdayaan 

gender, terutama dalam meningkatkan sumbangan pendapatan 

Perempuan dengan kondisi tahun 2023 sebesar 41.65%. 

 

4.1.3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dari aspek Daya Saing 

daerah Kota Salatiga, yaitu: 

1. Belum optimlanya pencapaian pembangunan inklusif dalam 

mendukung peningkatan kesempatan yang luas bagi seluruh 

lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan 

kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan 

wilayah. 

2. Peningkatan angka ketergantungan penduduk dengan kondisi 

angka ketergantungan sebesar 42,34 yang artinya setiap 100 
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penduduk usia produktif harus menanggung 43 penduduk usia 

tidak produktif.  

3. Belum optimlanya daya saing daerah yang ditunjukkan dengan 

nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77 

lebih rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,89 dan 

berada di posisi tiga terendah bersama Kota Tegal dan Kota 

Pekalongan. 

 

4.1.4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum  

4.1.4.1. Urusan  Pemerintahan  Wajib Yang  Berkaitan Dengan  

Pelayanan  Dasar 

1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pendidikan 

a. Masih ditemukannya anak putus sekolah pada satuan 

pendidikan dasar, tercatat ditahun 2023, anak putus sekolah 

dasar sebesar 0,04% dan anak putus sekolah pada jenjang 

SMP/MTs sebesar 0,03%. 

b. Belum optimalnya pencapaian numerasi siswa pada jenjang 

pendidikan dasar. Rata-rata kemampuan numerasi SD/MI 

baru tercapai di angka 2,22 Nilai (74,1%), sedangkan capaian 

rata-rata kompetensi numerasi  SMP/MTs sebesar 2,14 Nilai 

(71,41%). 

c. Masih rendahnya pencapaian APK Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dengan persentase capaian kinerja APK PAUD pada 

2023 sebesar 46,84%. 

d. Belum optimalnya pengembangan kurikulum Mulok, baik 

pada satuan pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. Kondisi 

ini dapat dilihat dari persentase Sekolah yang telah 

menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi 

kurikulum mulok jenjang SD/MI sebesar 74,19% dan 

SMP/MTs sebesar 62,86%. Sementara itu pada pelaksanaan 

PKBM, penerapan kegiatan yang dikembangkan menjadi 

kurikulum mulok berada diangka 75,00%. 

e. Masih rendahnya ketersediaan bersertifikat pendidik pada 

semua jenang. Hal tersebut dapat dilihat dari guru pada 

jenang TK/RA yang memiliki sertifikat baru tercapai sebesar 

34,83%, pada jenang SD/MI sebesar 48,25% dan pada jenjang 

SMP/MTs sebesar 57,23%. 

f. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagan TK/RA 

dan PKBM. Kondisi ini dapat dilihat dari TKA/RA yang 

terkareditasi sebesar 86,21%, sedangkan PKBM yang 

terakreditasi sebesar 83,33%. 
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g. Masih rendahnya model pengembangan bahasa jawa pada 

satuan pendidikan dasar. Kondisi tersbeut ditunjukkan 

dengan SD/MI yang mengembangkan model pembelajaran 

bahasa jawa baru sebesar 40,00%, dan SMP/MTs sebesar 

66,67%. 

h. Masih rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan yang 

ditunjukkan dengan indikator SPM pendidikan kesetaraan 

untuk tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru sebesar 

65,56%. 

2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kesehatan 

a. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita. 

b. Masih adanya kasus balita stunting dan gizi buruk. 

c. Masih adanya ibu hamil KEK dan anemia. 

d. Masih adanya kasus BBLR. 

e. Kurang optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular. 

f. Kurang optimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan 

lingkungan. 

g. Kurang optimalnya upaya promotif dan preventif untuk 

berperilaku hidup sehat. 

h. Kondisi gedung pelayanan penunjang (Rehabilitasi Medik, 

Hemodialisa, Laboratorium, dan Endoscopy) pada saat ini 

sudah tidak representative untuk melaksanakan pelayanan 

dikarenakan gedung tersebut merupakan gedung lama dan 

luasan tidak standar serta jumlah pasien semakin 

meningkat. 

i. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 

j. Banyaknya pasien yang melakukan pemeriksaan 

laboratorium yang dirujuk ke laboratorium lain dikarenakan 

belum memiliki layanan mikrobiologi. 

3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pekerjaan  Umum Dan  

Penataan  Ruang 

a. Belum optimalnya jaringan irigasi yang melayani daerah 

irigasi (kondisi jaringan irigasi kondisi baik yang melayani 

daerah irigasi pada tahun 2023 sebesar 81%). 

b. Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan minimal) akses 

terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan  perpipaan terlindungi (belum mencapai 

100%). 
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c. Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan minimal) 

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh  layanan 

pengolahan air limbah domestik. 

d. Belum optimalnya kondisi jaringan drainase yang ada di Kota 

Salatiga. 

e. Pentingnya penilikan terhadap kesesuaian IMB yang telah 

diterbitkan. 

f. Pentingnya gedung perkantoran yang representatif untuk 

pelayanan masyarakat. 

g. Perlunya pemeliharaan atau peningkatan jalan kondisi sedang 

untuk menjaga jalan kondisi mantap. 

h. Minimnya jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi 

baik. 

i. Pentingnya pembinaan Jasa konstruksi. 

j. Pentingnya pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). 

k. Rasio  proyek  yang menjadi  kewenangan pengawasannya 

tanpa kecelakaan konstruksi. 

l. Belum optimalnya prosentase rumah tangga perkotaan 

terhadap air siap minum perpipaan. 

m. Minimnya prosentase rumah tangga perkotaan dengan akses 

sanitasi aman. 

4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perumahan  Dan Kawasan  

Permukiman 

a. Masih terdapatnya Lokasi Kumuh yang perlu dituntaskan 

dengan luas 28,77 Ha 

b. Keterbatasan dana keswadayaan calon penerima bantuan 

Rumah Tidak Layak Huni 

c. Proses Penyelesaian sengketa tanah tidak dapat diprediksi 

baik yang melalui litigasi ataupun non litigasi 

d. Luasan siteplan dari pengembang berbeda dari hasil 

pengukuran BPN 

5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Ketenteraman Dan  

Ketertiban  Umum  Serta Perlindungan Masyarakat 

a. Belum optimalnya kecukupan atau kuantitas sarana dan 

prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana 

dan logistik. 

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas 

bidang pemadam kebakaran dengan kondisi ditahun 2023 

masih diangka 75,00%. 

c. Belum optimalnya respon tanggap dalam layanan wilayah 

kebakaran luar kota Salatiga.  
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d. Penegakan perda dan perkada ditahun 2023 tidak berjalan 

optimal, dimana masih ada sekitar 5% Perda dan Perkada 

yang belum ada penegakkan dalam pelaksanaannya. 

e. Kurangnya pembinaan terhadap pelanggar Perda Kota 

Salatiga 

6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Sosial 

a. Belum optimalnya pembentukan lembaga puskesos 

b. Belum optimalnya lembaga kesejahteraan sosial atau lembaga 

kesejahteraan sosial anak (LKS/LKSA) yang mengikuti 

Assesment dengan kondisi tahun 2023 baru mencapai 37,04% 

LKS/LKSA yang mengikuti asessment. 

c. Belum optimalnya pengelolaan data kesejahteraan sosial yang 

bersifat dinamis dan kedaruratan. 

 

4.1.4.2. Urusan  Pemerintahan  Wajib Yang  Tidak Berkaitan  

Dengan  Pelayanan  Dasar 

1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Tenaga Kerja 

a. Belum optimalnya penyelenggaraan uji kompetensi bagi 

tenaga kerja. 

b. Belum semua perusahaan menerapkan tata kelola layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan). Rekomendasi pemeriksaan 

yang disampaikan kepada perusahaan tidak dilaksanakan 

sepenuhnya. 

c. Masih terdapat penduduk usia kerja yang belum 

mendapatkan perkerjaan 

d. Ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang dibutuhkan sektor 

industri dengan tenaga kerja yang tersedia 

e. Persyaratan perizinan (dalam hal ini PBG) yang relatif lama 

dan berbiaya mahal sulit dipenuhi oleh LPK 

f. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan 

program produktivitas 

g. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja melalui 

mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah 

kabupaten/kota. 

2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pemberdayaan Perempuan  

Dan  Perlindungan  Anak  

a. Pemenuhan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

belum mencapai 30%. 

b. Terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 

2023 sebanyak 20 kasus. 
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c. Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak dengan 

kondisi pada tahun 2023 sebesar 32 kasus. 

d. Masih rendahnya partisipasi anak dalam kegiatan pada tahun 

2023 baru mencapai sebesar 6,79%. 

3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pangan 

a. Kurangnya infrastruktur pangan, belum ada infrastruktur 

pangan yang memadai tahun 2019 hingga tahun 2023. 

b. Kurangnya akses dan distribusi pangan pokok dan pangan 

lainnya yang merata, meskipun ketersediaan pangan 

mencapai 100%, distribusi pangan mungkin belum merata di 

semua area. 

c. Distribusi dan ketersediaan pangan yang belum merata untuk 

menjamin penduduk salatiga memperoleh pangan yang 

beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. 

d. Skor PoU 2023 menunjukkan bahwa sekitar 5,83% dari 

populasi Kota Salatiga mengalami ketidakcukupan konsumsi 

pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang 

menunjukkan adanya tantangan dalam ketahanan pangan 

sehingga perlu diatasi melalui berbagai intervensi dan upaya 

kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, 

dan masyarakat untuk mengurangi prevalensi 

ketidakcukupan konsumsi pangan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

e. Meski penanganan rumah tangga rawan pangan telah 

mencapai 100%, masih ada kemungkinan terdapat rumah 

tangga yang belum terjangkau. 

f. Fluktuasi dalam persentase pangan segar yang aman. 

g. Kurangnya infrastruktur dan sistem yang efisien untuk 

pengecekan dan pemeliharaan cadangan pangan sehingga 

mengakibatkan belum optimalnya ketersediaan pangan 

terhadap total jumlah penduduk. 

4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pertanahan (BA menyusul) 

a. Belum optimalnya penataan bidang pertanahan, tercatat 

ditahun 2023 baru tercapai 70% 

b. Rendahnya pensertifikatan tanah hasil pengadaan, bidang 

dan TPU, tercatat ditahun 2023 baru tercapai 47%. 

c. Belum optimalnya penyediaan bidang tanah untuk 

pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum. 

d. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi 

lebih produktif oleh masyarakat, dengan kondisi ditahun 2023 

sebesar 45,00%. 

5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Lingkungan  Hidup 
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a. Rendahnya lahan yang dilakukan konservasi baru sebesar 5% 

ditahun 2023. 

b. Rendahnya pelaksanaan konservasi disekitar sumber mata 

air, baru sebesar 10% ditahun 2023. 

c. Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kota Salatiga, 

tahun 2023 baru mencapai 17% dari target nasional 30%. 

d. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah 

dan sampah spesifik masih rendah. 

e. Belum optimalnya pengelolaan sampah, pada tahun 2023 

aktivitas pengurangan sampah baru sebesar 27,00%. 

f. Rendahnya pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup 

dengan kondisi tahun 2023 sebesar 58,37. 

g. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Salatiga masih rendah 

dengan kondisi tahun 2023 sebesar 7,69%. 

6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Administrasi Kependudukan  

Dan  Pencatatan  Sipil 

a. Masih terdapat 0,8% penduduk yang belum melakukan 

perekaman KTP-el. 

b. Belum tersedianya data base penduduk 0-5 th yang belum 

memiliki KIA dan masih terdapat 16,16% anak usia 0-17 

tahun kurang 1 (satu) hari yang belum memiliki KIA. 

c. Masih terdapat anak usia 0-5 tahun yang belum mendapatkan 

akta kelahiran, tahun 2023 penerbitan akta kelahiran 0-5 

tahun masih diangka 99,68%. Kemudian secara umum masih 

terdapat 0,92% penduduk yang belum mendapatkan 

kepemilikan akta kelahiran. 

d. Belum tersedianya jaminan keamanan data kependudukan 

sesuai dengan regulasi yang akurat. 

e. Dukungan sarana dan prasarana data kependudukan masih 

belum sesuai dengan kecepatan perkembangan teknologi.  

7. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pengendalian Penduduk  Dan  

Keluarga Berencana 

a. Masih kurangnya pemahaman tentang pendewasaan usia 

perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja dibuktikan 

dengan masih terdapat PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 

sebesar 0,17%. 

b. Tingginya PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) 

pada tahun 2023 sebesar 14,19%. 

c. Rendahnya Penggunaan Kontrasepsi ditandai dengan MKJP 

pada tahun 2023 sebesar 26,28% dan mCPR sebesar 63,66% 
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d. Masih kurangnya pemahaman terkait 1.000 HPK ditandai 

masih terdapat keluarga beresiko stunting. 

e. Kondisi TFR masih belum mencapai ideal mendekati 2,1% 

dengan kondisi tahun 2023 sebesar 1,81%. 

8. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perhubungan 

a. Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan setiap tahun 

mengalami peningkatan dan tidak seimbang dengan pagu 

anggaran yang tersedia. sehingga berpengaruh pada 

pencapaian keselamatan berlalu lintas melalui rekayasa lalu 

lintas di wilayah Kota Salatiga. 

b. Belum adanya fasilitas dan sistem tentang angkutan darat 

yang memadai. 

c. Rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk 

memenuhi kelayakan kendaraan bermotor. 

d. Masih terbatasnya fasilitas dan sistem perparkiran. 

9. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Komunikasi  Dan Informatika 

a. Masih rendahnya penyediaan fasilitas pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi dalam mendukung smart city 

dengan kondisi tahun 2023 baru sebesar 36,50%. 

b. Belum terbangunnya secara total sistem jaringan intra 

pemerintah daerah (jaringan fiber optik). 

10. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Koperasi, Usaha Kecil, Dan  

Menengah 

a. Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan 

badan usaha lain. 

b. Banyaknya UMKM yang tidak memahami Digital Marketing 

dan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah. 

c. Ketersediaan lembaga inkubator bisnis belum memberikan 

dampak yang signifikan dan kemanfaatan pada UMKM agar 

dapat naik kelas dan mengeksplor produknya. 

d. Kualitas produk UMKM masih rendah dan belum memenuhi 

standar produksi, standar pengemasan, dan higenitas yang 

memenuhi syarat. 

e. Kurangnya Event-Event yang dilakukan oleh Pemerintah yang 

dilakukan secara rutin. 

11. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Penanaman  Modal 

a. Belum optimlanya realisasi investasi berskala nasional 

(PMDN) maupun asing (PMA)  

b. Lahan yang luas dengan kondisi clean and clear kurang 

tersedia dalam mendukung investasi di Kota Salatiga. 

c. Pemenuhan syarat dalam perijinan tidak segera dipenuhi oleh 

pelaku usaha. 



 

 IV-10 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

d. Aplikasi OSS yang terpusat belum terintegrasi secara sistem 

dengan aplikasi perijinan pendukung yang dikembangkan 

daerah. 

12. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kepemudaan Dan Olahraga 

a. Masih rendahnya peningkatan kapasitas dan daya saing 

pemuda dengan kondisi di tahun 2023 persentase pemuda 

yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan baru sebesar 6,60%. 

b. Masih rendahnya peningkatan kapasitas atlet dengan kondisi 

tahun 2023 atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas 

Daya Saing Olahraga baru sebesar 15,51%. 

c. Masih rendahnya fasilitasi pengembangan Kapasitas 

Kepramukaan dengan capaian di tahun 2023 masih diangka 

60,00%. 

d. Rendahnya partisipasi pemuda dalam kewirausahaan 

mandiri yaitu baru sebesar 0,55%. 

e. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi 

kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu 

baru mencapai 45,99%. 

f. Belum optimalnya pencapaian medali di bidang olahraga 

dengan kondisi di tahun 2023 telah tercapai 39 medali. 

13. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Statistik 

a. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dalam 

data base satu data Kota Salatiga. 

14. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Persandian 

a. Belum optimalnya peningkatan kematangan daerah dalam 

penyelenggaraan keamanan informasi, dengan kondisi tahun 

2023 sudah mencapai 80,00%. 

b. Masih rendahnya partisipasi stakeholder terkait keamanan 

informasi daerah. 

15. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kebudayaan 

a. Masih terdapat objek pemajuan kebudayaan yang belum 

dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. 

b. Keterbatasan jumlah kajian produk sejarah dan sarana 

prasarana akses informasi sejarah. 

c. Kurangnya TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya) yang 

bersertifikasi. 

d. Belum optimalnya penanganan pengelolaan museum. 

e. Belum adanya gedung pusat pembinaan/Pentas/gelar seni 

SDM kebudayaan. 

16. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perpustakaan  
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a. Masih rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat 

dengan kinerja di tahun 2023 masih di angka 64,53%. 

b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelestarian pada 

lembaga penyimpan naskah kuno Nusantara, belum semua 

regulasi terkait dengan pelestarian ditindaklanjuti, belum 

optimalnya pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan 

naskah Nusantara. 

c. Belum optimalnya indeks pembangunan literasi masyarakat 

dengan kondisi tahun 2023 masih diangka 94,48. 

17. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kearsipan 

a. Belum optimalnya pengelolaan arsip di daerah. 

b. Belum optimalnya implementasi pengelolaan kearsipan, 

sarana prasarana pelayanan kearsipan belum memadai 

termasuk kepemilikan Depo Arsip yang aman. 

 

4.1.4.3. Urusan  Pemerintahan  Pilihan 

1. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kelautan  Dan Perikanan 

a. Masih terdapat kelompok pembudidaya ikan yang belum 

terjangkau. 

b. Rendahnya kemampuan dalam penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan 

kelembagaan kelompok budidaya. 

c. Masih rendahnya peningkatan kapasitas produksi perikanan 

budidaya mengakibatkan rendahnya pemanfaatan, 

pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, 

embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif. 

2. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pariwisata 

a. Terbatasnya keberadaan destinasi wisata dan pengembangan 

destinasi yang sudah ada di Kota Salatiga dalam mendukung 

peningkatan daya tarik wisata. 

b. Belum optimalnya kolaborasi dengan hexahelix dalam 

pengembangan pariwisata; 

c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dalam 

mendukung perkembangan pariwisata. 

3. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Pertanian 

a. Meski cakupan bina kelompok pembudidaya ikan telah 

mencapai 100%, masih ada kemungkinan terdapat kelompok 

pembudidaya ikan yang belum terjangkau. 

b. Rendahnya kemampuan dalam penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan 

kelembagaan kelompok budidaya. 
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c. Meski cakupan bina kelompok  pengolah dan pemasar ikan 

telah mencapai 100%, masih ada kemungkinan terdapat 

kelompok pembudidaya ikan yang belum terjangkau. 

d. Masih rendahnya peningkatan kapastias produksi perikanan 

budidaya mengakibatkan rendahnya pemanfaatan, 

pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, 

embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif. 

e. Rendahnya pemenuhan kebutuhan sarana pertanian, 

meskipun telah mencapai 70% pada tahun 2022 dan 65% 

pada tahun 2023, masih ada kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan sarana pertanian. 

f. Rendahnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian. 

meskipun telah mencapai 70% pada tahun 2022 dan 70% 

pada tahun 2023, masih ada kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan prasarana pertanian. 

g. Meskipun tidak ada kejadian mortalitas hewan/ternak akibat 

penyakit zoonosis berhasil perlu dikaji strategi program 

vaksinasi dan pengendalian  penyakit zoonosis yang lebih baik 

dan efektif. 

h. Penanganan bencana pertanian di Kota Salatiga belum 

optimal karena kurangnya upaya mitigasi bencana yang 

efektif. 

i. Masih rendahnya kapasitas kelompok tani dan ternak, 

sehingga diperlukan peningkatan dalam pendidikan dan 

pelatihan untuk memastikan semua kelompok tani dan 

ternak mendapatkan bimbingan yang memadai. 

j. Alih fungsi lahan pertanian di Kota Salatiga mengancam 

produksi dan berdampak pada ketahanan pangan lokal, 

sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lahan 

pertanian dengan lebih baik (LP2B). 

4. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perdagangan 

a. Belum optimalnya penyediaan pasar tradisional yang 

memenuhi standar dengan kondisi di tahun 2023 sebesar 

85%. 

b. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok pedagang 

(formal dan informal) dengan kondisi kinerja di tahun 2023 

sebesar 75%. 

c. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok PKL, 

dengan kondisi di tahun 2023 sebesar 40%. 

d. Belum optimalnya penataan PKL dengan kondisi di tahun 

2023 sebesar 24%. 
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e. Belum optimalnya PKL yang menempati lokasi peruntukan 

PKL, dengan kondisi di tahun 2023 sebesar 16%. 

f. Belum optimalnya pelaksanaan tera dan tera ulang dengan 

kondisi Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota 

Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah pada tahun 

2023 masih diangka 86%. 

5. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Perindustrian 

a. Pertumbuhan IKM masih rendah yaitu kenaikannya belum 

mencapai 1% setiap tahunnya. 

b. Belum optimalnya kapasitas pelaku industri dalam 

pengembangan industri. 

c. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIINas bagi pelaku 

industri. 

6. Urusan  Pemerintahan  Bidang  Transmigrasi 

a. Daerah tujuan yang ditentukan oleh pemerintah pusat belum 

tentu sesuai dengan permintaan calon transmigran. 

b. Kuota calon transmigran tergantung kebijakan pemerintah 

pusat. 

 

4.1.4.4. Unsur  Pendukung  Urusan  Pemerintahan  

1. Sekretariat Daerah 

a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 

bidang  keprotokolan dan kehumasan yang  berkualitas 

b. Belum optimalnya pelayanan Administrasi Umum dalam 

mendukung pencapaian kinerja bagian. 

c. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi administrasi 

pemerintahan, kewilayahan dan kerja sama daerah. 

d. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan bidang hukum, 

kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan. 

e. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan 

jasa. 

2. Sekretariat DPRD 

a. Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk 

perundang-undangan. 

b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi fasilitasi penganggaran 

c. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 

4.1.4.5. Unsur  Penunjang  Urusan  Pemerintahan 

1. Perencanaan 

a. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi 

terhadappencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah. 
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b. Belum konsistennya penjabaran kegiatan Rensta ke dalam 

Renja pada bidang perencanaan Kesra. 

c. Belum konsistennya penjabaran kegiatan Rensta ke dalam 

Renja pada bidang perencanaan Ekbang. 

d. Masih rendahnya fasilitasi inovasi yang ada di Masyarakat. 

2. Keuangan 

a. Belum Optimalnya peningkatan PAD Kota Salatiga, terutama 

dalam pembaharuan data base pajak daerah. 

b. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama 

dalam menghadapi perubahan regulasi dari pemerintah pusat 

terkait pengelolaan keuangan daerah. 

3. Kepegawaian 

a. Mutasi dan Promosi berdasarkan sistem merit (talent pool) 

masih dalam masa transisi. 

b. Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua 

jabatan. 

c. Belum selesainya penataan tenaga non ASN yang masuk 

pendataan. 

d. Belum adanya kebijakan penyelesaian Tenaga Non ASN yang 

tidak masuk pendataan secara komprehensif di tingkat kota. 

4. Inspektorat 

a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). 

b. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP. 

5. Pendidikan  Dan  Pelatihan 

a. Belum terkoordinasikan dengan baik perencanaan dan hasil 

pengembangan kompetensi pasca diklat untuk acuan 

penataan pegawai. 

b. Masih rendahnya peningkatan kapasitas melalui pendidikan 

formal. 

6. Penelitian  dan  Pengembangan 

a. Masih rendahnya fasilitasi inovasi yang ada di masyarakat. 

7. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 

a. Belum optimalnya upaya pencegahan kejadian/konflik sosial  

b. Belum optimalnya Ormas yang berperan aktif dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Pengaruh negatif Globalisasi yang dapat mengubah sikap 

serta perkembangan teknologi.  

 

4.1.4.6. Unsur  Pengawasan  Urusan  Pemerintahan 

1. Inspektorat 
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a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). 

b. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP. 

 

4.1.4.7. Unsur  Kewilayahan  

1. Kecamatan Argomulyo 

a. Belum optimalnya pencapaian pelayanan kepada masyarakat 

yang ditunjukkan dengan belum semua penerima layanan 

memahami standar pelayanan di Kecamatan Argomulyo. 

b. Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan rutin 

kantor yang terlihat dari permasalahan yang belum 

terselesaikan. 

c. Kecamatan Argomulyo memiliki daerah rawan sosial, rawan 

bencana dan rawan keamanan. 

d. Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat 

belum semua usulan terakomodir dalam kegiatan 

pembanguan di OPD terkait 

e. Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan perpajakan 

yang ditunjukkan dengan tidak semua SPPT tersampaikan ke 

wajib pajak. 

2. Kecamatan Sidomukti 

a. Belum optimlanya pencapaian kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan rutin 

kantor yang terlihat dari permasalahan yang belum semua 

terselesaikan. 

c. Tingkat keaktifan peserta dalam pelaksanaan musrenbang 

belum maksimal. 

d. Kecamatan Sidomukti termasuk pada daerah rawan bencana 

sosial dan penyelamatan. 

e. Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan perpajakan 

yang ditunjukkan dengan tidak semua SPPT tersampaikan 

secara tepat waktu. 

3. Kecamatan Sidorejo 

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan rutin 

kantor yang terlihat dari permasalahan yang belum semua 

terselesaikan. 

c. Tingkat keaktifan peserta dalam pelaksanaan musrenbang 

belum maksimal. 
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d. Kecamatan Sidorejo termasuk pada daerah rawan bencana 

dan rawan sosial. 

e. Berbagai program dan kegiatan yang disusulkan masyarakat 

belum semua usulan terakomodir dalam kegiatan 

pembangunan kecamatan. 

f. Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan perpajakan 

yang ditunjukkan dengan tidak semua SPPT tersampaikan 

secara tepat waktu. 

4. Kecamatan Tingkir 

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan rutin 

yang terlihat dari permasalahan yang belum semua 

terselesaikan. 

c. Kecamatan Tingkir termasuk pada daerah rawan bencana dan 

rawan sosial. 

d. Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat 

belum semua terakomodir dalam kegiatan di OPD terkait. 

e. Belum optimalnya pencapaian kinerja perpajakan yang 

ditunjukkan dengan belum semua SPPT tersampaikan kepada 

wajib pajak. 

 

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Daerah 

Permasalahan pembangunan daerah Kota Salatiga merujuk atas 

berbagai permasalahan pada berbagai aspek pembangunan yang relevan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang 

disampaikan merupakan permasalahan utama atau prioritas yang akan 

menjadi agenda pembangunan lima (5) tahun ke depan. Adapun rumusan 

permasalahan pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga dijelaskan 

melalui tabel berikut: 
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Tabel 4. 1. Rumusan Permasalahan Pembangunan Kota Salatiga 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

1 Geografi dan Demografi    Rendahnya 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Pemenuhan 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

  

  Faktor risiko bencana longsor pada beberapa 

wilayah yang berada pada ketinggian dan 

kemiringan dengan tingkat kemiringan yang tinggi 

seperti di Kelurahan Blotongan, Sidorejo Kidul,  

Kutowinangun Lor, Kelurahan Bugel, Kelurahan 

Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, dan sebagian 

Kutowinangun Kidul, sedangkan pada wilayah 

rendah sering terjadi kekurangan air bersih 

(Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Noborejo, 

Blotongan) dan terjadi luapan air 

Indeks ketahanan daerah 

terhadap bencana belum 

optimal 

      

  Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan 

(LS) dan kebutuhan lahan (DL) Status Daya 

Dukung Lahan : SL (18.623 Ha) < DL (48.052,80 

Ha), dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa daya dukung lahan 

Kota Salatiga tidak mampu memenuhi kebutuhan 

standar hidup layak penduduk 

Status Daya Dukung Lahan 

yang defisit 

      

  Meningkatnya  jumlah penduduk lansia di Kota 

Salatiga. Hal yang perlu mendapat perhatian 

terkait dengan kondisi ini adalah masalah jaminan 

kesehatan dan kepedulian terhadap pelayanan 

kebutuhan lansia 

Jaminan Kesehatan dan 

pelayanan kebutuhan 

lansia belum ada 

      

2 Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan 

Masyarakat  

  Tingkat 

Kesejahteraan 

yang Belum 

Merata  

Kemiskinan 

dan 

Kesenjangan  
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

  Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 (3,35%) dan 

2022 (5,53%) mulai mengalami kenaikan paska 

gejolak pandemi Covid 19 ditahun 2019-2020, 

namun di tahun 2023 kembali mengalami 

pelambatan menjadi sebesar 5,34% 

Pertumbuhan ekonomi 

yang belum optimal 

      

  Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan 

penduduk Kota Salatiga yang tergambar dari 

kondisi indeks gini Kota Salatiga sebesar 0,417 

lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah 

(0,369) dan Nasional (0,388) 

        

  Jumlah penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan dengan kondisi ditahun 2023 

mencapai 9,1 ribu jiwa dengan target SDGs pada 

tahun 2030 nol persen 

Angka kemiskinan masih 

cenderung tinggi  

      

  Belum optimalnya Penurunan Tingkat 

Pengangguran Terbuka dengan kondisi tahun 

2023 sebesar 4,57% 

Penurunan angka 

pengangguran belum 

optimal 

      

  Belum semua masyarakat mendapatkan akses 

terhadap pemenuhan rumah layak huni (RTLH 

5,98%), sanitasi (87,32%) dan layanan air minum 

(99,28%) 

Akses rumah layak huni 

belum merata 

      

  Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan 

keluarga yang tergambar dari Indeks Keluarga 

Sehat Kota Salatiga sebesar 0,39 

Kualitas pelayanan 

kesehatan yang belum 

optimal 

      

  Belum optimalnya pencapaian perlindungan 

perempuan dengan kondisi rasio kekerasan thd 

Perempuan sebesar 19,78 % dan anak sebesar 

0,02 % 

Belum optimalnya upaya 

perlindungan anak dan 

perempuan 

      

  Belum optimlanya peningkatan capaian kualitas 

pemberdayaan gender, terutama dalam 

meningkatkan sumbangan pendapatan 

Perempuan dengan kondisi tahun 2023 sebesar 

41.65% 

Sumbangan perempuan 

dalam pendapatan kerja 

masih rendah 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

3 Permasalahan Pada Aspek Daya Saing    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

  

  Belum optimalnya pencapaian pembangunan 

inklusif dalam mendukung peningkatan 

kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan 

masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan 

kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan 

antar kelompok dan wilayah 

Pertumbuhan ekonomi 

yang belum optimal 

      

  Peningkatan angka ketergantungan penduduk 

dengan kondisi angka ketergantungan sebesar 

42,34 yang artinya setiap 100 penduduk usia 

produktif harus menanggung 43 penduduk usia 

tidak produktif 

Laju Pertumbuhan 

penduduk cenderung 

tinggi 

      

  Belum optimalnya daya saing daerah yang 

ditunjukkan dengan nilai Indeks Daya Saing 

Daerah (IDSD) Kota Salatiga sebesar 3,77 lebih 

rendah dari IDSD Provinsi Jawa Tengah sebesar 

3,89 dan berada di posisi tiga terendah bersama 

Kota Tegal dan Kota Pekalongan 

Masih rendahnya 

pengembangan inovasi 

daerah 

      

4 Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan 

Umum 

        

  1 Sosial    Tingkat 

Kesejahteraan 

yang Belum 

Merata  

Kemiskinan 

dan 

Kesenjangan  

Terbentuknya Lembaga 

Puskesos 

    Belum optimalnya pembentukan lembaga 

puskesos 

Rendahnya pelayanan 

sosial untuk 

penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial 

    LKS/LKSA yang telah 

mengikuti Assesment 

    Belum optimalnya lembaga kesejahteraan 

sosial atau lembaga kesejahteraan sosial 

      Rehabilitasi Sosial 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

anak (LKS/LKSA) yang mengikuti Assesment 

dengan kondisi tahun 2023 baru mencapai 

37,04% LKS/LKSA yang mengikuti 

asessment 

    Belum optimalnya pengelolaan data 

kesejahteraan sosial yang bersifat dinamis 

dan kedaruratan 

Cakupan penduduk terdata 

DTKS yang ditangani 

masih rendah 

      

  2 Tenaga Kerja    Tingkat 

Kesejahteraan 

yang Belum 

Merata  

Kemiskinan 

dan 

Kesenjangan  

Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

    Belum optimalnya penyelenggaraan uji 

kompetensi bagi tenaga kerja 

Rendahnya Kompetensi 

tenaga kerja  

Tingkat 

Pengangguran 

yang masih tinggi 

    

    Belum semua perusahaan menerapkan tata 

kelola layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur 

Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan). Rekomendasi 

pemeriksaan yang disampaikan kepada 

perusahaan tidak dilaksanakan sepenuhnya 

        

    Masih terdapat penduduk usia kerja yang 

belum mendapatkan perkerjaan 

Tingkat produktivitas 

tenaga kerja yang masih 

rendah 

      

    Ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang 

dibutuhkan sektor industri dengan tenaga 

kerja yang tersedia 

        

    Persyaratan perizinan (dalam hal ini PBG) 

yang relatif lama dan berbiaya mahal sulit 

dipenuhi oleh LPK 

Persentase lembaga 

pelatihan kerja swasta 

yang memiliki ijin masih 

rendah 

      

    Kurangnya kesadaran perusahaan dalam 

menerapkan program produktivitas 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya penempatan tenaga kerja 

melalui mekanisme layanan kabupaten/kota 

        

  3 Transmigrasi    Tingkat 

Kesejahteraan 

yang Belum 

Merata  

Kemiskinan 

dan 

Kesenjangan  

  

    Daerah tujuan yang ditentukan oleh 

pemerintah pusat belum tentu sesuai dengan 

permintaan calon transmigran 

Rendahnya peminat 

transmigrasi 

      

    Kuota calon transmigran tergantung 

kebijakan pemerintah pusat 

        

  4 Pendidikan    Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar yang 

Belum Optimal  

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar 

Pemberian beasiswa kurang 

mampu 

    Masih ditemukannya anak putus sekolah 

pada satuan pendidikan dasar, tercatat 

ditahun 2023, anak putus sekolah dasar 

sebesar 0,04% dan anak putus sekolah pada 

jenjang SMP/MTs sebesar 0,03% 

Masih rendahnya 

pengelolaan pendidikan  

      

    Belum optimalnya pencapaian numerasi 

siswa pada jenjang pendidikan dasar. Rata-

rata kemampuan numerasi SD/MI baru 

tercapai di angka 2,22 Nilai (74,1%), 

sedangkan capaian rata-rata kompetensi 

numerasi  SMP/MTs sebesar 2,14 Nilai 

(71,41%) 

        

    Masih rendahnya pencapaian APK 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan 

persentase capaian kinerja APK PAUD pada 

2023 sebesar 46,84% 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya pengembangan kirkulum 

Mulok, baik pada satuan pendidikan SD/MI 

maupun SMP/MTs. Kondisi ini dapat dilihat 

dari persentase Sekolah yang telah 

menerapkan kegiatan yang dapat 

dikembangkan menjadi kurikulum mulok 

jenjang SD/MI sebesar 74,19% dan SMP/MTs 

sebesar 62,86%. Sementara itu pada 

pelaksanaan PKBM, penerapan kegiatan 

yang dikembangkan menjadi kurikulum 

mulok berada diangka 75,00% 

Masih rendahnya 

pengembangan kurikulum 

pada jenjang pendidikan 

      

    Masih rendahnya ketersediaan bersertifikat 

pendidik pada semua jenang. Hal tersebut 

dapat dilihat dari guru pada jenjang TK/RA 

yang memiliki sertifikat baru tercapai sebesar 

34,83%, pada jenang SD/MI sebesar 48,25% 

dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 57,23% 

Masih rendahnya sertifikasi 

pendidik dan tenaga 

pendidikan 

      

    Belum optimalnya peningkatan kapasitas 

kelembagan TK/RA dan PKBM. Kondisi ini 

dapat dilihat dari TKA/RA yang terkareditasi 

sebesar 86,21%, sedangkan PKBM yang 

terakreditasi sebesar 83,33%  

Masih rendahnya perizinan 

pendidikan 

      

    Masih rendahnya model pengembangan 

bahasa jawa pada satuan pendidikan dasar. 

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan SD/MI 

yang mengembangkan model pembelajaran 

Rancangan Teknokratik Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

ahasa jawa baru sebesar 40,00%, dan 

SMP/MTs sebesar 66,67% 

Masih rendahnya 

pengembangan bahasa 

dan sastra 

      

    Masih rendahnya partisipasi pendidikan 

kesetaraan yang ditunjukkan dengan 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

indikator SPM pendidikan kesetaraan untuk 

tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah yang berpartisipasi 

dalam pendidikan kesetaraan baru sebesar 

65,56% 

  5 Kesehatan    Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar yang 

Belum Optimal  

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar 

Pemberian PMT bagi bayi, 

balita dan ibu hamil yang 

memiliki permasalahan gizi 

    Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan 

balita 

Angka harapan hidup 

masih rendah 

    Pembangunan sarana dan 

prasarana kesehatan 

(Pembangunan Labkesmas, 

Pembangunan Pustu dan 

Relokasi Puskesmas) 

    Masih adanya kasus balita stunting dan gizi 

buruk 

      Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan melalui 

Telemedicine 

    Masih adanya ibu hamil KEK dan anemia       Pengembangan Layanan 

rehabilitasi Media Klinik 

Utama Klinik Paru 

Masyarakat (KPM) 

    Masih adanya kasus BBLR       Pemberian transport kader 

posyandu terintegrasi 

    Kurang optimalnya pengendalian penyakit 

menular dan tidak menular  

Kualitas pelayanan 

kesehatan yang belum 

optimal 

    Penguatan skrinning 

penyakit tidak menular di 

masyarakat 

    Kurang optimalnya pelayanan kesehatan 

primer dan rujukan 

      Optimalisasi Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) di 

Institusi 



 

 

I
V-2
4 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Kurang optimalnya pengelolaan pelayanan 

kesehatan lingkungan 

      Pengadaan peralatan 

promosi kesehatan 

    Kurang optimalnya upaya promotif dan 

preventif untuk berperilaku hidup sehat 

        

    Kurang optimalnya pelayanan kesehatan 

rujukan 

        

    Kondisi gedung pelayanan penunjang 

(Rehabilitasi Medik, Hemodialisa, 

Laboratorium, dan Endoscopy) pada saat ini 

sudah tidak representative untuk 

melaksanakan pelayanan dikarenakan 

gedung tersebut merupakan gedung lama 

dan luasan tidak standar serta jumlah pasien 

semakin meningkat 

        

    Banyaknya pasien yang melakukan 

pemeriksaan laboratorium yang dirujuk ke 

laboratorium lain dikarenakan belum memiliki 

layanan mikrobiologi 

        

    Fasilitas kesehatan tidak dapat melakukan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada ibu 

melahirkan dan bayi baru lahir dengan 

indikasi tertentu dimana pada tahun 2023 

cakupan bayi baru lahir yang mendapat 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) masih diangka 

82% 

        

  6 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana  

  Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar yang 

Belum Optimal  

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan dan 

Pendidikan 

Dasar 

  

    Masih kurangnya pemahaman tentang 

pendewasaan usia perkawinan dan 

Belum terkendalinya 

pertumbuhan penduduk 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

kesehatan reproduksi remaja dibuktikan 

dengan masih terdapat PUS yang istrinya 

dibawah 20 tahun sebesar 0,17% 

    Tingginya PUS yang ingin ber KB tidak 

terpenuhi (Unmetneed) pada tahun 2023 

sebesar 14,19% 

        

    Rendahnya penggunaan kontrasepsi ditandai 

dengan MKJP pada Tahun 2023 sebesar 

26,28% dan mCPR sebesar 63,66% 

        

    Masih kurangnya pemahaman terkait 1.000 

HPK ditandai masih terdapat keluarga 

beresiko stunting 

        

    Kondisi TFR masih belum mencapai ideal 

mendekati 2,1% dengan kondisi tahun 2023 

sebesar 1,81% 

        

    Pemenuhan keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif belum mencapai 30% 

Persentase perempuan 

yang menjadi anggota 

legislatif belum optimal 

      

  7 Kepemudaan Dan Olahraga    Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) yang 

Belum Optimal  

  Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya 

Saing Wira Usaha Pemula-

Penumbuhan Wirausaha 

Pemuda Mandiri  

    Masih rendahnya peningkatan kapasitas dan 

daya saing pemuda dengan kondisi di tahun 

2023 persentase pemuda yang mengikuti 

pengembangan kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan baru sebesar 6,60% 

Prosentase pemuda yang 

mengikuti pengembangan 

kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan masih 

rendah 

Rendahnya daya 

saing 

kepemudaan dan 

olahraga 

  Pemusatan Latihan Daerah, 

Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Keolahragaan 

(sport science)-Pusat 

Pendidikan dan Latihan 

Olahraga Pelajar Daerah 

PPLOPD 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Rendahnya partisipasi pemuda dalam 

kewirausahaan mandiri yaitu baru sebesar 

0,55% 

Tingkat partisipasi pemuda 

dalam kegiatan ekonomi 

mandiri masih rendah 

      

    Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam 

organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 

kemasyarakatan yaitu baru mencapai 45,99% 

Tingkat partisipasi pemuda 

dalam kegiatan organisasi 

kepemudaan dan sosial 

masih rendah 

      

    Belum optimalnya pencapaian medali di 

bidang olahraga dengan kondisi di tahun 

2023 telah tercapai 39 medali 

Cakupan pembinaan 

olahraga masih rendah 

      

    Masih rendahnya peningkatan kapasitas atlet 

dengan kondisi tahun 2023 atlet yang 

mengikuti pengembangan kapasitas Daya 

Saing Olahraga baru sebesar 15,51% 

Prestasi olahraga masih 

rendah 

      

    Masih rendahnya fasilitasi pengembangan 

Kapasitas Kepramukaan dengan capaian di 

tahun 2023 masih diangka 60,00% 

Prosentase fasilitasi 

pengembangan Kapasitas 

Kepramukaan masih 

rendah 

      

  8 Perpustakaan    Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) yang 

Belum Optimal  

  Pelaksanaan periodesasi 

kajian roadmap salatiga city 

of literacy selama 5 tahap 

    Masih rendahnya tingkat kegemaran 

membaca masyarakat dengan kinerja ditahun 

2023 masih diangka 64,53% 

Tingkat kegemaran 

membaca masyarakat 

masih rendah 

Indeks Literasi 

Masyarakat masih 

rendah 

    

    Belum optimalnya pelaksanaan fungsi 

pelestarian pada lembaga penyimpanan 

naskah kuno Nusantara, belum semua 

regulasi terkait dengan pelestarian 

ditindaklanjuti, belum optimalnya 

pelaksanaan kebijakan dan program 

pengelolaan naskah Nusantara 

Persentase koleksi 

nasional dan naskah kuno 

yang dilestarikan masih 

rendah 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya indeks pembangunan 

literasi masyarakat dengan kondisi tahun 

2023 masih diangka 94,48% 

indeks pembangunan 

literasi masyarakat belum 

optimal 

      

  9 Kearsiapan        Penyusunan DED museum/ 

diorama kearsipan Kota 

Salatiga 

Pembangunan 

museum/diorama kearsipan 

Kota Salatiga 

    Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah Belum optimalnya 

pelayanan kearsipan 

pemerintah daerah 

    Pembuatan periodesasi 

sejarah kearsipan Kota 

Salatiga 

    Belum optimalnya implementasi pengelolaan 

kearsipan, sarana prasarana pelayanan 

kearsiapan belum memadai termasuk 

kepemilikan Depo Arsip yang aman 

        

  10 Kebudayaan    Pengelolaan dan 

Pelestarian 

Kebudayaan 

yang Belum 

Optimal  

Pengelolaan 

dan 

Pelestarian 

Budaya Daerah  

  

    Masih terdapat objek pemajuan kebudayaan 

yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan 

secara maksimal 

Presentase obyek 

pemajuan yang  

dilindungi,dikembangkan 

dan dimanfaatkan masih 

rendah 

      

    Keterbatasan jumlah kajian produk sejarah 

dan sarana prasarana akses informasi sejarah 

        

    Kurangnya Tim Ahli Cagar Budaya yang 

bersertifikasi 

Persentase cagar budaya 

yang dilestarikan masih 

rendah 

      

    Belum optimalnya penanganan pengelolaan 

museum 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum adanya gedung pusat 

pembinaan/Pentas/gelar seni SDM 

kebudayaan 

        

  11 Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  

  Belum 

Optimalnya 

Perlindungan 

Anak dan 

Perempuan 

serta Pelayanan 

Lansia  

Kesenjangan 

Gender  

Penanganan Kasus 

Kekerasan 

    Terjadinya angka kekerasan terhadap 

perempuan pada tahun 2023 sebanyak 20 

kasus 

Belum optimalnya upaya 

perlindungan anak dan 

perempuan 

      

    Masih ditemukannya anak korban kekerasan 

dengan kondisi ditahun 2023 sebesar 32 

kasus 

        

    Masih rendahnya partisipasi anak dalam 

kegiatan pada tahun 2023 baru mencapai 

sebesar 6,79% 

Belum optimalnya upaya 

pemberdayaan anak dan 

perempuan 

      

    Penilaian APE dan KLA tidak bisa dipastikan 

setiap tahunnya, sehingga hasil penilaian 

mandiri mengalami penurunan nilai pada saat 

verifikasi 

        

    Kapasitas untuk mendukung ARG tidak bisa 

dipastikan setiap tahunnya dan cenderung 

fluktuatif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang 

di-PPRG-kan tidak tetap setiap tahunnya dan 

sering berganti, baik dari sub kegiatannya 

maupun dari anggaran pagu pada kegiatan 

tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        

  12 Pangan   Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Peningkatan ketahanan 

pangan dengan menggagas 

program "Pangan Sehat, 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Hidup Bahagia" dengan 

menggabungkan pendekatan 

edukasi gizi, peningkatan 

akses pangan lokal dan 

promosi gaya hidup sehat 

    Kurangnya infrastruktur pangan, belum ada 

infrastruktur pangan yang memadai dari 

tahun 2019 hingga tahun 2022 

Masih rendahnya 

ketahanan pangan Salatiga 

      

    Kurangnya akses dan distribusi pangan 

pokok dan pangan lainnya yang merata, 

meskipun ketersediaan pangan mencapai 

100%, namun distribusi pangan masih belum 

merata di semua area 

        

    Distribusi dan ketersediaan pangan yang 

belum merata untuk menjamin penduduk 

salatiga memperoleh pangan yang beragam, 

Bergizi, Seimbang dan Aman 

        

    Skor POU 2023 menunjukkan bahwa sekitar 

5,83% dari populasi Kota Salatiga mengalami 

ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah 

kebutuhan minimum energi (MDER) yang 

menunjukkan adanya tantangan dalam 

ketahanan pangan sehingga perlu diatasi 

melalui berbagai intervensi dan upaya 

kolaboratif antara pemerintah, organisasi 

non-pemerintah, dan masyarakat untuk 

mengurangi prevalensi ketidakcukupan 

konsumsi pangan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

        

    Meski penanganan rumah tangga rawan 

pangan telah mencapai 100%, masih ada 

kemungkinan terdapat rumah tangga yang 

belum terjangkau 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Fluktuasi dalam persentase pangan segar 

yang aman 

        

    Kurangnya infrastruktur dan sistem yang 

efisien untuk pengecekan dan pemeliharaan 

cadangan pangan sehingga mengakibatkan 

belum optimalnya ketersediaan pangan 

terhadap total jumlah penduduk 

        

  13 Koperasi, Usaha Kecil, Dan  Menengah    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Fasilitasi Inkubator Koperasi 

    Koperasi belum memiliki keunggulan 

kompetitif dibandingkan badan usaha lain 

masih rendahnya 

persentase koperasi aktif 

    Pelatihan Digital Marketing 

    Banyaknya UMKM yang tidak memahami 

Digital Marketing dan Pengadaan Barang dan 

Jasa pada pemerintah 

Masih rendahnya 

pemberdayaan UMKM 

    Kurasi dan Audiensi produk 

UMKM 

    Ketersediaan lembaga inkubator bisnis belum 

memberikan dampak yang signifikan dan 

kemanfaatan pada UMKM agar dapat naik 

kelas dan mengeksplor produknya 

      Fasilitasi UMKM melalui 

lembaga inkubator bisnis  

    Kualitas produk UMKM masih rendah dan 

belum memenuhi standar produksi, standar 

pengemasan, dan higenitas yang memenuhi 

syarat 

      Fasilitasi Sertifikasi Halal  

    Kurangnya Event-Event yang dilakukan oleh 

Pemerintah yang dilakukan secara rutin 

  Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Pelatihan Pengemasan 

Produk 

  14 Kelautan dan Perikanan        Peningkatan kapasitas petani 

pembudidaya ikan melalui 

pelatihan dan pendampingan 

dengan menggagas program 

"Ikan Kreatif" yang mengajak 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

petani pembudidaya ikan 

untuk berinovasi dalam 

budidaya ikan melibatkan 

penggunaan teknologi 

cerdas seperti sensor air dan 

otomatisasi pakan 

    Meski cakupan bina kelompok pembudidaya 

ikan telah mencapai 100%, masih ada 

kemungkinan terdapat kelompok 

pembudidaya ikan yang belum terjangkau 

Masih rendahnya 

produktivitas perikanan 

budidaya dan 

kelembagaan kelompok 

budidaya ikan 

    Peningkatan produksi 

perikanan budidaya melalui 

penggunaan teknologi 

modern dan pengelolaan 

yang baik dengan 

pengembangan program 

"aquaharvest" yang 

memadukan budidaya ikan 

dengan sistem akuaponik 

yang memungkinkan 

pertanian dan budidaya ikan 

berkolaborasi menghasilkan 

pengan berkelanjutan 

    Rendahnya kemampuan dalam penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen 

usaha, permodalan dan kelembagaan 

kelompok budidaya 

        

    Masih rendahnya peningkatan kapasitas 

produksi perikanan budidaya mengakibatkan 

rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan 

pengelolaan sumber daya air (sungai, 

embung, dll.) untuk kegiatan perikanan 

produktif  

        

  15 Pariwisata    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Travel Mission Promosi 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif ke Luar Daerah 

(dalam Provinsi) 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Terbatasnya keberadaan destinasi wisata dan 

pengembangan destinasi yang sudah ada di 

Kota Salatiga dalam mendukung peningkatan 

daya tarik wisata 

Belum optimalnya 

pengembangan sumber 

daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

    Travel Mission Promosi 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif ke Luar Daerah (luar 

Provinsi) 

    Belum optimalnya kolaborasi dengan 

hexahelix dalam pengembangan pariwisata 

      Promosi Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif melalui 

Media Sosial/Pembuatan 

Video dan Konten pada 

website TIC 

    Belum optimalnya pengembangan ekonomi 

kreatif dalam mendukung perkembangan 

pariwisata 

      Pameran promosi pariwisata 

dan ekonomi kreatif (dalam 

dan luar provinsi, Nasional) 

  16 Pertanian    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Peningkatan sarana dan 

prasarana pertanian dengan 

mengembangkan program 

"agrotech hub" sebagai pusat 

inovasi pertanian sehingga 

petani dapat mengakses 

teknologi terbaru, pelatihan 

dan berkolaborasi dengan 

ahli pertanian 

    Rendahnya pemenuhan kebutuhan sarana 

pertanian, meskipun telah mencapai 70% 

pada tahun 2022 dan 65% pada tahun 2023, 

masih ada kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan sarana pertanian 

Belum optimalnya 

pemenuhan sarana 

prasarana budidaya 

pertanian 

    Peningkatan kesiapsiagaan 

bencana pertanian dengan 

membangun posko bencana 

dengan menggagas program 

"green guard" yang 

melibatkan petani sebagai 

relawan kesiapsiagaan 

bencana pertanian 

    Meskipun tidak ada kejadian mortalitas 

hewan/ternak akibat penyakit zoonosis 

berhasil, perlu dikaji strategi program 

      Peningkatan kapasitas 

kelompok tani dan ternak 

melalui pengembangan 

program "agrosmart" melalui 



 

 

I
V-3
3 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

vaksinasi dan pengendalian penyakit 

zoonosis yang lebih baik dan efektif 

pelatihan teknologi pertanian 

modern, manajemen usaha 

tani, dan pengelolaan ternak 

yang efisien dengan 

melibatkan penggunaan 

aplikasi digital untuk 

monitoring dan evaluasi 

kinerja kelompok tani dan 

ternak 

    Penanganan bencana pertanian di Kota 

Salatiga belum optimal karena kurangnya 

upaya mitigasi bencana yang efektif 

Belum optimalnya 

pengendalian dan 

penanggulangan bencana 

pertanian 

      

    Masih rendahnya kapasitas kelompok tani 

dan ternak sehingga diperlukan peningkatan 

dalam pendidikan dan pelatihan untuk 

memastikan semua kelompok tani dan ternak 

mendapatkan bimbingan yang memadai 

        

    Alih fungsi lahan pertanian di Kota Salatiga 

mengancam produksi dan berdampak pada 

ketahanan pangan lokal, sehingga diperlukan 

perlindungan dan pengelolaan lahan 

pertanian dengan lebih baik (LP2B) 

        

  17 Perdagangan    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

  

    Belum optimalnya penyediaan pasar 

tradisional yang memenuhi standar dengan 

kondisi di tahun 2023 sebesar 85% 

Belum optimalnya 

pemenuhan pelayanan 

perdagangan dan 

penataan usaha 

perdagangan Kota 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya pembinaan terhadap 

kelompok pedagang (formal dan informal) 

dengan kondisi kinerja di tahun 2023 sebesar 

75% 

        

    Belum optimalnya pembinaan terhadap 

kelompok PKL, dengan kondisi di tahun 2023 

sebesar 40% 

        

    Belum optimalnya penataan PKL dengan 

kondisi di tahun 2023 sebesar 24% 

        

    Belum optimalnya PKL yang menempati 

lokasi peruntukan PKL, dengan kondisi di 

tahun 2023 sebesar 16% 

        

    Belum optimalnya pelaksanaan tera dan tera 

ulang dengan kondisi Alat UTTP dan 

perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga 

yang ditera ulang dan bertanda tera sah pada 

tahun 2023 masih diangka 86%  

        

  18 Perindustrian    Rendahnya Daya 

Saing Daerah  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Bantuan peralatan bagi IKM 

    Pertumbuhan IKM masih rendah yaitu 

kenaikannya belum mencapai 1% setiap 

tahunnya 

Masih rendahnya 

pengembangan dan 

perizinan industri 

      

    Belum optimalnya kapasitas pelaku industri 

dalam pengembangan industri 

        

    Belum optimalnya penggunaan aplikasi 

SIINas bagi pelaku industri 

        

  19 Penanaman  Modal    Pertumbuhan 

Inovasi yang 

Belum Optimal  

Pertumbuhan 

Investasi dan 

Daya Saing 

Ekonomi Lokal  

Salatiga BOSS (Bantu OSS) 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Lahan yang luas dengan kondisi clean and 

clear kurang tersedia dalam mendukung 

investasi di Kota Salatiga 

Belum optimalnya 

penciptaan iklim investasi 

yang kondusif  

    Abu Biru (Lima Ribu NIB 

Baru) 

    Pemenuhan syarat dalam perijinan tidak 

segera dipenuhi oleh pelaku usaha 

Belum optimalnya fungsi 

MPP 

    MPP Virtual 

    Aplikasi OSS yang terpusat belum 

terintegrasi secara sistem dengan aplikasi 

perijinan pendukung yang dikembangkan 

daerah 

      Review Perwali Kewenangan 

Perizinan 

    Adanya ketidaksesuaian peruntukan wilayah 

yang diminati pelaku usaha/investor dengan 

zonasi pada tata ruangnya 

      Perwali RUPM 2025-2029 

    Belum adanya dokumen Investment Project 

Ready to Offer (IPRO) yaitu dokumen 

proposal proyek investasi yang siap untuk 

ditawarkan berisi lokasi potensial, potensi 

sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan 

wilayah (tenaga kerja, aksesibilitas, kebijakan 

pengembangan wilayah) serta kelayakan 

finansial proyek. Dokumen ini berguna untuk 

mendorong masuknya investasi di Kota 

Salatiga 

      Perwali Promosi dan 

Kemitraan 

    Belum semua pelaku usaha memahami tata 

cara penginputan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) sehingga belum 

semua pelaku usaha melaporkan kegiatan 

penanaman modalnya yang berakibat pada 

tidak ada penambahan jumlah realisasi 

investasi di Kota Salatiga 

      FS Potensi Investasi 

    Belum optimalnya digitalisasi layanan lintas 

sektoral 

      Promosi Penanaman Modal 

    Belum optimalnya mekanisme monitoring 

evaluasi perijinan berusaha berkala 

      Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal 



 

 

I
V-3
6 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya pemanfaatan tenant MPP 

oleh masyarakat 

      Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

  20 Lingkungan Hidup    Rendahnya 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup  

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Berkelanjutan  

Pembangunan TPST 

    Rendahnya lahan yang dilakukan konservasi 

baru sebesar 5% ditahun 2023 

Pengendalian Pencemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup masih 

kurang 

    Optimalisasi TPS3R dan TPA 

    Rendahnya pelaksanaan konservasi disekitar 

sumber mata air, baru sebesar 10% ditahun 

2023  

      Penambahan RTH dengan 

optimalisasi lahan 

pemerintah yang tidak 

produktif  

    Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di 

Kota Salatiga, tahun 2023 baru mencapai 

17% dari target nasional 30% 

Masih rendahnya 

pengelolaan 

keanekaragaman hayati 

untuk pemenuhan RTH 

    Konservasi air hujan, 

peningkatan area resapan air 

hujan yang berkualitas 

dengan pengkayaan jenis 

vegetasi khusus di lokasi 

tanah eks bengkok 

    Kesadaran masyarakat dalam melakukan 

pemilahan sampah spesifik masih rendah 

Masih rendahnya 

pengelolaan Sampah 

    Pembangunan dan 

optimalisasi biogas serta 

pembentukan kelompok 

masyarakat pengelola limbah 

outlet biogas 

    Kesadaran masyarakat dalam melakukan 

pemilahan sampah 

      Pengendalian dan 

pengawasan pelaku usaha 

(pembentuka satgas 

pencemaran tingkat kota, 

monitoring dan pengawasan) 

    Belum optimalnya pengelolaan sampah, pada 

tahun 2023 aktivitas pengurangan sampah 

baru sebesar 27,00% 

        



 

 

I
V-3
7 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Rendahnya pencapaian indeks kualitas 

lingkungan hidup dengan kondisi tahun 2023 

sebesar 58,37 

        

    Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Kota Salatiga masih rendah 

dengan kondisi tahun 2023 sebesar 7,69% 

Masih rendahnya 

kesadaran PPLH 

      

  21 Infrastruktur    Rendahnya 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Pemenuhan 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Rumah tangga dengan akses 

sanitasi aman 

    Belum optimalnya jaringan irigasi yang 

melayani daerah irigasi (kondisi jaringan 

irigasi kondisi baik yang melayani daerah 

irigasi pada tahun 2023 sebesar 81%) 

Infrastruktur dengan 

kondisi baik masih sangat 

rendah 

    Pembangunan IPLT baru 

    Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan 

minimal) akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi (belum mencapai 

100%) 

      Akses Rumah Tangga 

Perkotaan terhadap Air Siap 

Minum Perpipaan 

    Belum terpenuhinya SPM (standar pelayanan 

minimal) persentase jumlah rumah tangga 

yang memperoleh layanan pengolahan air 

limbah domestik 

      Pembangunan TWR 

    Belum optimalnya kondisi jaringan drainase 

yang ada di Kota Salatiga 

      Pembangunan kompleks 

gedung kebangsaan 

    Belum optimalnya prosentase rumah tangga 

perkotaan terhadap air siap minum perpipaan 

        

    Minimnya prosentase rumah tangga 

perkotaan dengan akses sanitasi aman ( 

kinerja di tahun 2023 sebesar 10,07%) 

      Penyediaan Infrastruktur 

PSU Perumahan  
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Minimnya jumlah jembatan kota dalam 

kondisi baik 

      Pembangunan/Revitalisasi 

Jembatan 

    Pentingnya gedung perkantoran yang 

representatif untuk pelayanan masyarakat 

Persentase kawasan wajah 

kota yang tertata dengan 

baik masih rendah 

    Pembangunan Gedung 

Kantor 

    Masih terdapatnya Lokasi Kumuh yang perlu 

dituntaskan dengan luas 28,77 Ha 

      Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni 

    Keterbatasan dana keswadayaan calon 

penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni 

      Peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 

    Proses Penyelesaian sengketa tanah tidak 

dapat diprediksi baik yang melalui litigasi 

ataupun non litigasi 

      Peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 

(penyelesaian sengketa 

tanah) 

    Luasan siteplan dari pengembang berbeda 

dari hasil pengukuran BPN 

      Peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 

(persertifikatan) 

  22 Perhubungan    Rendahnya 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Pemenuhan 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Pemenuhan Penyediaan 

Infrastruktur Parkir Dalam 

Rangka Mendorong 

Penataan dan Pengelolaan 

Parkir 

    Kebutuhan pemenuhan perlengkapan jalan 

setiap tahun mengalami peningkatan dan 

tidak seimbang dengan pagu anggaran yang 

tersedia, sehingga berpengaruh pada 

pencapaian keselamatan berlalu lintas 

melalui rekayasa lalu lintas di wilayah Kota 

Salatiga 

Belum optimalnya 

pemenuhan kelangkapan 

jalan dan angkutan Jalan 

dan fasilitas perpakiran 

    Penggantian dan 

pemasangan Alat Uji 

Speedometer tester 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum adanya fasilitas dan sistem tentang 

angkutan darat yang memadai 

      Subsidi layanan angkutan 

umum perkotaan bagi 

masyarakat umum. 

    Rendahnya kesadaran pemilik angkutan 

umum untuk memenuhi kelayakan kendaraan 

bermotor 

      Subsidi layanan angkutan 

umum perkotaan bagi 

pelajar. 

    Masih terbatasnya fasilitas dan sistem 

perparkiran 

      Revitalisasi Prasarana 

Transportasi (Halte). 

  23 Pertanahan    Rendahnya 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

Pemenuhan 

Kualitas dan 

Cakupan 

Pelayanan 

Infrastruktur  

  

    Belum optimalnya penataan bidang 

pertanahan, tercatat ditahun 2023 baru 

tercapai 70% 

Penatagunaan tanah masih 

sangat rendah 

      

    Belum optimalnya penyediaan bidang tanah 

untuk pembangunan sarana dan prasarana 

kepentingan umum 

        

    Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan 

tanah menjadi lebih produktif oleh 

masyarakat, dengan kondisi ditahun 2023 

sebesar 45,00% 

        

    Rendahnya pensertifikatan tanah hasil 

pengadaan, bidang dan TPU, tercatat ditahun 

2023 baru tercapai 47% 

Persentase luas lahan 

bersertifikat masih rendah 

      

  24 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat  

  Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Salatiga Tanpa Pelanggaran 

Perda dan Perkada 

    OPD terkait yang mempunyai Perda belum 

maksimal bahkan terkesan tidak 

Persentase penegakan 

perda masih rendah 

    Penanganan Kebakaran yang 

Aman dan Responsif 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

melaksanakan dan bergerak sendiri serta 

tidak ada KISS sehngga penindakan dan 

operasi penegakan Perda kurang optimal 

    Sanksi dan tahun pembuatan Perda sudah 

lama/kadaluarsa dengan sikon perubahan 

tahun sekarang sehingga diperlukan 

tambahan kegiatan Sosialisasi Perda (sosper) 

minimal 4 kali dalam satu tahun; 

        

    Kurangnya pembinaan terhadap pelanggar 

Perda Kota Salatiga 

        

    Kurangnya dukungan sarpras dalam 

keberlanjutan kegiatan dilapangkan 

khususnya Bidang Pemadam Kebakaran 

Cakupan pelayanan 

kebakaran masih rendah 

      

    Belum optimalnya respon tanggap dalam 

layanan wilayah kebakaran luar Kota Salatiga 

        

  25 Urusan  Pemerintahan  Bidang  

Administrasi Kependudukan  Dan  

Pencatatan  Sipil  

  Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Program Adminduk Capil 

    Belum tersedianya jaminan keamanan data 

kependudukan sesuai dengan regulasi yang 

akurat 

Rendahnya jaminan 

keamanan data 

kependudukan 

      

    Kompetensi sumber daya manusia 

membutuhkan peningkatan sesuai 

perkembangan kebutuhan 

sarpras data 

kependudukan belum 

adaptif terhadap 

perkembangan teknologi 

      

    Antisipasi perkembangan teknologi belum 

terpenuhinya peralatan yang sesuai 

ekspektasi 

        

  26 Komunikasi  Dan Informatika    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Keterbukaan Informasi Publik 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

yang Masih 

Kurang  

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

    Belum terbangunnya secara total sistem 

jaringan intra pemerintah daerah (jaringan 

fiber optik) 

Masih rendahnya sarpras 

kominfo 

    Jaringan Fiber Optik 

    Masih rendahnya penyediaan fasilitas 

pelayanan publik berbasis teknologi informasi 

dalam mendukung smart city dengan kondisi 

tahun 2023 baru sebesar 36,50% 

        

  27 Statistik    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Satu Data Statistik 

    Belum optimalnya pengeloaan data statistik 

sektoral dalam data base satu data Kota 

Salatiga 

Belum optimalnya 

penyelenggaraan statistik 

sektoral 

      

  28 Persandian    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Keamanan Informasi 

    Belum optimalnya peningkatan kematangan 

daerah dalam penyelenggaraan keamanan 

informasi, dengan kondisi tahun 2023 sudah 

mencapai 80,00% 

Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

persandian untuk 

keamanan informasi 

      

    Masih rendahnya partisipasi stakeholder 

terkait keamanan informasi daerah 

        

  29 Sekretariat Daerah    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi 

dan fasilitasi bidang  keprotokolan dan 

kehumasan yang  berkualitas 

Belum optimalnya 

pelaksanaan koordinasi 

antar bagian 

      

    Belum optimalnya pelayanan Administrasi 

Umum dalam mendukung pencapaian kinerja 

bagian 

        

    Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi 

administrasi pemerintahan, kewilayahan dan 

kerjasama daerah 

        

    Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan 

bidang hukum, kesejahteraan rakyat, 

perekonomian dan pembangunan 

        

    Belum optimalnya kualitas pelayanan 

pengadaan barang dan jasa 

        

  30 Sekretariat DPRD    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Peraturan DPRD 

    Belum optimalnya pelaksanaan perancangan 

produk perundang-undangan 

Belum optimalnya 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD 

    Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

    Belum optimalnya pelaksanaan fungsi 

fasilitasi penganggaran 

      Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

    Belum optimalnya pelaksanaan fungsi 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

        

  31 Inspektorat    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

  



 

 

I
V-4
3 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

pengawasan pemerintah 

daerah 

      

    Belum optimalnya penguatan Kapabilitas 

APIP 

        

  32 Perencanaan    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Sistem Perencanaan yang 

Dinamis, Akomodatif dan 

Adaptif 

    Belum optimlanya pengendalian dan evaluasi 

terhadap pencapaian kinerja sasaran 

pembangunan daerah 

Belum optimalnya 

pelaksanaan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah 

      

    Belum konsistennya penjabaran kegiatan 

Rensta ke dalam Renja pada bidang 

perencanaan Kesra 

        

    Belum konsistennya penjabaran kegiatan 

Rensta ke dalam Renja pada bidang 

perencanaan Ekbang  

        

  33 Keuangan    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Pemutakhiran Database 

Pajak Daerah melalui Sensus 

Pajak 

    Belum Optimalnya peningkatan PAD Kota 

Salatiga, terutama dalam pembaharuan data 

base pajak daerah 

Belum optimalnya 

pengelolaan keuangan, 

pendapatan dan aset 

daerah 

    Kajian Potensi Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

    Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan 

Daerah terutama dalam menghadapi 

      Pengembangan sistem 

informasi pajak daerah dan 

retribusi daerah 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

perubahan regulasi dari pemerintah pusat 

terkait pengelolaan keuangan daerah 

            Elektronifikasi Pendapatan 

Daerah 

            Pembentukan Perda dan 

Perwali turunan 

            Integrasi Pengelolaan 

Keuangan 

            Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

            Peningkatan Sumber Daya 

Manusia Pengelola 

Keuangan Daerah 

            Optimalisasi Kerjasama 

dengan Stakeholder 

            Sertifikasi aset tanah Pemkot 

Salatiga 

  34 Kepegawaian    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Penerapan Sistem Merit 

    Mutasi dan Promosi berdasarkan sistem 

merit (talent pool) masih dalam masa transisi 

Belum optimalnya 

penyelenggaran urusan 

kepegawaian daerah 

      

    Belum adanya standar kompetensi jabatan 

pada semua jabatan 

        

    Belum terkoordinasikan dengan baik 

perencanaan dan hasil pengembangan 

kompetensi pasca diklat untuk acuan 

penataan pegawai 

        



 

 

I
V-4
5 

P
E
R
M
A
S
A
L
A
H
A
N
 
D
A
N
 
I
S
U
 
S
T
R
A
T
E
G
I
S

 
R
a
n
c
a
n
g
a
n
 
T
e
k
n
o
k
r
a
t
i
k
 

 

R
P
J
M
D
 
K
o
t
a
 
S
a
l
a
t
i
g
a
 
T
a
h
u
n
 
2
0
2
5

-2
0
2
9

 

No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

  35 Pendidikan Dan Pelatihan    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

  

    Terbatasnya anggaran diklat untuk 

memenuhi kebutuhan diklat sesuai dengan 

ketentuan 

Belum optimalnya 

penyelenggaran 

pendidikan dan pelatihan 

pegawai daerah 

      

    Masih rendahnya peningkatan kapasitas 

melalui pendidikan formal 

        

    Belum selesainya penataan tenaga non ASN 

yang masuk pendataan 

        

    Belum adanya kebijakan penyelesaian 

Tenaga Non ASN yang tidak masuk 

pendataan secara komprehensif di tingkat 

kota 

        

  36 Penelitian dan Pengembangan    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Inovasi Daerah Berdaya 

Saing, Adaptif dan 

Berkelanjutan 

    Masih rendahnya fasilitasi inovasi yang ada di 

masyarakat 

Belum optimalnya fasilitasi 

kelitbangan  

      

  37 Kesatuan Bangsa dan Politik    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

Peningkatan Pengamalan 

Pancasila 

    Belum optimalnya upaya pencegahan 

kejadian/konflik sosial 

Masih belum optimalnya 

penyelengaraan 

pemerintahan umum  
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

    Belum optimalnya Ormas yang berperan aktif 

dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat 

        

    Pengaruh negatif Globalisasi yang dapat 

mengubah sikap serta perkembangan 

teknologi 

        

  38 Kecamatan Argomulyo    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

  

    Belum optimalnya pencapaian pelayanan 

kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan 

belum semua penerima layanan memahami 

standar pelayanan di Kecamatan Argomulyo 

Belum optimalnya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan dan pelayanan 

umum kecamatan 

      

    Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan 

kegiatan rutin kantor yang terlihat dari 

permasalahan yang belum terselesaikan 

        

    Kecamatan Argomulyo memiliki daerah 

rawan sosial, rawan bencana, rawan 

keamanan 

        

    Berbagai program dan kegiatan yang 

diusulkan masyarakat belum semua usulan 

terakomodir dalam kegiatan pembangunan di 

OPD terkait 

        

    Belum optimalnya pencapaian kinerja 

perpajakan yang ditunjukkan dengan belum 

semua SPPT tersampaikan kepada wajib 

pajak 

        

  39 Kecamatan Sidomukti    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

yang Masih 

Kurang  

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

    Belum optimlanya pencapaian kualitas 

pelayanan kepada masyarakat 

        

    Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan 

kegiatan rutin kantor yang terlihat dari 

permasalahan yang belum semua 

terselesaikan 

        

    Tingkat keaktifan peserta dalam pelaksanaan 

musrenbang belum maksimal 

        

    Kecamatan Sidomukti termasuk pada daerah 

rawan bencana sosial dan penyelematan 

        

    Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan 

perpajakan yang ditunjukkan dengan tidak 

semua SPPT tersampaikan secara tepat 

waktu 

        

  40 Kecamatan Sidorejo    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

  

    Belum optimlanya pencapaian kualitas 

pelayanan kepada masyarakat 

        

    Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan 

kegiatan rutin kantor yang terlihat dari 

permasalahan yang belum semua 

terselesaikan 

        

    Tingkat keaktifan peserta dalam pelaksanaan 

musrenbang belum maksimal 

        

    Kecamatan Sidorejo termasuk pada daerah 

rawan bencana sosial dan penyelematan 

        

    Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan 

perpajakan yang ditunjukkan dengan tidak 
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No Akar Masalah (Berdasarkan Aspek)  Masalah  Masalah Pokok  Isu Strategis  
Program Unggulan  

Berdasarkan Urusan/PD  

semua SPPT tersampaikan secara tepat 

waktu 

  41 Kecamatan Tingkir    Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Masih 

Kurang  

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Dinamis 

dan Kolaboratif  

  

    Belum optimlanya pencapaian kualitas 

pelayanan kepada masyarakat 

        

    Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan 

kegiatan rutin kantor yang terlihat dari 

permasalahan yang belum semua 

terselesaikan 

        

    Tingkat keaktifan peserta dalam pelaksanaan 

musrenbang belum maksimal 

        

    Kecamatan Tingkir termasuk pada daerah 

rawan bencana sosial dan penyelematan 

        

    Belum optimalnya pencapaian kinerja layanan 

perpajakan yang ditunjukkan dengan tidak 

semua SPPT tersampaikan secara tepat 

waktu 
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4.2. Isu Strategis  

4.2.1. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional 

4.2.2.1. Isu Strategis Global 

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam 

merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu: 

a. Demografi Global  

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting 

yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. 

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia 

saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan 

akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. 

Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian 

tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya 

ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, 

kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin 

meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. 

Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor 

produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang 

semakin panjang. 

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju 

pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan 

Bangsa- Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global 

pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 

miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh 

menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan 

hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti 

bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) 

dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan 

tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan 

sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. 

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan 

bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi 

global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan 

pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk 

keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak 

memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku 

kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka 

kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih 

banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media 

digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, 

perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku 

menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal 
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tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan 

menjalankan fungsinya secara optimal. 

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di 

kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya 

kelompok negara yang memainkan perekonomian global. 

Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. 

Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan 

Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta 

perekonomian dunia di masa mendatang. 

 

b. Geopolitik dan Geoekonomi 

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi 

tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. 

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap 

berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu 

tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah 

eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan 

memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan 

baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun 

tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. 

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan 

kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan 

di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung 

Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang 

menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi 

global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain 

itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari 

instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini 

berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga 

memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa 

depan. 

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik 

yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. 

Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik 

yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan 

Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat 

pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian 

banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan 
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persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan 

maupun di luar kawasan. 

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-

Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the 

Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi 

di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem 

perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan 

peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui 

perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara. 

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan 

geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan 

ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. 

Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan 

pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di 

tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas 

(borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai 

pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri 

maupun internasional. 

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang 

semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang 

menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 

34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output 

negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 

persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai 

pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output 

global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan 

kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen 

pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara 

umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih 

tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara 

berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki 

pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa 

Selatan pada tahun 2015. 

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar 

negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir 

mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan 

ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin 

berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 

persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur 

perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas 

menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi 
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perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan 

ekonomi negara berkembang di masa mendatang. 

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara 

berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan 

berdasarkan prinsip kehati- hatian telah menjadi penopang 

pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan 

menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi 

jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan 

infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim 

usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian 

yang berdaya saing dan berkualitas. 

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang 

mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan 

ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur 

demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri 

manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan 

penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia 

akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan 

dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. 

Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai 

tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-

negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. 

Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha 

dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber 

daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi 

negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi 

percepatan pertumbuhan ekonominya. 

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 

akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. 

Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 

triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 

triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai 

USD 2,1 triliun (IMF, World Economic Outlook, Oktober 2016). 

Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan 

meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara 

terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai 

kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia. 
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c. Disrupsi Teknologi 

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi 

teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper 

Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger 

Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic 

Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 

3D, dan Future Technologies. 

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari 

masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam 

memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang 

dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini 

perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal 

disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko 

yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. 

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi 

teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku 

usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi 

usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. 

Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas 

serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan 

teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan 

belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, 

dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan 

teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi 

dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas. 

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan 

memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi 

mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas 

industri seperti: nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, 

IoT, AI dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung 

konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; 

teknologi lanjutan dari additive manufacturing (3D printing, rapid 

prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin 

multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen 

dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta 

teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru 

terbarukan. 

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi 

sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang 
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berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan 

sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan 

kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang 

dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan 

akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. 

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan 

tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang 

sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis 

artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk 

yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku 

usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. 

Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan 

hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau 

setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan 

perkembangan pesat kecerdasan buatan. 

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor 

yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote 

working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang 

mendukung pola work from anywhere (WFA). Akan tetapi, di sisi 

lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu 

pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan 

real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya 

kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas 

hasil pekerjaan terjaga. 

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar 

terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka 

peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi 

dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja 

pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta 

efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam 

konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk 

mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah 

pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan 

pemerintah. 

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam 

penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu 

mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-

undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta 

penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi 
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membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong 

penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi 

tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji 

regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik 

dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-

undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi 

pelaksanaan regulasi. 

 

d. Urbanisasi Dunia 

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk 

perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga 

penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 

2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara 

emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke 

depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali 

lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan 

peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 

2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih 

dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di 

negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak 

tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua 

megacities. 

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara 

emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang 

terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan 

masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada 

banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25ð30 persen penduduk 

perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa 

pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan 

yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga 

telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke 

kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan 

guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan 

perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas 

penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan 

perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma 

pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui 

efisiensi layanan. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam 

mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan 



 

 IV-56 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data 

ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan 

untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi 

COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, 

juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang 

memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. 

Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga 

menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya 

humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu 

beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan 

pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu 

menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya. 

 

e. Perdagangan Internasional 

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang 

mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian 

Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan 

meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia 

menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam 

G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan 

didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren 

yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara 

ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi 

peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan 

beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan 

internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang tinggi. 

Kolaborasi produksi bersama internasional (global 

production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value 

chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN 

dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam 

melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN 

dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya 

produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan 

penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi 

suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN 

akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan 

infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan 

kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam 

memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor. 

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi 

kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan 
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yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital 

mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi 

biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur 

perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam 

dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks 

dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting 

dalam rantai nilai perdagangan global. 

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan 

strategis. Kerja sama Kawasan seperti Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic 

Framework (IPEF) yang beranggotakan negara- negara dengan 

kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang 

melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan 

peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik 

yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, 

serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan 

internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-

Pasifik. 

 

f. Keuangan Internasional 

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 

2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan 

demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi 

oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. 

Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara 

signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi 

demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan 

menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi 

oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari 

sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan 

pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global 

yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran 

likuiditas di pasar uang dan pasar modal. 

Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang 

merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. 

CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko 

stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber 

risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, 

moneter, dan sistem keuangan di masa depan. 
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Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan 

disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai 

inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Cloud Computing, 

Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning telah membawa 

perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. 

Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan 

menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru 

dengan kemampuan (skill) yang baru. Sementara itu, munculnya 

perusahaan teknologi finansial (financial technology) seperti bank 

digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan 

efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus 

sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat 

perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko 

terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan 

implikasi stabilitas keuangan. 

 

g. Kelas Menengah 

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan 

akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap 

populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk 

ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan 

sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami 

pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan 

Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama 

Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat 

menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan 

tantangan pada aspek sosial dan politik. 

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat 

mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan 

kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan 

gaya hidup baru (new life style). Jenis pekerjaan baru yang 

diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, 

pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui 

virtualð metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan 

mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan 

mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi 

meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis 

pekerjaan. 

 

h. Persaingan Sumber Daya Alam 

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya 

Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global 



 

 IV-59 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. 

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang 

menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, 

pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan 

persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan 

SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor 

permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan 

dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan 

teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola 

produksi. 

 

i. Perubahan Iklim 

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta 

kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple 

Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung 

terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat 

tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada 

berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, 

penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara 

keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara 

signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan 

tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya 

urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama 

secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih 

berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk 

beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, 

lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah 

dan penerapan ekonomi sirkular. 

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon 

menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan 

berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara 

ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada 

tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta 

Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 

2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui 

penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon 

merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. 

Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren 

kebijakan global ke depan. 

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi 

sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil 
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dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara 

menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi 

utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat 

kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya 

dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. 

Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan 

aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang 

dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau 

Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green 

Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang 

positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan 

truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai 

pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock 

industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk. 

 

j. Pemanfaatan Luar Angkasa 

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu 

dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama 

umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu 

ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada 

kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak 

negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di 

bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa 

kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa 

(space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan 

keamanan antariksa (space security). 

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara 

signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa 

diperkirakan mencapai US$469,0 miliar pada tahun 2021 dan 

diprediksi akan terus meningkat mencapai US$1,0 triliun hingga 

tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh 

sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, 

negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk 

mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal 

pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM. 

 

4.2.2.2. Isu Strategis Nasional 

Isu strategis jangka panjang yang tertuang dala RPJPN 

tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut: 

 



 

 IV-61 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
Rancangan Teknokratik  

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 

Tabel 4.1 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional 

No 
Isu Strategis 

Nasional 
Tantangan Pembangunan 

1.  Produktivitas 

Rendah 

a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan 

global yang semakin meningkat 

b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun 

waktu 2010-2022 masih relative tertinggal 

2.  IPTEKIN dan Riset 

Lemah 

a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan 

inovasi (IPTEKIN) 

b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai 

3.  Deindustrialisasi 

Dini 

Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian 

yang masih rendah. 

4.  Pariwisata Di 

Bawah Potensinya 

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata 

5.  Ekonomi laut 

belum optimal 

Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut 

6.  Kontribusi UMKM 

dan Koperasi Kecil 

Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada 

penciptaan nilai tambah ekonomi 

7.  Integrasi domestik 

terbatas 

a. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga 

keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas  

b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

8.  Kualitas SDM yang 

makin rendah 

a. Kualitas pendidikan yang masih rendah. 

b. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum 

meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat 

jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan 

tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial 

masih rendah. 

9.  Kemiskinan Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan 

menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang 

dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang 

belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan 

perlindungan sosial. 

10.  Kesenjangan Jawa 

dan Luar Jawa 

a. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup 

tinggi 

b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan 

pesat diberbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh 

di bawah kebutuhannya 

c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan 

utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan 

penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi 

tulang punggung angkutan barang dan penumpang 

antar pulau belum optimal. 

11.  Pembangunan 

belum berkelanjutan 

a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan 

b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi 

tantangan untuk mencapai ekonomi hijau 
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No 
Isu Strategis 

Nasional 
Tantangan Pembangunan 

c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju 

kehilangan dan rendahnya pemanfaatan 

keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. 

d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan 

akses energi yang belum merata dan berkualitas di 

seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi 

terbarukan, dan masih rendahnya eĜsiensi energi. 

12.  Tata Kelola 

pemerintahan 

belum optimal 

a. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas 

regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya 

tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat 

maupun daerah. 

b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan 

struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. 

c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan 

masih terfragmentasi dan tidak adaptif. 

d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara 

merata di seluruh K/L/D. 

e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap 

intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di 

pemerintah daerah. 

f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. 

g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-

bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. 

h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya 

terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. 

i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid 

di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan 

kedepan adalah perlunya kebijakan Ĝscal dan moneter 

yang pro-pertumbuhan. 

j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi 

tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga 

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, 

konsistensi antara perencanaan pembangunan 

nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta 

konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. 

k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan 

peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor 

publik pusat dan daerah, serta non publik masih 

terbatas. 

13.  Infrastruktur dan 

Literasi Digital 

Rendah 

a. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi 

digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah 

b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih 

dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar 

14.  Kapasitas dan 

penegakan hukum 

masih lemah 

a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan 

kepastian hukum dan penegakan hukum yang 

berkeadilan 

b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi 

pada partai politik 
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No 
Isu Strategis 

Nasional 
Tantangan Pembangunan 

c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan 

demokratisasi belum optimal. 

d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama 

adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal 

prosedural seperti teknis ke-pemiluan-an dan hubungan 

formal kelembagaan 

e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas 

ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu 

geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. 

f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal 

ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya 

Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke 

dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati 

diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif 

budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum 

dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan 

masyarakat. 

 

Sementara itu, isu strategis jangka menengah mengacu 

pada Rancangan RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

a. Aging Population Negara Maju 

Á Usia produktif negara maju menurun 

Á Potensi indonesia untuk penyediaan pariwisata kesehatan 

untuk lansia 

b. Dampak Hilirisasi Terlihat Positif Bagi Perekonomian 

Indonesia 

Hilirasi perlu dilanjutkan untuk mendapatkan nilai tambah 

yang lebih besar 

c. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral 

Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan 

memperhatikan kepentingan nasional 

d. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global 

Produk indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar 

tetap bersaing di pasar global 

e. Tantangan Transisi Energi, Namun Ada Peluang Untuk 

Pemerataan 

Á Perlu national grid yang mampu mendistribusikan 

pasokan listrik ke luar pulau 

Á Perlunya pembangunan PLT EBT di luar pulau jawa untuk 

mendorong pemerataan 

 

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 

2025ð2029 mengacu pada RPJPN 2025-2045, dimana tema dan 
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arah kebijakan RPJMN 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi 

Transformasi, dengan penjelasan seperti pada bagan berikut: 

 
 

Isu strategis Teknokratik RPJMN Tahun 2025 ð 2029 

berdasarkan masing-masing transformasi adalah sebagai 

berikut: 
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